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KATA PENGANTAR 
Dr. Ir. Adies Kadir, SH., M.Hum. 
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR R 

Dewasa mi kita diperhadapkan pada siruasi sosial dan 
politik yang cukup kompleks dan dinarnis. Di tengah tuntutan 
masyarakat terhadap pcningkatan kinerja Wakil Rakyat, 
Lembaga Perwakilan, baik DPR maupun DPRD, kita juga 
diperhadapkan pada situasi dimana citra lembaga perwakilan 
tidak sepenuhnya dipandang baik oleh i-akyat. 

Tentu saja, pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar. 
Namun, persepsi publik kita pahami sebagai sebentuk 
kecintaan terhadap lembaga perwakilan. Kecintaan bisa 
disampaikan dalarn benruk apresiasi, pujian, demikian juga 
kritik. Kritik yang konstruktif adalah pelecut semangat dan 
vitamin yang membuat kita semakin aware dalam menjalankan 
tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana diamanarkan 
oleh UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2014 tentang DPR, 
MPR, DPD dan DPRD sebagaiman diubah dengan UU No. 
42 Tahun 2014. 
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Secara khusus, kita patut berbangga atas kinerja DPR RI 
Periode 2014 - 2019 saat mi. Mcski dinamika pc)htik begitu 
kompleks, kita tetap mampu menjalankan tugas dcngan baik. 
DPR RI mampu mengimpementasikan Tema Besar DPR 
RI Periode 2014 - 2019 yakni Membangun Dernokrasi 
yang EfektifMclalui Kerja Nyata Parlemen". 

Tema tersehut kiranya telab teraktualisasi dalarn tugas-
tugas DPR RI hingga saat mi. Meski kita mengakui bahwa 
dinamika sosial, politik, hukum dan ekonomi juga semakin 
berkembang dan menuntut keselerasan dengan kinerja 
lembaga perwakilan. 

Oleh karena itu, Serniiiar Nasional yang diadakan oleh 
Mahkarnah Kehormatan Dewan dengan tema "Dinamika 
dan Taritangan Kinerja Lembaga Perwakilan" adalah upaya 
dan ikhtiar Mahkamah Kchormatan Dewan dalarn merespons 
dan mengakomodasi persepsi publik dengan hasil-hasil 
yang telah dicapai oleh lembaga perwakilan. Hasil seminar 
tersebutlah yang kemudian tersaji dalarn buku, agar dapat 
menjadi warisan dan khazanah bagi penguatan kelernhagaan 
lembaga perwakilan. Khususnya pelaksanaan tugas, fungsi 
dan kewenangan kmbaga etik yang herada di dalamnva. 

Sebagai lembaga etik, sesuai dengan arnanat Pasal 119 
UU No. 17 Tahun 2014 tentang DPR, MPR, DPD dan 
DPRD sebagaimana diubah dengan UU No. 42 Tahun 2014, 
MKD memiliki tugas, fungsi dan kewenangan utama dalam 
rangka menjaga citra, wibawa serta kcluhuran martabat DPR 
RI, baik secara kelemhagaan maupun secara personal. Tugas 
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itulah yang mcmbuat MKD berdiri di Garis Terdepan, tidak 
hana dalam rangka mengawasi kinerja lembaga perwakilan, 
tetapi juga memproteksi berbagai persepsi dan citra tentang 
lembaga perwakilan. 

Kita menyadari sepenuhnya, upaya tersebut tidaklah 
mudah. Meski mekanisme dan prosedur dijalankan dengan 
baik, dinamika sosial, politik dan ekonorni senantiasa 
memberi warna tersendiri tentang peijalanan rugas dan 
fungsi Lembaga Perwakilan secara umum. Atas dasar irulah, 
diskursus tentang DPR RI dengan berbagai kinerja yang 
melingkupinya senantiasa mengundang polcmik. Tidak 
sedikit pihak yang mernandang positif, banyak juga pihak 
yang memandang sinis. Produktivitas regulasi senantiasa 
menjadi sorotan, meski rangkaian tugas pengawasan dan 
anggaran jarang menjadi perbincangan. 

Narnun, demikianlah kenyataannya. Media rnassa telah 
menjadi sisi tersendiri dalam kehidupan di era inforinasi. 
Media massa merniliki cara dalarn menangkap persepsi 
publik dan mengolah informasi agar menarik untuk 
disirnak. Di balik itu, DPR RI juga rerkadang tidak mampu 
mengkornunikasikan entitasnya yang sesungguhnya di 
hadapan publik yang semakin cerdas dan kritis. 

Terlepas darl iru, rakvat tidak akan pernah berhenti 
untuk menyematkan harapan kepada lembaga yang mewakili 
kepentingan mereka. DPR RI pun dituntut unruk semakin 
reponsif atas perkembangan dan dinamika kehidupan yang 
senantiasa menyajikan berbagai hal yang berbeda setiap saat. 
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Dinarnika dan tantangan itulah yang sejatinya menjadi concern 
sernua pihak, khususnya scluruh stakeholder yang berada di 
lingkungan DPR RI. 

Tujuan utama darl perhatian tersehut adalah hasil kincrja 
Lembaga Perwakilan yang lchih baik, responsif dan mampu 
mengakomodasi kepentingan dan aspirasi rakyat. Apalagi 
masa-masa saat mi diwarnai dengan dinarnika yang cukup 
dinarnis, yang sejatinya DPR RI akan berdini di Garda 
Terdepan inengawal jalan laju demokrasi yang berkontribusi 
langsung bagi kehidupan rakyat yang lebih adil, makmur dan 
sejahtera di masa-masa yang akan datang 

Akhir kata, Dinamika dan Tantang Kinerja Lembaga 
Perwakilan menjadi penting untuk diperbincangkan dan 
diwacanakan agar menghasilkan solusi yang terbaik bagi 
kinerja DPR Ri dan juga lembaga-lembaga perwakilanlainnya 
di selunth Indonesia. Solusi itulah yang akan ditawarkan 
ke hadapan publik dan kehadapan lembaga DPR RI serta 
DPR1) agar menjadi pedoman bersarna tentang bagaimana 
menjalankan arnanat rakyat. 

Sernoga segala usaha dan ikhtiar kita menjadi hagian dan 
perjuangan kita bersama sebagai anak bangsa dengan berbagai 
profesi dalam rangka rncmajukan kehidupan berdemokrasi, 
berbangsa dan bernegara. Scmoga segala upaya tersebut juga 
bernilai ibadab di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Arnin Ya 
Rabbal Alamin. 
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PENDAHULUAN 

Entitas lcmbaga perwak:lan tidak pernah usai 
diperbincangkan. Tidak sekedar rnenclisik tugas, fungsi dan 
kewenangannva, tapi lebih daripada itu, mengorek lebih 
dalam tentang kinerja kelcrnbagaannya dari waktu ke waktu. 
Sayangnva, hasil pengamatan tersebut seiiantiasa berbuah 
sinisrne. 

Disadari atau tidak, pernahaman rentang kinerja dan 
entitas kelembagaan perwakilan, baik itu DPR maupun 
DPRD helum sepenuhnya sarna dan sejalan. Di balik 
ekspektasi yang begitu besar, terhersit kinerja yang seringkali 
dipertanyakan. Pada gilirannya, lembaga perwakilan yang 
merepresentasikan suara rakyat justru berseberangan dengan 
suara rakvat itu scndiri. 

Meski tidak usai menjadi polemik, realitas mernbukrikan 
bahwa kinerja tersebut masih helurn rnampu memuaskan 
dahaga publik. Terlalu hanyak argumentasi yang bisa 
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dikemukakan untuk menjelaskan seperti apa scsungguhnya 
ukuran keberhasilan kinerja lembaga perwakilan. Narnun 
sejauh penjelasan yang ada scjauh itu pula pesan-pesan yang 
termuat dalam gugusan argumentasi tersebur belum mampu 
dicerna dengan baik dalam memori publik. 

Sebagai penjaga wibawa dan citra kelembagaan, 
Mahkamah Kehorrnatan Dewan DPR RI (MKD) tentu 
saja berkepentingan dengan wajah haik lembaga perwakilan. 
Sebagai Garda Terdepan penegakan kode ctik, MKD 
berorientasi pada terwujudnya integritas dan kredibilitas 
lembaga yang memenuhi ckspektasi publik. Atas dasar 
itulah, MKD senantias melakukan pcngamatan dan 
evaluasi hasil kinerja kelembagaan DPR RI. Demikian juga 
mengkornunikasikan sinisme publik dalam pola-pola dialogis 
yang bisa diterima oleh seluruh pihak. 

Salah saw dari upaya tersebut tenimplcmentasi dan 
pe!aksanaan Seminar Nasional yang dilaksanakan setiap 
tahun. Seminar mi memperreniukan seluruh Anggota Badan 
Kehormatan DPRD Provinsi, Kahupaten dan Kota di 
Seluruh Indonesia. Tujuannya adalah memperoleh masukan 
terkait peningkatan kinerja lembaga perwakilan, penguatan 
kelernbagaan serta bagaimana menjaga kehormatan lembaga 
perwakilan dalam konteks kehidupan sosial dan politik yang 
scm akin dinarnis. 

Hasil Seminar Nasional tersebut disajikan dalam bentuk 
buku yang memudahkan para peserta yang terdiri darl seluruh 
Anggota MKD dan Badan Kehormatan DPRD Provinsi, 
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Kabupaten dan Kota untuk mcnjadikannya sebagai inspirasi, 
pandangan ataupun sehcgai bahan refleksi untuk melangkah 
Iebih baik cli masa yang akan datang. Sejumlab rulisan yang 
tertuang di dalarn huku mi tidak hanya bersumber darl para 
Nara Sumber, tapi juga darl basil cliskusi yang dituliskan 
ulang selama Seminar Nasional berlangsung. 

Semoga buku mi dapat memberi manfaat bagi para 
pembaca. 
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KINERJA BERBASIS ETIKA 
Fahri Hamzah 
Wakil Ketua DPR RI 

Reformasi DPR Sebagai Lembaga Perwakilan 

DPR RI adalah salah sam pilar utama demokrasi modern di 
Indonesia. Prinsip pernerintahan demokratis modern adalah 
lembaga-lembaga kekuasaan negara mendapatkan kekuasaan 
dari rakyat, dipilih melalui pemilihan yang bebas, serta 
menggunakan kekuasaannva untuk kepentingan rakyat. Posisi 
strategis yang paling pokok sehagai pemegang kekuasaan 
legislatif adalah DPR RI herperan sebagai penyeimbang 
lembaga eksekutif melalui mekanisme checks and balances, 
melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pembentukan 
undang-undang, penetapan APBN, pengawasan pclaksanaaan 
undang-undang, representasi, dan diplomasi. 

Dalam rangka meng ptimalkan pelaksanaan rugas dan 
fungsi DPR Ru perlu dilakukan reformasi !cclembagaan. 
Reformasi dirnaksud meliputi pcnataan aspek kedewanan dan 
kesekretariatan, yang akan difokuskan pada pengembangan 
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dan penguatan sumber daya manusia (SDM), penyempurnaan 
tata laksana, perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana, 
kernandiri an anggaran, serta mengoptirnalkan penggunakan 
teknologi informasi, dan pembenahan birokrasi. 

Dalarn melakukan reformasi DPR sebagai lembaga 
perwakilan, posisinya hams semakin otonom. Pada tataran 
internasionat, dalam dua dekade tcrakhir otonomi parlemen 
menjadi isu penting bagi penguatan parlerncn. Formalisasi 
otonomi parlemen (autonomy ofparliament) telah dilakukan 
oleh Association of Secretaries General of Parliaments (ASGP) 
pada tahun 1998 melalui hasil studi telab disetujui di 
Moskow dan dipublikasikan dalam the Constitutional and 
Parliamentaiy Information. Studi lanjut tentang parlemen 
tents dilakukan dan laporan tentang "Autonomy Parliament 
in Its Various Aspect" telah disusun dan disetujui pada 
pertemuan ASGP pada tanggal 3 Mci 2007 di Bali. Menurut 
Inter-Parliamentary Union (2010), pencrapan prinsip-
prinsip otonorni parlernen menunjukkan perbedaan dalarn 
beberapa aspek meskipun secara umum dititikberatkan pada 
parliamentaiy responsibility for its own staffing, control over its 
own budget, and organization of its own business. 

Etika Dalam Lembaga Perwakilan 

Sejalan dengan upaya melakukan reformasi DPR sebagai 
lembaga perwakilan, salah saru aspek yang perlu mendapat 
perhatian serius adalah etika. Tcrmasuk di dalarnnya 
penetapan standar etika dan penegakan standar etika tersebut 
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sebagai bagiaii tak terpisahkan dan kinerja anggota DPR itu 
sendiri. 

Dalam memperbincangkan etika, justru harus berangkat 
clari kesadaran bahwa lembaga perwaidlan mewadahi para 
anggota yang merupakan representasi dari masyarakat 
itu sendiri. Siapa pun yang duduk di lembaga perwakilan 
merupakan cermin dari masyarakat pemilihnya. Karenanya 
mcnctapkan standar etika harus dimulai darl titik bahwa 
DPR adahth sekumpulan manusia yang secara realisris hanis 
dijaga dengan norma yang berangkat dari masyarakat dirnana 
ia menjalankan fungsi. 

Membangun standar etika bagi lembaga perwakilan 
ibarat mernbutuhkan kehati-hatian ibarat kita sedang meniti 
buih. Di saw sisi kita berhadapan dengan politik nil, di sisi 
lain kita dihadapkan pada tunrutan etika politik. 

Polirik nil adalah pentarungan kekuatan. Filsafat 
politik dan etika politik dianggap dunia ideal yang tidak 
mencerminkan realitas politik yang keras itu. Berbicara 
politik pada tararan normatif memberi kesan naif. Namun 
dalam politik, betapapun kerasnya perrarungan, masih ada 
kerinduan akan keteraturan dan kedamaian. Kedua hal mi 
mengingarkan landasan hidup bersama: tindakan buruh 
legitimasi, perlu persetujuan rnasyarakar, yang mengandaikan 
pembenaran normatif (moral, agama dan kebiasaan) •1 

Etika dan filsafat polirik tidak boleh larut dalam 
norrnativitas dan utopia. Ta tidak bisa melepaskan diri dan 

'Haryatmoko, Etika Politikdao Kekuasaan, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014: 7-8 
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kondisi konkrct kehidupan politik dan realitas perilaku para 
politikus serta warga negara. Pendekatan mi akan rnengantar 
etika dan fllsafiit politik sernakin terbuka pada suatu realisrne 
politik, yaitu tindakan yang mengubah (praksis). Sehingga 
dapat menerirna bahwa politik mempunyai lingkup yang 
khas. 2  Politik, menurut Pierre Bourdieu, adalah suatu 
perjuangan demi gagasan-gagasan, tetapi dalam suatu tipe 
gagasan yang sama sekali khusus, yaitu gagasan-kekuasaan. 
Gagasan yang memberi kekuatan dengan berperan scbagai 
kckuatan memobilisasi . 

Etika politik tidak hanya masalah perilaku politikus. Ia 
berhubungan juga dengan praktik instirusi sosial, hukurn, 
komunitas, struktur-struktur sosial, politik dan ekonoini. 
Etika politik rnerniliki tiga dirnensi: tujuan, sarana dan aksi 
politik. Perilaku politikus hanya salah satu dimensi etika 
politik. Kehendak baik perlu ditopang institusi yang adil. 
Kehendak haik berfungsi mempertajam makna tanggung 
jawab. Sedangkan institusi (hukum, aturan, kebiasaan, 
1cm haga sosial) berperan mengorganisasi tanggung j awab . 

Kinerja Berbasis Etika 

Bertitiktolak darl pemahaman akan politik dan ctika 
politik, DPR harus rnampu menjawab kcbutuhan untuk 
rncnjadikan dirinya semakin otonom. Termasuk di dalamnya 
adalah kernampuan membangun standar etika, yang 

2  Haryatmoko, (bid, 13 
Pierre Bourdieu, Les structures sociates de ('economic, Paris, Scud, 2000: 63 dalarn 

Haryatinuko, Loc.cit 
Haryatnioko, (hid, 33 
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berangkat darl realitas politik itu sendiri. 

Dengan memiliki standar etika yang jelas dan terukur, 
DPR akan dapat menjawab pertanyaan dan tuntutan 
masyarakat akan kinerja yang akuntabel dan transparan. 
Mernelihara harapan masyarakat akan kinerja DPR adalah 
memupuk harapan masyarakat akan dernokrasi iru sendiri. 

Dernokrasi dalam henak masyarakat itu sendiri, harus 
dikernbalikan pada bald katnya untuk terakomodasi melalui 
partai politik, yang pada akhirnya bermuara pada lembaga 
perwakilan. Kegagalan DPR mereformasi din, terutarna 
dalam kerangka kinerja berbasis enika, akan membawa 
demokrasi dalarn kendali pasar. Scbagaimana dilchawatirkan 
Chomsky, dengan membahas derriokrasi di Amerika Serikat, 
yang menyatakan bahwa dalam kurun waktu yang panjang, 
keterlihatan publik dalarn perencanaan dan implernent -asi 
kebijakan scialu terpinggirkan. 

Inilah n-iasyarakat yang dikcndalikan oleh bisnis. Partai-
partai politik telah mereficksikan kepentingan-kepentingan 
hisnis untuk waktu yang lama. Salah sat-u versi pandangan mi 
yang cukup kuat adalah yang disebut ilmuwan sosial Thomas 
Ferguson sebagai "teoni investasi politik". Dia percaya bahwa 
negara dikendalikan oleh koalisi para investor yang bergahung 
derni kcpentingan bersama. Untuk terjun ke arena politik, 
harus mcn-iiliki surnber daya yang cukup dan kekuatan swasta 
untuk ambil bagian dalani koalisi semacarn i t-u. S 

Noam Chornsky, Hoit.' the World Works, terjemahan, Yogyakarta: Benrang, 2015: 
hal. 182 
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Teori yang dinyatakan Ferguson, relevan dengan apa yang 
terjadi di Indonesia. Swasta rnenggurita dalarn pengambilan 
kepurusan publik maupun dalarn implementasinya. B aru-baru 
mi sebuah media cetak nasional dalam headiine-nya selarna tiga 
harl herturut-turut menyoroti bagaimana pembangunan di 
Jakarta dapat dilaksanakan secara langsung oleh oihak swasta 
sebagai kompensasi atas kelebihan KLB (Koefisicn Lantai 
Bangunan). Pcmbangunan proyck cukup dengan persetujuan 
kepala daerah, tanpa melewati mekanisme penganggaran 
maupun konsultasi dengan DPRD. Pelaksanaannya pun 
tanpa mclalui proses tender. Ini jelas berhahahaya. Karena 
harusnva pernbelanjaan apapun demi kepentingan publik 
yang berkaitan dengan pernenintah daerah, harus melalui 
DPR1). Sebagai legislatif daerah, DPRD memiliki fungsi 
pengawasan. Tak hisa diabaikan hegitu saja dengan alasan 
proses panjang ataupun rumit. 

Tenru saja kita tidak herharap kejadian serupa terjadi 
pada tingkat miasional. Swasta dapat berpartisipasi aktifdalam 
pembangunan sesuai dengan koridor dan mekanisme yang 
ada. 



TANTANGAN DPR RI 
DALAM PEMBANGUNAN DEMOKRASI 
DI INDONESIA 
Dr. Fadli Zon M.Sc. 
Wakil Ketua DPR RI, Presiden GOPAC 

Salah saw perubahan mendasar dalarn struktur politik 
Indonesia pasca arnandcmcn UUD 1945 ditandai oleh 
penguatan peran dan fungi lembaga legislatifi Hal mi dapat 
dilihat dalani BAB VII tentang Dewan Pcrwakilan Rakyat, 
pasal 20 UUD 1945 ayat 1 yang berbunyi, "Dewan Periwikila;i 
Rctkyrt memegang kekuasactn membentuk undang-undang". 
Ayat mi rnerniliki dampak peruhahan yang besar hagi desain 
sistem politik Indonesia yang bat-u. Begitupun di dalam ayat 
selanjutnva yang memberikan mandat kepada DPR untuk 
melakukan pembahasan terhadap setiap rancangan undaiig-
undang. Bahkan konstitusi juga mengatur bahwa rancangan 
undang-undang yang relah disetujui bersama dengan DPR 
tapi tidakdisahkan oleh Presidcn dalarn waktu tiga puluh han, 
maka ruu tersehut telah sah rncnjadi undang-undang. DaJam 
pasal 20A UUD 1945, DPR juga diberikan kewenangan 
untuk menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran, serta 
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hak-hak lain seperti interpelasi, angket, dan menyatakan 
pendapat, untuk scmakin memperkuat kewenangannya. 

Perubahan tersebut dapat dikatakan merupakan 
perubahan yang sangat strategis dalarn sistem ketatanegaraan 
kita. Dengan konstruksi relasi seperti iru, prinsip check 
and balances antar lembaga negara, telah memiliki pijakan 
konstitutif. Tidak ada lagi lembaga negara yang lebih tinggi 
posisinva. Ditarnbah lagi dengan desain elektoral saat mi, 
dimana proscs pernilu telab dijalankan secara Iangsurig ('direct 
vote), baik cksekutif maupun legislatif tidak hanya merniliki 
kedudukan yang sejajar namun juga kualitas legitimasi yang 
sarna. 

Meskipun dernikian, tantangan yang dihadapi oleh 
lernbaga legislatif dalam menjalankan mandat konstitusi 
tersebut tidaklah mudah. Darl sekian banyak tantangan yang 
ada, saya melihat ada tiga tantangan besar yang dihadapi 
oleh DPR RI. Pertama, yakni tantangan yang terkait dengan 
kinerja legislasi dirnana kuantitas produksi UU acapkali 
disederhanakan menjadi indikator keberhasilan kinerja 
parlernen. Kedua, tantangan yang terkait dengan kasus hukum, 
terutama korupsi, yang rnelibatkan anggota parlemen yang 
kemudian hanyak dikaitkan dengan melemahnya kredibilitas 
lembaga DPR.Tantangan ketiga yang juga menjadi tantangan 
DPR saat mi adalah tantarigan untuk rncminirnalisasi 
ketimpangan pembangunan yang cukup besar di Indonesia. 
mi scbcnarria yang menjadi tantangan besar yang hams 
diselesaikan secara kolcktif oleh setiap lembaga negara. 
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Diskusi sava dalarn forum mi sangar rcrkait dengan tiga 
hal tersebut, sebagai tantangan yang mengelilingi kinerja 
lembaga parlemen saat mi. Pada bagian akhir dari tulisan 
mi, saya juga memaparkan pandangan saya perihal evaluasi 
minor terhadap dernokrasi Indonesia saat mi dan bagairnana 
langkah pembenahannya. 

Tantangan Produk Legislasi 

Undang-undang merupakan elemen penting dalam 
kehidupan bernegara. Jean Jacques Rosseau dalam Dii 

Contract Social mendefinisikan undang-undang sebagai suatu 
kehendak urnum (volonte generale). Sehingga, dikuatkan 
kembali oleh John Rawis, salah sam dimensi yang hams 
dipenuhi oleh undang-undang yang dihasilkan institusi 
negara haruslah mencerminkan kepentingan umurn. Atas 
dasar mi, harus dipahami bahwa peran legislasi sebenarnya 
nierupakan pekeijaan yang tidak sederhana. 

Sebagai lembaga 1egis1atif, peran dasar dan utama 
parlernen adalah memproduksi undang-undang. Darl sini, 
penilaian publik yang berupaya mengukur kinerja parlemen 
darl seberapa banyak undang-undang yang telah berhasil 
dibahas dan disalikan, menjadi cukup relevan. Terlehih lagi 
produk undang-undang merupakan aspek yang cukup mudah 
untuk dikuantifisii 

Namun demikian, mengganrungkan pcnilaian kinerja 
panlemen pada produk legislasi semata adalah hal yang 
fatal. Ada tiga alasan mendasar. Pertama, ada empat peran 
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parlemen yang diatur di dalarn UU No.17 Tahun 2014 (UU 
MD3), yakni legilasi, pengawasan, anggaran, dan juga peran 
diplomasi. Schingga, akan lebih mapan jika penilaian yang 
banvak dilak.ukan oleh publilc, baik itu oleh LSM atau media, 
juga mencakup tiga fungsi yang lainnya. 

Kcdua, kinerja DPR juga sangat dipengaruhi oleh 
dinamika dan isu-isu politik nasional. Di awal periode 2014-
2015, DPR juga sangat disibukkan dengan proses konsolidasi 
pernerintahan yang tengah inencari kcscimbangan politik 
haru antara eksckutif dan legislatif. Belurn lagi adanya 
gangguan-gangguan politik yang mempengaruhi konsentrasi 
kinerja DPR, seperti yang terjadi pada tahun 2015 dimana 
rnunculnya kcgaduhan dalam isu PT Freeport. Semua mi juga 
harus dipahami sebagai aspck yang berpengaruh terhadap 
ritme kcrja di DPR. 

Hal ketiga yang penting juga dilihat ialahrnekanisme 
pernbahasan rancangan undang-undang di parlemen yang 
tidak akan berjalan jika tidak didukung maksimal oleh lembaga 
eksekutif Mulai dari penyesuaian jadwal antara DPR dengan 
mitra kerja di eksekutif, hingga proses pcmhahasan RUU yang 
sangat dinamis, menjadi hal yang scharusnya perlu dicermati 
dalam menilai kinerja lembaga parlcmen. Pembahasan RUU 
di DPR tidak akan berjalan tanpa mclibatkan mitra kerja 
DPR di pernenintahan. Hal mi sehagaimana tertuang di 
dalamPasal 20 ayat (2) UUD 1945 dianir hahwa setiap 
rancangan undang-undang ('RUU") dihahas oleh DPR dan 
Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. 
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Meskipun belum dapat mencapai target Prolegnas 
Prioritas Tahunan, 40 RUU di 2015; 51 RUU di 201 6;jumlah 
RUU yang dihahas dan disahkan DPR RI mengalarni 
peningkatan. Pada tahun 2016, DPR berhasil membahas 
dan mensahkan 20 RUU untuk menjadi undang-undang. 
Jurnlah mi meningkat tajam darl tahun sebelumnya. Hal mi 
bukti ikhtiar serius DPR RI dalarn meningkatkan kuantitas 
produksi undang-undang. 
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Produk Perundangan Tahun 2016 
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Data 1ci 11115 . liosttie for Policy Stodios, 2015 
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opini publik yang dikeluarkan oleh Transparansi International 
Indonesia (TIT) pada 2017, persepsi publik DPR sebagai 
lcmbaga yang koruptif melekat cukup kuat. Gambaran mi 
semakin diperparah dcngan framing media yang scringkali 
tidak proporsional. Sehingga, kelernbagaan DPR scring 
menjadi target "amuk" masyarakatdalam mengekspi -esikan 
kekccewaan terhadap jalannya pcmerintahan. 

Persepsi yang dibanguri di tengah publik tersebut tenru 
tidak sepenuhnva tepat dan bahkan tcrlampau sederhana. 
Problem korupsi di Indonesia, juga termasuk yang melibatkan 
anggota parlcmen, memiliki akar penyebab yang sangat 
sisternatik terkait dengan mekanisme dernokrasi yang kita 
sedang terapkan. 

Salah saw permasalahan mcndasar dalam dcmokrasi 
prosedural kita saat mi yairu politik biaya tinggi (high cost 
political system). Sistem pernilu secara langsung olch rakyat, 
yang kita adopsi saat mi, pada prinsipnva mengandung 
energi positif untuk rnemperkuat legitimasi politik sekaligus 
memperluas ruang partisipasi politik. Dan harapannya 
mampu mcningkatkan kualitas pembangunan. Namun, 
ketika kontesrasi elektoral dijalankan tanpa dukungan regulasi 
yang komprehcnsif, hasilnya adalah praktik dernokrasi yang 
berbiaya tinggi. 

Kondisi mi semakin sulit ketika regulasi keuangan partai 
politik helum ditata secara rapih. Indonesia adalah terrnasuk 
salah satu ncgara demokrasi yang memiliki sistem kcuangan 
partai politik yang lemab dan belum mapan. Keuangan partai 
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politik saat mi sangat berganrung dan sektor privat. Misalnya 
clari iuran kader maupun darl pihak-pihak di luar partai. 
Semenrara kontribusi negara terhadap keuangan partai 
politik, dapat dikatakan sangat minim. Siniasi mi berbeda 
dengan praktik demokrasi di Eropa dimana anggaran negara 
untuk partai politik bisa mencapai sepertiga darl kebutuhan 
partai dalarn sani tahun. 

Jika kita rncrujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 
Tahun 2009, formula bantuan APBN kepada parpol adalah 
Rp108 untuk setiap suara. Jumlah total yang diterima oleh 
partai didasarkan pada jumlah suara hasil pernilu legislatif 
dari parpol yang mernpunyai kursi di parlemen. Pada pemilu 
20 14terdapat 10 parpol yang lobs threshold. Sehingga total 
banruan APBN kepada seluruh parpol adakih Rp13,17 miliar. 
Jumlah mi tentu sangat rninirnalis dibandingkan dengan 
kebutuhan partai politik dalaiii satu tahun. 

Dengan kontrihusi anggaran negara seperti mi, hanya 
memenuhi 1.3% keburuhan parpol dalam sctahun. Sisanya 
yakni sebesar 98,7%, partai politik harus mencari sumber 
pendanaan sendiri, baik itu darl iuran kader, atau sokongan 
finansial kerua umum. Pada titik inilah, korupsi yang 
rnelibatkan hanyak anggota partai politik, sangat rentan 
terjadi. Sehingga tidak hcrlebihan narnpaknya jika maraknya 
korupsi saat mi, sangat herkaitan crat dengan sistem politik 
biaya tinggi yang kita terapkan. 
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Ketimpangan Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi 

Meskipun arah dernokrasi Indonesia sudah jelas di dalam 
Pancasila dan UUD 1945, narnun banyak yang rnenilai 
hahwa sistern dernokrasi Indonesia saat mi berjalan sangat 
bebas. Ruang politik yang sangat terbuka, seakan tanpa 
batas, berpotensi memunculkan situasi yang merugikan bagi 
pembangunan. Situasi politik nasional menjadi sangat gadub, 
sesak, dan bahkan destruktif. Sehingga, alih alih kita berjalan 
di atas rel demokrasi Pancasila, justru saat mi demokrasi kita 
adalah demokrasi liberal. 

Perihal mi, Hatta dalarn "Dernokrasi Kita" memaparkan 
bahwa krisis dernokrasi bermula dari praktiknya yang 
tidak kenal batas. Akibat melarnpaui batas yang ada, maka 
praktik demokrasi seringkali bertabrakan dengan nilai-
nilai yang sudah tertanarn di rnasyarakat. Derniokrasi yang 
menjunjung universalitas dihatasi oleh Pancasila. Irulah 
yang disehut schagai demokrasi Pancasila. Dernokrasi dapat 
berja!an dengan baik apabila ada rasa tanggung jawab dan 
para pemimpin politiknya untuk bergerak dalam batas-batas 
konstitusional. 

Pengalanian 18 tahuri demokrasi setelah reformasi 
masih rnenuai banyak kritik. Tidak dipungkiri ada capaian-
capaian demokrasi yang parur kita apresiasi. Seperti 
rnisa[nya terscicnggaranya pemilihan presidcn dan legislarif 
secara langsung, kebebasan berekspreasi, sudah dirnulai nya 
pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk Gubernw; Bupati, 
dan Walikota secara serentak, terbentuknya lembaga anti 
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icorupsi, dan menguatnya peran masyarakat sipil. Namun 
capaian tersebut dapat dikatakan masih sebatas demokrasi 
prosedural. Sementara agenda substansial mewujudkan 
kesejahteraan bersama, masih belum rnenunjukkan hasil yang 
menggembirakan. 

Pernerintah rnasih rnemiliki tantangan distribusi 
ekonorni yang tidak rnudah. Berdasarkan catatan JVo rid 
Bank tahun 2015, meskipun pertumbuhan ckonomi 
Indonesia mengalami penguatan dalam dua dekade, namun 
kue pertumbuhan mi tidak dirasakan secara merata oleh 
masyarakat. Manfaat dari pertumbuhan mi lebih dinik.mati 
oleh 20% masyarakat terkaya. Sekitar 80% penduduk - atau 
lebih dari 205 juta orang - berada dalam posisi rawan jamh 
ke dalarn kerniskinan. Artinya, disini ada indikator negara 
masih belum maksimal dalam melakukan peran distnibusi 
kesejahteraan kepada rakyatnya. Sebab bagairnanapun, 
pembangunan merupakan proses politik. Bukan semata-mata 
proses ekonorni. Sehingga, rncmbunihkan peran negara yang 
cukup kuat untuk mengatasi ketirnpangan ekonorni. 

Dari sisi ketimpangan kesejahteraan, Indonesia termasuk 
negara yang mengalarni ketimpangan relatif tinggi dan naik 
lebih pesat dibanding banyak negara Asia Timur lain.Antara 
tahun 2003 hingga 2010, 10% orang terkava di Indonesia 
berhasil meningkatkan konsumsi mereka sebesar 6% per 
tahun. Sernentara bagi 40% masyarakar termiskin, tingkat 
konsumsi mereka hana tumbuh kurang dan 2% per tahun. 
Hal mi mengakibarkan koefisien gini Indonesia naik pcsat 
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dalam 13 tahun terakhir. Naik dari 30 pada tahun 2000 
menjadi 41 pada tahun 2013. 

Pada titik mi, dapat kita katakan bahwa demokrasi politik 
di Indonesia belum diiringi dengan penguatan dernokrasi 
ekonomi. Keadilan sosial yang menjadi cita-cita demokrasi 
ekonorni Indonesia terhambat oleh pencrapan dernokrasi 
politik yang sangat liberal. Jauh dari prinsip demokrasi 
Pancasila. 

Di sinilah saya rnclihat peran DPR begitu sangat sentral 
dalarn memperbaiki arah jalannya pembangunan. DPR sangat 
mapan dari segi peran dan fungsinya untuk turut mendorong 
pemerintah dalam mcnggunakan paradigma pembangunan 
yang lebib inidusif. Agar kue pertumbuhan ekonomi yang 
dihasilkan, dapat rnenjangkau scluruh lapisan masyarakat. 

Pen utu p 

Melihat gambaran di atas, kita harus berani mengevaluasi 
dan menilai bahwa demokrasi politik yang kita jalankan saat 
mi belum diiringi dengan pembangunan dernokrasi ekonomi 
yang menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial. Inilah 
tantangan tcrbesar DPR saat mi. 

Besarnva ketimpangan kesejahtcraan di tengah 
masyarakat, tingginya tingkat pengangguran, serta masih 
maraknya praktik konipsi, menjadi tanda hahwa demokrasi 
ekonomi yang berkeadilan sosial belurn hadir secara utuh di 
Indonesia. DPR schagai lembaga perwaki Ian rakvat, berperan 
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memastikan semua itu masuk kc dalam agenda pembangunan 
pemerintah. 

Dernokrasi Indonesia yang tertuang di dalam Pancasila 
dan UUD 1945, rnenghcndaki pembangunan demokrasi 
yang holistik; dernokrasi politik dan dernokrasi ekonomi. 
Atas dasar terscbut, demokrasi di Indonesia menjadikan 
rakyat sebagai subyek dan fokus utama darl kegiatan politik 
dan ckonomi. Sehingga dengan memegang teguh prinsip 
tersebut, sebenarnya wajah demokrasi Indonesia dapat 
menjadi lebih paripurna. 
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MENYEMPURNAKAN 
SISTEM PERWAKILAN DI INDONESIA 
R. Siti Zuhro 
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesian (LIPI) 

Pengantar 

Konstruksi bcrbangsa dan bernegara di Indonesia 
sejaula mi belum mencapai bentuknya yang ideal dan 
final. Prosess learning lv doing dalam herdernokrasi yang 
berlangsung selama rentang wakru 1998-2017 memberikan 
lesson learned yang cukup berharga, khususnya berkaitan 
dengan fungsi representasi yang ditunjukkan oleh lembaga 
legislatif. Dinarnika politik dan amandcmen Konstitusi yang 
berlangsung scjak tumhangnva Orde Baru memberikan 
warna tersendiri bagi ketatanegaraan dan politik di 
Indonesia. Pruhahan ketatanegaraan dan politik tersebut 
berpengaruh signifikan terhadap lembaga legislatif Dalam 
perkernbangannya parlemen herperan cukup dominan, 
narnun hasilnya belurn dirasakan rakyat yang diwakilinva. 
Pertanyaannva, sistem perwakilan seperti apa yang hendak 
dibangun? 
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Fungsi dan peran DPR menguat pasca arnandemen 
Konstitusi. Penguatan DPR di satu sisi diperlukan tapi di sisi 
lain menjadi kendala. Dalam proscs konsolidasi dernokrasi 
penguatan lembaga-lembaga dcrnokrasi sangat diperlukan. 
Namun, upaya tersebut tidak rnudah karena di tataran 
praktiknya tcrhambat oleb kenvataan makin kuatnya DPR 
dan partai politik. Atas nama kekuatan DPR. tersebut, melalui 
kewenangannya dalam rnembuat legislasi, parpol semakin 
memperlihatkan anrusi asmenya untuk mempertuas wilayah 
kekuasaannva dengan rnerambah wilayali Dewan Perwakilan 
1)aerah (DPD). 

Ironisnya kckuatan DPR dan partai-partai politik tidak 
diikuti oteh kinerja yang rnaksirnal dari kcduanya. Berbagai 
diskusi yang digelar helakangan mi mcngungkapkan 
bahwa anggota DPR banyak tersangkut kasus korupsi dan 
perbuatan tercelalainnva. Sernentara itu, parpol helum juga 
rnelakukan reformasi di intcrnalnya. Parpol sihuk mengurus 
kepcntingannva sendiri ketimbang rnenjadi penyalur aspirasi 
dan kepentingan rakyat. 

Secara historis, reforrnasi panlernen yang hcrjalan sejak 
negeni mi berdiri menunjukkan ti-en yang fluktuatif. Mrs kipun 
pasca 1998 terj Adi reformasi politik yang memungki nkan 
perubahan tcrhadap peran parlernen, korelasm a tidak positif 
terhadap kesejahtcraan dan kecerdasan kehidupan masyarakat. 
Padahal peran parlemen di Indonesia dimaksudkan agar 
institusi mi mampu mengimbangi peran eksekutif, sehingga 
tidak terjadi dominasi kekuasaan. Mckanisme sating imbang 
dan sating kontrol (check and balance) antara eksekutif dan 
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legislatif diperlukan agar pernerintahan bisa berjalan baik, 
efektif dan mampu mewuj udkan kesejahtcraan rakyat. 

Dibentuknya undang-undang susunan dan kedudukan 
lembaga-lembaga perwakilan tak lain juga dimaksudkan 
untuk menjamin sistem kelembagaan parlemen, kedudukan 
kelembagaan di antara lembaga-lembaga negara lainnya, 
akuntabilitas lembaga dan anggota parlemen serta penataan 
hubungan kerja antar lembaga di dalam parlernen. Dalarn 
praktiknya keranduan sistern parlernen justru sangat kasatmata, 
seperti tercermin darl UU Susduk yang cenderung ambigu. 
Di satu sisi hendak mernpraktekkan sistem bikarneral dengan 
ditopang oleh DPR dan DPD, sedangkan di sisi lain rnasih 
melanggengkan MPR sebagai lembaga yang permanen 
dengan kepemimpinan yang permanen pula. 

Hal tersehut menunjukkan dengan jelas bahwa Indonesia 
masih garnang dengan reformasi sistem parlemen yang 
berlangsung scjak 1999. Masalal -mya adalah konscp atau 
desain ketatanegaraan seperti apa yang akan dilaksanakan 
sehingga format, arah dan rujuan yang hendak dicapai 
melalui amandemcn konstitusi rnenjadi lehih jelas. Sebab, 
kegagalan dalarn melakukan hal mi akan berdampak negatif 
terhadap cfisiensi dan cfcktivitas parlemen dan mcrnunculkan 
kerancuan sistem perwakilan di negeri mi. 

Tulisan mi akan membahas perbaikan sistern per'vvakilan 
di Indonesia sebagai prasyarat konsolidasi dernokrasi. 

21 



DINAMIKA DAN TANTANGAN KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN 

Dinamika Parlemen Pasca 1998 

Perbaikaii sistem perwakilan berjalan cukup signifikan 
sejak 1999, baik rnclalui arnandernen konstitusi maupun 
paket UU Politik. Pembenahan tersehut selain bertujuan agar 
parlernen berdaya dan lebih profesional dalam menjalankan 
tugasnya, juga untuk mernbuat sistem presidensial Iebih 
efektif. Seiring dengan iru, parlernen diposisikan sehagai 
lembaga wakil rakvat yang tidak bisa menjatuhkan presiden. 
Presiden tidak bertanggungjawab kepada majcis atau 
parlerncn, tapi ia bcrtanggung jawab kepada konstitusi 
dan rakyat yang mcrnilihnya. Dalam hal mi konstitusi tak 
hanya memegang peran penting, tapi memiliki kedudukan 
yang tinggi dihandingkan lenibaga lainnya. Parlemen hanya 
hcrwenang rnengusulkan pencopotan jabatan presiden 
jika ia dinilai rnelanggar konstirusi, sedangkan eksekusinva 
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). 

Sernentara itu, pembentukan sistem "bikarneral" yang 
rnernungkinkan eksisnya DPR dan DPD memberikan 
angin baru hagi mekanirne check and balance di internal 
lembaga legislatif. DPD menjadi bagian darl MPR. Bila di 
era sebelurnnya dikenal utusan daerah dan wakil golongan 
yang sebagian anggotanya diangkat oleh presiden, sejak 
amandemen Konstitusi yang ke-3 Indonesia merniliki DPD 
yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pernilu 2004. 

Posisi MPR mcnjadi ambigu, karena sebagairnana 
disebutkan dalarn Konstitusi, lembaga mi terdiri atas 
DPR dan DPD. Realitanya MPR masih dipertahankan 
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dan menjadi lembaga permanen (lihat UU No.27/2009 
tentang MD3). Padahal, semestinya MPR menjadi sarana 
bagi sidang gabungan (joint session) antara DPR dan DPD. 
Sehagai akibatnya, peran MPR cenderung rncicmah sejak 
2004, seiring dengan arnandemen Konstitusi yang tidak lagi 
memberikan peran penting kepada MPR, karcna pemilihan 
prcsiden/'wakil prsiden dilakukan secara langsung dan 
rnunculnya sistem bikameral. Tcrhcrituknya sistern bikameral 
yang kuat rnensyaratkan dihapuskannya MPR. Sebagai 
gantinya, DPD hanis diperkuat dengan kewenangan legislasi 
berkaitan dengan urusan dacrah, seperti dcscntralisasi dan 
otonomi daerah, hubuiigan pusat-daerah, pengawasan dan 
anggaran. 

Dernokrasi 	rnensyaratkan 	berperannya 	institusi - 
institusinya untuk penguatan ataE konsolidasi dernokrasi. 
Sebagai salah saw institusi demokrasi, mestinya tidak hanya 
DPR saja yang diperkuat tapi DPi) juga. Namun, peran saja 
tidak cukup. Penguatan peran dan wewenang DPi) harus 
dilakukan untuk menuntaskan proscs peruhahan sistern 
ketatanegaraan Indonesia. Penguatan itu dipedukan agar 
mekanisme check and balance di antara lembaga-lembaga 
Negara berjalan efektif, khususnya internal lcmbaga Legislatif 
(yaitu antara DPR dan DPD). 

Selainitu, dernokratisasi juga rnemer!ukan akselerasi 
penguatan n1ai-ni1ai dan pelernbagaan demokrasi. DPR 
dan DPD sebagai salah satu pilar demokrasi tidak hanya 
berkewaj iban mendorong demokratisasi dan memperkuat 
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sistern parlemen dengan mengefektifkan mekanisme check 

and balance di internal lembaga itu sendiri, melainkan juga 
diharapkan dapat menjembatani kcpentingan rakyat dan 
juga pusat dan daerah, serta memperjuangkan kepentingan 
dan aspirasi masyarakat dan daerah dalarn perurnusan 
kebijakan nasional. Sejauh mi, kewenangan yang diberikan 
UUD NRT 1945 (Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945) belum mampu mcmhuat lembaga legislatif 
lebih efektif dan representatif. Pcrsoalannya bukan sernata-
mata menambab kewenangan DPI), melainkan juga untuk 
menciptakan proporsi yang lebih berimbang sebagailembaga 
legislatif. Karena itu, penataan ulang sistem perwakilan 
sangar signifikan agar institusi perwakilan mampu bekerja 
rnaksimal. 

Pelaksanaan sistem parlernen bikarneral diperlukan karena 
duahal. Pertanza, pelembagaan mckanisme check and belance, 
baik antara legislatif dan eksekutif maupun internal lembaga 
legislatif itu sendiri. Kedua, untuk mengembalikan makna 
sistem pernerintahan presidcnsial dengan memherdayakan 
sistem parlemcn yang berfungsi rnaksimal dengan mereposisi 
keberadaan MPR supaya tidak menjadi lembaga permanen. 

Lepas clari itu, era reformasi membuka babak baru 
hubungan legislatif dan eksekutif. Bila sebelumnva legislatif 
tidak lebih dan "tukang stempel", sekarang mi legislatif(DPR) 
memiliki kekuatan yang lebih besar dengan amandemen 
UUD 1945 yang oleh banyak kalangan dinilai lebih legislatif 

heavy. 
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Penggunaan konsep checks and balances serta rasionalitas 
politik dimaksudkan unnik memberikan gambaran mengenai 
pelaksanaan sistem checks and balances dalam konteks 
hubungan eksekutif - legislatif. Pola huhungan mi untuk 
jangka panjang bertujuan menciptakan pemerintahan yang 
merniliki akuntabilitas publik yang tinggi. 

Mekanisme tersebut juga diharapkan dapat mengurangi 
sisi destruktif yang mungkin muncul dan sistem/tatanan barn, 
sehingga benturan kepentingan antara eksekutif dan legislatif 
dapat lebih konstruktif. Dengan demikian, diharapkan akan 
terjadi rasionalitas politik di Indonesia di mana eksekutif dan 
legislatif dapat bersinergi untuk menciptakan demokrasi. 

Mekanisme checks and balances yang ideal adalah bia 
legislatifdan eksekutifrnemiliki kekuasaan yang seimbang yang 
memungkinkan kedua lernbaga tersebut memiliki hubungan 
yang saling mengontrol, mengisi dan mengimbangi. Dalam 
realitasnya, hubungan eksekutifdan legislatiftidak senantiasa 
berjalan ideal. Hubungan antara keduanya mengalami pasang 
surut yang disebabkan oleh hesar kecilnya kekuasaan yang 
dimiliki, baik oleh legislatif maupun eksekutif, pada masa 
pemerintahan tertentu. Sebagai contoh, legislatif yang lcmah 
pada masa pemerintahan Soeharto hanya menjadi stempel 
setiap kebijakan eksekutif. Sebaliknya, legislatif yang kuat 
pada era Reformasi bisa rnenjatuhkan Gus DUL Eksekutif 
yang lernah yang hanya didukung oleh koalisi minoritas 
di DPR tak mampu mempertahankan kedudukan seorang 
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presiden. Tabel di hawah menjelaskan pola-pola hubungan 
yang rerbentuk antara legislatif dan eksekutif. 

labeL Pola Hubungan Eksekutif-Legislatif 

Eksekutif 

Lemah Kuat 

Kolusi tersembunyi dan konflik Legislatif dikomando 

tersembunyi. eksekutif. 

Lemah Legislasi usul dari eksekutif 
mudah_diloloskan. 

1. 	Legislatif bisa dan mampu Sating mengimbangi dan 
Legislatif mencampuni urusan saling mengontrol. 

eksekutif. Proses legislasi dan 

Kuat 2. 	Legislatif bisa dengan pemenintahan diawasi dan 
niudah menurunkan dijalankan seimbang. 
eksekutif.  

Checks and balance secara teoretis mengarah pada 
terciptanya dernokrasi yang sehat. Indikasinya yairu dinamika 
politik berproes secara simultan, di mana antara legislatif 
dan eksekutif ada kesataraan dalam menjalankan tugas 
masing-masing, di samping sehagai pengawas dan pelaksana 
kebijakan. Pertanvaannva, apakab tugas legislatif sebagai 
pengawas eksckutif dan pengawal kehijakan-kebijakannya 

tersebut sudah rnaksimal? 

Tcrciptanya pola-pola huhungan di atas dapat 
rnemengaruhi posisi partai politik dalam cksekutif dan 
legislatif. Partai politik adalah sarana sekaligus elemen utama 
pcmbentukan legislatif. Konfigurasi rnayoritas-rninoritas 
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dalam legislatif dan latar belakang eksekutif bcrpengaruh 
terhadap pola hubungan eksekutif—lcgislatif. Apahila kepala 
daerah berasal darl partai yang memegang kursi ma oriras di 
legislatif, kebijakannya cenderung didukung legislatif. Pihak 
yang akan beroposisi adalah partai-partai minoritas. 

Sebaliknva, apabila presiden berasal dari partai minoritas 
di legislatif, posisinya di hadapan legislatif akan sangat 
rawan. Partai mayoritas akancenderung kritis terhadap 
setiap kebijakan eksekutif. Mosi tidak percaya bukanlah hal 
yang tidak rnungkin dikeluarkan o!ch legislatif. Perubahan-
perubahan pola tersebut bcrpcngaruh terhadap pelaksanaan 
sistem check and balance di mana eksekutif tampak lcmah 
dibandingkan dengan legislatif. 

Tegaknya check and balance dimaksudkan sebagai upaya 
untuk mengelola kekuasaan negara agar digunakan untuk 
kepentingan negara. Adalah jelas bahwa penggunaan 
rnekanismecheck and balance dalarn kerangka ncgara 
dernokrasi ditujukan unruk mengatur penggunaan 
kekuasaan. Dalam hal mi, kekuasaan negara diserahkan pada 
tiga lembaga yang berbeda yang masing-masing memiliki 
kewajiban dan tanggung jawabnya sendiri. Kckuasaan suatu 
lembaga dibatasi oleh kckuatan lcmbaga yang lain. Oleh 
karcna itu, makna tanggung jawab dari saw lembaga negara 
berarti bersedia dan rnau dikontrol oleh lembaga lainnya. 
Keberhasilan mekanisrnc kontrol ini akan menci prakan 
akuntabilitas lembaga negara atau pernerintahan daenah 
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secara keseluruhan karena penggunaan kekuasaan berjalan 
sebagaimana rnestinya. 8  

Dilihat dari perspektif demokrasi, keberhasilan 
penciptaan akuntabilitas mi pada rnulanya hanya scbatas 
pada tataran intra -government accountability. Pada tahap 
selanjutnya, akuntabilitas pemcrinrah akan dipersepsikan dan 
diakui oleh masyarakat luas, yang notabene pemberi mandat. 
Akuntahilitas pemerintahan mi dapat dilihat darl kinerja 
pellieri ntahan i ru sendiri. Kinerj a perneri ntahan meliputi 
kebijakan dan pclaksanaannva di semua bidang dari tingkat 
pusat sampai tingkat dacrah. Tolok ukurnva dapat dilihat dan 
kincrja ekonorni, produk hukum oleh legislatif, kebijakan luar 
negeri, penanganan masalah sosial dan penegakan hukum 
dan HAM. 

Penataan Sistem Perwakilan 

Pertama, meninjau kembali ruang lingkup otoritas DPR 
(yang meluas ke fungsi pengangkatan pejahat publik yang 
seharusnya menjadi otoritas Presiden). Apabila konstruksi 
konstitusi hasil amandernen mengarah pada penguatan skerna 
presidensial, ruang lingkup otoritas DPR penlu ditinjau 
kembali. Kewenangan DPR memberi pertimbangan dan atau 
perserujuan atas pengangkatan duta hesar serta penenimaan 
duta hcsar ncgara lain rnisalnya, hams dikonstruksi ulang 
karena lchih merupakan otonitas presiden dalarn skerna 
presidensiaL Bcgiru pula herbagai UU yang memberi hak 

Karl W. Deutch, Poliucs and Q'ern7nent: How People Decide Their Fate, Boston: 
Houghton Miffin Company, 1970, hal. 187. 
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politik bagi DPR dalarn menentukan pejabat publik seperti 
pimpinan dan anggota komisi - kornisi negara. 

Kedua, menyederhanakan struktur fraksi di DPR menuju 
dua kelompok fraksi, yakni fraksi pendukung pernerintah 
dan fraksi oposisi, atau menjadi tiga kelompok fraksi, yaitu 
fraksi independen yang tidak memilih menjadi bagian dan 
keduanya. Penyederhanaan pengelompokan fraksi diperlukan 
dalam rangka meminimalisasi kecenderungan politicking atas 
dasar kepentingan dan transaksi yang bersifat jangka pendek 
di DPR. 

Ketiga, melembagakan kerjasama DPR-DPD yang 
bersifat intraparlemen. Meskipun DPD tidak rncrniliki otoritas 
legislasi, realitanya konstirusi 'ter1anj ur" me!cmbagakan 
lembaga yang menjacli represcnrasi daerah mi sebagai salab 
satu karnar panlernen. Karena itu dalam jangka pendek, perlu 
dilembagakan kcrjasama DPR-DPD rnelalui pembentukan 
sernacarn panitia kerja bersarna, sedangkan secara jangka 
panjang DPD pci-lu memiliki otoritas legislasi yang bersifat 
terbatas. 

Keempat, membangun sistem perwakilan dua-kamar 
di tingkat nasional. Konstruksi sistcrn perwakilan dan atau 
sistem keparlemcnan yang dianut konstitusi dan juga UU 
MD3 cenderung tidak jelas, rancu, dan tidak melembagakan 
sistem checks and balances yang dipenlukan dalam konteks 
skema sistem presidensial. Karena itu penataan kembali 
sistern perwakilan dan atau keparlemenan perlu Iebih jelas 
arahnya, yakni menuju kebutuhan sistem perwakilan dua- 
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kamar yang memungkinkan rerbang na sistem checks and 

balances eksekutif-Iegislarif secara Iebih "clear". Itu artinva, 
DPD ke depan perlu ditata ulang apakah harus merniliki 
otoritas legislasi kendati tidak harus seluas DPR atau DPD 
dihapuskan, dan MPR perlu ditata ulang menjadi wadah 
sidang gabungan DPR dan DPD. 

Kelima, memperkuat fungsi legislasi DPD dalam 
rangka sistem checks and balances intraparlemen. Konstitusi 
hasil amandernen di satu pihak membentuk DPD sebagai 
representasi teritori, dalarn hal mi daerah provinsi, yang 
merupakan wakil-wakil daerah yang dipilih secara langsung 
oleh rakyat, namun di pihak lain sarna sekali tidak memberi 
otoritas !cgislasi baginya. Kckeliruan mi perlu dikorcksi ke 
depan karena keberadaan DPD tanpa kekuasaan legislasi 
memhchani anggaran ncgara. Karena itu otoritas legislasi 
yang hersifat terhatas adalah suatu keniscayaan bagi DPD 
agar terbangun sistem checks and balances intraparlernen 
dengan DPR. 

Keenam, menjadikan MPR sebagai lembaga joint session 

antara DPR dan DPD (tidak herisi anggota DPR dan 
anggota DPD seperti sekarang). Konstitusi hasil arnandemen 
menempatkan MPR sebagai salah sam karnar parlemen, 
selain DPR dan DPD, sehingga MPR menjadi kamar 
ketiga dalarn sistern perwakilan/keparlemenan yang dianut 
UUD 1945. Di sisi lain, otoritas MPR berupa kekuasaan 
melakukan perubahan UUD, dan pcmecatan terhadap 
Presiden/VVàpres yang melakukan pelanggaran hokum, tidak 
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berlangstmg setiap saat, sehingga setelah melantik presiden/ 
wapres terpilih, MPR tidak merniliki rugas pokok yang 
tetap. Karena itu ke depan, format MPR perlu ditata kembali 
menjadi lembaga joint session antara DPR dan DPD, sehingga 
struktur keparlernenen bersifat dua-karnar. 

Ketujuh, rnengubah kepemimpinan MPR dari permanen 
menjadi ad hoc. Apabila tugas pokok MPR bersifat sewaktu-
waktu dan tidak menetap, maka kepemimpinan MPR 
semestinya tidak perlu bersifat permanen seperti sekarang. 
Kepernirnpinan MPR bisa dirancang secara bergilir dan 
berkala namun hersifat gabungan antara unsur pimpinan 
DPR dan DPi). Kcpernirnpinan permanen MPR seperti 
berlaku sekarang hanya mengharnburkan uang negara. 

Kedelapan, mcngubah Setjen DPR, Setjen DPD, dan 
Setjen MPR menjadi satu Kcsctjcnan Parlernen. Mengingat 
kerja MPR bersifat sewaktu-wakru dan tidak menentu, 
kecuali pelantikan presiden/wapres terpilih yang bersifat lirna 
tahunan, maka tidak diperlukan Sctjen MPR yang hcrsifat 
permanen. Kesetjenan MPR dibentuk secara ad hoc pada saat 
MPR memhutuhkannya dan diambil dari gabungan unsur 
Setjen DPR dan DPD. Secara jangka panjang, barangkali 
hanva diperlukan sam kesetjenan yang mendukung kerja 
keparlemen DPR dan DPD. 

Kesembilan, melembagakan mekanisme komplain publik 
bagi wakil rakyat yang tidak kredibel dan bcrkincrja buruk. 
Scbagai konsekuensi logis implementasi sistern perwakilan 
proporsional dengan mekanisme daftar terbuka anggota 
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DPR dan sistem pluralitas berwakil jamak bagi anggota 
DPD, seyogyanya konstiruen memiliki hak komplain bagi 
wakil-wakil rakyat yang tidak tidak kredibel dan berkinerja 
buruk. 

Meskipun dernikian sisteni dcmokrasi diperj uangkan 
bukan semata-mata demi terpenuhinya aspek keterwakilan, 
serta pemcrintah hasil pemilu (dan pilkada) dan para legislator 
di pusat dan daerah. Lebih dan iru, sistem demokrasi 
rneniscayakan hadirnya pemerintah dan para wakil rakyat 
yang hertanggung jawab dalam mengemban mandat politik 
yang diberikan rakyat. Itu artinya, tolok ukur keberhasilan 
sistern demokrasi tidak sekadar terletak pada terpenuhinya 
segenap prosedural elektoral, melainkan lcbih pada kualitas 
akuntabilitas pernerintah dan wakil rakyat terpilih yang 
tercermin dalam kemampuan mcrcka mcwujudkan cita-cita 
keadilan, keberadaban, dan kesejahteraan bagi rakyat. 

Cita-cita luhur dan mulia tersebut tidak mungkin 
terwujud jika DPR dan DPD yang telanjur dilembagakan 
terperangkap berbagai distorsi yang sudah dikemukakan 
sebelumnya. Karena itu suatu penataan sistern politik sccara 
rnenyeluruh diperlukan agar bangsa kita tidak rncngulang 
kembali "salah urns" negara dan pernerintahan yang hampir 
tidak bernjung. * * * 

[C1 



DINAMIKA KINERJA DPR 
Dasril, M.Si (Han) 
Tenaga AhIi Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI 

Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, namun bagi 
DPR (Dewan Pcrwakilan Rakyat) kegagalari tak ubahnya 
sebagai keberhasilan yang tak pernah serius untuk diupayakan. 
Kegagalan demi kegagalan kineija menjadi isu sentral yang 
citra negatifhya terlanjur melekat kuat dengan lembaga mi. 

Sebagai sehuah lembaga tinggi yang peranannya sangat 
signifikan di Ilegeri mi, pada praktiknya DPR diharapkan 
agardapatmengedepankan aspek kinerja yang baik sebagai 
dasar pengelolaan lcmhaga. Namun, faktanya sampai saat 
mi, hal tersebuttarnpaknva masib jauh panggang darl dpi. 
Kinerja lembaga mi belurn rnenunjukkan basil yang optimal 
dan selalu terjebak dalam problematika reperitif Hingga 
periode kepengurusan 2014-2019, kinerja DPR Wi-us saja 
menuai banyak sorotan dan kritikan. Hal mi tidak terlcpas 
darl minirnnya implernentasi fungsi pokok sebagai lembaga 
perwakilan rakyat yakni menjalankan fungsi legislasi, 
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fungsi anggaran dan fungsi kontrol dari waktu ke waktu 
(Wahyuningsih, 2013). 

Salah sam yang indikator yang mcnco!ok dan 
permasalahan yang dihadapi oleh DPR adalah capaian 
Program Legislasi Nasional (Prole(rnas) yang tak pernah 
sesuai dengan target yang dircncanakan haik untuk prioritas 
tahunan maupun Jima tahunan. Persoalan rendahnya capaian 
Prolegnas menjadi prohlcma kiasik yang telah muncul bahkan 
sejak periode DPR 2004-2009 yang hingga sekarang kini tak 
kunjung menemui rink terang penyelesaiannya (Rofiandri, 
2016). DPR seolah tidak pernah menuntaskan secara 
komprehensifpermasa!ahan tahunan terkait program legislasi 
nasional (Prolegnas). Masa pembahasan acap diperpanjang 
dan pembahasan RUU tidak pernab sesuai dengan jadwal 
dan target yang ditentukan. 

Belum lagi permasalahan terkait fungsi anggaran. Dalam 
proses penganggaran, praktik-praktik korupsi masih saja 
kerap terjadi. Penangkapan dua anggota DPR dan Komisi 
V oJeh KPK karena penyalahgunaan wewenang dalam kasus 
anggaraan proyek infrastrukuar APBN merupakan porret 
nyata bagairnana rnasalah mi telah mengakar di tuhuh DPR. 

Fungsi kontrol juga tak kalah rnerriprihatinkan. DPR 
sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap 
pernenintah pada praktiknya masih sangat jauh darl harapan. 
Indikasi tidak optimaJnya pcJaksanaan füngsi mi umpamanya 
dapat dilihat pada pelaksanaan pengawasan anggaran di 
kementerian dan Jembaga. Sepanjang 2016, alan keJengkapan 
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dewan tclah membentuk 46 Panitia Kcrja (Panja) pengawasan 
kernenterian atau lembaga. Akan tetapi, darl 46 Panja 
yang dihentuk, baru 11 Panja yang tclah menyampaikan 
laporannya. Lemahnya praktik pengawasan anggaran tentu 
saja berdampak pada potensi kerugian negara yang jumlahnya 
tak sedikit. Pada 2016 saja terdapat sebanyak 26 temuan yang 
direkemondasikan oleh BPK kepada DPR, narnun tidak ada 
kcjelasan terkait tindak lanjut kasus tersebut (Arsilan dan 
Saputra, 2016). 

Rentetan capaian kinerja DPR yang tidak optimal 
dari tahun kc tahun men ebabkan implikasi nyata. Yaitu, 
runtuhnya kcpercayaan publik terhadap lcrribaga mi. 
Berdasarkan hasil survei kepuasan publik yang dilakukan 
Poltracking Indonesia umpamanya, DPR menjadi salah 
satu lembaga dengan tingkat kepuasan publik paling rendah 
bersama dengan partai politik (Poltracking, 2015). Tingkat 
kepuasan publik terhadap kinerja DPR tet -arnat rendah yakni 
di angka 23,1 persen. Fakta mi memherikan catatan penting 
bahwasanya kincrja DPR belumlah berjalan dengan baik dan 
perlu segera dicari jalan keluarnya agar wibawa lembaga mi 
kedepannya dapat tcrselarnatkan. 

Permasalahan kinerja DPR menipakan sebuah topik yang 
kompleks. Butuh pcndekatan yang holistik untuk mengurai 
berbagai dimensi terkait permasalahan Mi. Tulisan mi diawali 
dengan pernaparan dinamika kinerja DPR tidak hanya dan 
pendekatan kuantitatif terkait aspel jurnlah output produk 
undang-undang semata, namun juga berkaitan dengan 
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pendekatan kualitatif yang akan menguraikan dinamika proses 
dan permasalahan terkait dengan pelaksanaan fungsi DPR. 
Fungsi tersebut meliputi fungsi legislasi, fungsi anggaran dan 
fungsi pengawasan. Selanjurnya akan dijclaskan pula bentuk 
rekornendasi berupa solusi terkait dengan kinerja DPR RI 
untuk kedepannya. 

Fungsi Legislasi 

SebagainTlana diamanatkan pada konstitusi, fungsi 
legislasi mcrupakan salah sam darl tiga fungsi utama DPR 
RI dalam menjalankan tugas pokok kelembagaan. Fungsi 
mi dimanifest-asikan dalam upaya pembentukan peraruran 
perundangan-undangan yang mengedepankan asas-asas 
pokok yaitu keadilan, kerertihan, dan kepastian hukum dalam 
konteks kernasyarakatan (Wij ayanti, 2013). 

Fungsi legislasi DPR hingga saat mi 	kerapkali 
mendapatkan kritik dan sorotan publik. Publik menilai 
bahwasanva kinerja 1)PR tidak dapat berjalan secara efektif 
dan efisien. lvlerujuk pada konteks mi, apahila kineija 
legislasi dari aspek kuantitas dievaluasi, fakta yang sarna 
dapat ditemukan darl tahun ke tahun bahkan aiitar periode 
kcanggotaan DPR. Fakta tersebut adalah tak pernah 
tcrcapainya target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di 
DPR. Terkait dengan hal mi, seperti yang dapat dilihat di 
tabcl berikut, menegaskan bahwasanya produktivitas legislasi 
memang menjadi problem utarna yang dihadapi DPR dalam 
setiap periode keanggotaan. 
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Tabel 1: Rekapitulasi Hasil LegsIasi DPR RI Periode 2010-2014 

Tibun 	RIJU - 	 Initiator RUU Output 
Prolegnan 

______________ 
DPR DPD 

_____________ 
Pemerintih Non- 

Kumulatif 
Kumuintif 

Terbuka 

OIeh 

DPR 

OIeh 

Pemerint.h 

Jumii] 

2010 70 RUU 	36 RUU - 34 RIJU 8 UU 7 UU 6 UU 9 UU 15 UU 

2011 70 RUU 37 RIJU - 33 RULI 20 UU S UU 12 IJU 13 UU 25 UU 
2012 69 RUU 46 RUU - 23 RUU 10 UU 22 UU 18 UU 14 UU 32 UU 

75 RUU 48 RUU 27 RUU 11 U1J 11 UU ji -UU 11 UU 22UU 
2014 68 RUU 44 RhO 1 RUU 13 RUU 3 UU 	7 UU 5UU 5 Oh 10UU 

Jumhah 352 RUU 211 RUU 1RUU 140 RUI.) 52 UU 	52 UU 52UU 52 UU 104(JU 

n. 	rnnd urn roruuuo 4VU-hU14, tOISI jib I M. IcLIV, zvi4, fllm 11. 

Dikutip darl Suwarso, et.al  (2015). 

Tabcl diatas mcnunjukkan hasil kincrja legislasi DPR 
pada pcniode kcanggoraan 2010-20 14 yang secara kuantitatif 
tidak rncnggernbirakan dengan persentase ketercapaian 
hanva sebesar 29,5%. Penilaian kinerja mi didasarkan pada 
komparasi antara jumlah RUU dalam Prolegnas dengan 
jumlah UU yang berhasil diselesaikan olch DPR. 

Publik kian jengah mengetahul performa kincrja DPR 
yang sedernikian rupa dan herharap akan ada perbaikan pada 
periode keanggotan DP R selanj utnya (2014-2019). Namun, 
harapan itu tarnpakl1ya akan pupus melihat kenyataan yang 
ada. Pada setahun (2014-2015) DPR 2014-2019 bckcrja, 
hanva dihasilkan 3 produk legislasi darl total 37 RUU yang 
masuk dalarn Program Lcgislasi Nasional khusus tahun itu. 
Capaian tcrsebut sangatlah rcndah j ika dibandingkan dengaii 
angka capaian terendah sekalipun pada periodc schelunmya 
yang berjumlah 15 UU. 

Tidak sedikit knitikan dan sorotan yang diarahkan pada 
kinerja DPR periode mi karena rnasih jauh darl basil yang 
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mernuaskan. Hingga sidang III, tahun persidangan 2015-
2016, Dewan Pcrwakilan Rakyat dinilai telah gagal dalam 
rnernbuktikan perbaikan kinerja dalam menjalankan fungsi 
lcgislasi. Pada masa mi DPR hanya menyelesaikan 3 UU 
yakni Undang-undang MD3, Undang-undang Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Penerapaii Perppu Nornor 1 Tahun 
2014 tentang Pernilihan Gubernut; Bupati dan Wi1ikota, dan 
Undang-undang Pcrnerintahan Daerah. Capaian mi tentu 
tidak sebanding dengan besaran anggaran yang digclontorkan 
yang mencapai 246 Miliar Rupiah. 

Minimnya capaian kerja legislasi DPR rncnunjukkan 
bahwa fungsi legislasi adalah titik lemah darl DPR. Sebagai 
tugas pokok yang harus dilaksanakan olch DPR, masalah 
pembahasan RUU tidak pernah sesuai dengan jadwal yang 
tclah di tentukan dan seningkali diperpanj ang. Pembahasan 
RUU kerap kali gagal disciesaikan oleh legislator dalam 
waktu normal yaitu dalam tiga kali masa sidang. Misalnya 
pada masa sidang I periode 2016-2017. Pada masa sidang 
mi dipuniskan oleh DPR bahwa pembahasan sembilan RUU 
diperpanjang, dan hanya dua UU yang berhasil disahkan. 
Kcmudian pada masa sidang 11, dua RUU diperpanjang 
pernbahasannya. Selanjutnya pada masa sidang III ada enam 
RUU yang diperpanjang masa pernbahasannya tanpa ada 
satupun hasil yang disahkan. 

Tidak optirna!nya fungsi tugas DPR khususnva pada 
bagian fungsi lcgislasi sudah bukan menjadi hal yang baru, 
terlebih lagi realisasi capaian target juga tidak dilakukan 
secara ketat dan disiplin. Fakta mi men iratkan bahwasanya 

38 



DINAMIKA DAN TANTiNGAN KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN 

secara prinsipil budaya organisasi dalarn tubuh DPR tidak 
terbangun secara positif. Padahal, mcnyetir pendapat Deal & 
Ailen (1982), budaya organisasi adalah kornponen penting; 
tanpa budava yang positif suatu organisasi atau lembaga tidak 
akan mampu meraih hasil kerja yang produktif. I)ernikian 
pula dengan lcrnbaga DPR. 

Tidak terbangunnya budaya organisasi yang positif 
rnenyebabkan para anggota yang ada didalam DPR tidak 
mampu mengarahkan tujuan sebagairnana yang ditetapkan 
dan yang ingin dicapai olch sebuah lembaga. Irnplikasinya 
jelas, aspek produktivitas menjadi sangat rendah, sebagaimana 
masalah yang hampir selama mi dialami oleh DPR. Seolah di 
dalarn tubuh DPR Tidak ada kehendak yang tinggi untuk 
menentukan target. Lemahnya manajernen kontrol internal 
DPR dalarn upaya pernbcrian reward danpunishment terhadap 
para anggota dewan, hal mi jelas semakin rnclanggengkan 
sikap-sikap negatif semacam mi. 

Budaya organisasi yang positifakan sulit terbangun apabila 
dalam proscsnva ketidaktercapaian target Prolegnas seringkali 
dibungkus dengan da!ih: DPR bukanlah pabrik UU sehingga 
wajar jika target tidak pernah tercapai secara kuantitas karena 
yang hal tersebut bukanlah aspek prioritas. Dalih seperti mi 
seharusnya tidaklah menjadi dalih pembenaran. DPR, sebagai 
sebuah lembaga, perlu melakukan evaluasi kelernbagaan 
secara menyeluruh. Mengingat, sejarinya ketidaktercapaian 
target legislasi secara kuantitas bukan sernata karena faktor 
upaya unruk fokus pada kualitas sehingga pembahasan 
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rancangan undang-undang berjalan lebih lama seperti yang 
selama mi didengungkan oleh anggota- anggota dewan. 
Namun, Icbih dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tata 
kelola persidangan, sikap dan tindakan indisipliner dari para 
anggota dewan, scm rnasalah interna' kelernbagaan. 

Sehubungan dengan faktor tata kelola persidangan, tata 
kelola persidangan menjadi salah satu pangkal permasalahan. 
Aspek mi seringkali memperparah kernajuan pembahasan 
legislasi. Hal mi dikarenakan tata kelola yang dilakukan 
dianggap tidak dilakukan dcngan baik dan mengedepankan 
aspek efektifitas dan etisiensi. Akibatnya, waktu kerja DPR 
menjadi sangat terhatas dalarn setahun dan sebanyak lima 
bulan dan jangka waktu setahun habis di dapil untuk masa 
reses. 

Tcrkait dengan f1ktor sikap dan tindak indisiplinicr, 
kedisiplinan anggota dewan misalnya telah sejak lama 
juga turut menjadi sorotan. 1)alani setiap rapat paripurna 
kchadiran anggota DPR kurang clari cnarn puluh perscn. 
Kehadiran anggota fraksi dalarn rapat komisi paling tinggi 
hanya sebesar 63. Disiplin dalam kelembagaan tidak hcrja!an 
sebagaimana mestinya, tcrlcbih bagi anggota DPR yang 
tidak menghadiri Rapat Paripurna tak ada sanksi tegas yang 
ditenima. Bahkan, saat rapat pun banvak juga anggota dewan 
yang tidak mengikuti jalannva rapat dengan seksama. Mereka 
sering kali tertidur atau sibuk mengakscs alat komunikasi 
pribadinva. Hal mi menjadi catatan tcrscndiri bagi anggota 
dewan tentang ctos dan keseriusan kinerja mereka. Komirmen 
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para anggota DPR dalam bekerja sebagai wakil rakyat pun 
tak pelak makin dipertanyakan. 

Kemudian terkait dengan rnasalah internal kelernbagaan, 
hal mi juga tidak kalah penting dalam mempengaruhi tidak 
rnaksimalnya kinerja darl DPR. Scperti misalnya saat Ketua 
DPR lengscr karena dianggap tersandung kasus Saham 
PT Freeport, kemudian yang belum lama mi muncul vakni 
skandal mcga korupsi E-KTP yang rnelibatkan pejabat-
pejahat pentng DPR (Forrnappi 2016). Belurn lagi fokus 
para legislat3r terpecah karena teralihkan pada kegiatan 
Pilkada serentak rahun 2017 guna mendukung partai-partai 
mcrcka. Kondisi semacam mi rnenyebabkan DPR seolah 
tersandera dan terjebak dalam konflik serta urusan-urusan 
domestik kelembagaan. 

Hal selanjurnva yang patut menjadi catatan terkait dengan 
kinerja DPR adalah pnionitas legislasi DPR yang dianggap 
tidak scsuai dengan kebutuhan bangsa. Misalnya ketika 
DPR berupaya untuk merevisi UU Pilkada, kemudian upaya 
unruk menevisi UU KPK yang jelas-jelas ditolak oleh puhlik. 
Sikap mi justru semakin mengundang kecarnan sentirnen 
negatif dari masyarakat terhadap DPR. Prioritas lcgislasi mi 
justru rncnviratkan bahwasanva LTU yang menjadi prioritas 
pembahasan adalah rang rnenyangkut kepentingan partai 
politik atau kcpcntingan para anggota dcwan saja. 

Terkait dengan hal mi, rneminjam istilah scorang rokoh 
dan pemikir sosiologi bernarna Merton, yakni terkait 
membership grup and reference group. Dalam hal mi, para 
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anggota dewan yang sccara konstitusional merupakan 
membership group darl lembaga tinggi DPR sebagai 
seorang legislator, jus tru mengalarni benturan kepentingan 
dengan reference group mereka yaitu partai politik. Mereka 
dalam praktiknva justru memanifestasikan sikap dan jalan 
herfikirnya secara lebih erat dengan reference group. 

Fungsi Angqaran 

Di sisi lain yaitu dalarn fungsi anggaran, kinerja DPR 
juga sangat jauh dan kata optimaL Ditengah kinerjanya 
yang hanyak disorot lantaran tak kunjung produktif dan tak 
kunjung mampu lepas dari citra lembaga yang penuh rnasalah, 
DPR justru acap mcnyihukkan diri untuk merancang pos-pos 
anggaran mcncusuar yang dionientasikan pada pernenuhan 
keinginan dan kebutuhan anggota DPR semata (JCW 
2015). Hal mi dapat dilihat dan pos-pos penganggaran 
pembangunan mega-proyek gedung DPR, pembangunan 
perpustakaan DPR, usulan dana aspirasi, kenaikan tunjangan 
dan peningkatan berbagai fasilitas bagi para anggota dewan. 
Hal mi tentu saja menviratkan suatu esensi bahwasanya 
fungsi anggaran dijalankan tidak sebagai mana mestinya 
karcna diarahkan pada kcpcntingan DPR dan bukan scbagai 
medium mernperjuangkan kepentingan masyarakat yang 
diwakili secara luas. 

Rasali (2015) menyebut bahwa Kincrja DPR RI periode 
2014-2019 tennyata sangat memprihatikan, terburuk selarna 
reformasi termasuk dalam aspck penganggaran. Pertama, 
DPR dinilai dalam menggunakan kcwenangan anggaran 
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tidak disertai landasan memperjuangkan rakyat seperti dalam 
rancangan APBN-P 2015 dan berkaitan dengan kebijakan 
pencabutan subsisdi. Kedua, Praktik penganggaran dinilai 
masih sangat kental nuansa transaksionalnya. Ketiga, DPR 
dinilai tidak mempersiapkan hitungan alternatif anggaran 
sehingga hal mi membuat DPR seolah hanya menjadi pihak 
pemberi persetujuan kebijakan pernerintah tanpa melakukan 
tugas koreksi. 

FITRA (Forum Indonesia Untuk Transparansi 
Anggaran) (2015) misalnya memberikan contoh kasus 
dimana terj adi kasus disetujuinyakehij akan pinj arnan luar 
negeri dalam APBN-P 2015 sebesar RP 49,2 triliun yang 
terdiri darl penarikan pinjaman proyek senilai Rp 41,9 triliun. 
Itu ditambah pinjarnan program sebesar Rp 7,3 triliun dan 
koreksi tambahan Rp 50 triliun unruk menutupi defisit 2,2% 
yang meleset menjadi 2,7% pada Agustus 2015. 

Adanya praktik korupsi juga menghambat pelaksanaan 
fungsi penganggaran. Misalnya tertangkapnva dua anggota 
DPR darl Komisi V oleh KPK dalam kasus anggaran/ 
proyek infrastrukrur APBN (Juniman, 2016). Korupsi yang 
melibatkan anggota DPR membuat kinerja DPR sernakin 
tidak maksimal. Agenda pelaksanaan fungsi anggaran relatif 
tidak ada, dan prosesnya menjadi tcrhcngkalai karena ketua 
proses penganggaran masih tersangkut praktik korupsi 
seperti yang helum larna mi terjadi. 

Kinerja fungsi anggaran DPR dalam hal mi badan 
anggaran sangat perlu untuk dievaluasi dan ditingkatkan 
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kualitasnya. Sccara mendasar penganggaran seharusnva 
dilakukan secara transparan, efisien dan akuntabel. Selain 
itu, dibutuhkan juga disiplin anggaran dan jaminan 
kesinambungan anggaran. Namun, pada praktiknya aspek mi 
masih berrnasalah. Hingga saat mi 1)PR hclum mcnjalankan 
sistem F-Budgeting sehingga proscs penganggaran pun masih 
sangar sulit untuk diawasi. 

Fungsi anggaran dalam pclaksanaanya sangatlah sensitif 
dan hcgiru bermuaran politis. Sehingga secara praktikal 
fungsi mi dihadapkan pada tantangan yang kompicks dan 
tidak mudah. Praktik korupsi, intervensi rnelalui suap, lobbi 
dan negoisasi rnasih jarnak terjadi di 1)PR. Secara proscdural 
hal mi tentu sangarlah rnengganggu pclaksanaan fungsi 
anggaran, dikarenakan proscs perancangan anggaran nanrinya 
tidak dapat berjalan secara objektif dengan mengedepankan 
prinsip kemaslahatari umurn karena tcrpengaruh nluatan 
kepentingan darl pihak-pihak tertentu. 

Fungsi Pengawasan 

Dalam praktiknya tindak lanjut kegiatan pengawasan 
scrta cfcktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan mi juga 
masih mcnyisakan tanda tanya besar. Sepanjang tahun 2016, 
alat kclengkapan dewan telah rnembcnmk 46 Panitia Kerja 
(Panja) pengawasan kementerian atau lembaga narnun darl 46 
Panja yang dibentuk, baru 11 Panja yang telah menvampaikan 
Iaporannya (Arsilan dan Saputra, 2016). Tidak hanya itu, 
rekomendasi dan simpulan dewan termasuk tim di bawah 
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koordinasi langsung pimpinan dewan juga banyak yang tidak 
ditindakianjuti oleh pihak terkait. 

Adapun fungsi-fungsi pengawasan harus dijalankan 
oleh dewan antara lain melalui kegiatan rapar kcrja, rapat 
dengar pcndapat, dan rapat dcngar pendapat urnurn, selain 
menbeiituk Tim pengawas/tim khusus, dan melakukan 
kunjungan kerja (kunkcr). DPR juga mcmiii ki peran untuk 
menindak lanjuti berbagai pengaduan yang datang dan 
masvarakat, scperti yang tertuang pada UU Nomor 27 Tahun 
2009. 

Namun, agaknya, peranan-pel -anan tersebut belum 
mampu dijalankan secara optimal. ICW (2015) menjelaskan 
bahwasanva fungsi pengawasan DPR rnasih cenderung 
dilakukan secara parsial dan tebang pilih unruk kepentingan 
n-iei-cka sendiri. Dalam kontcks penegakan luikuni, misalnva. 
DPR seringkali menyoroti fungsi penvadapan rang dimiliki 
o!eh KPK. Hal mi mengundang senrimen publik bahwasanya 
sebagian anggota dewan yang mempersoalkan hal tersebut 
dinilai vokal karena merasa kepcntingan mereka terancam. 

Selain itu terkait aspck pengaduan dari masyarakat 
peranan mi helum juga tersosialisasikan dcngan baik, 
serta bclum ni ampu rnenj angkau secara luas. Legislator 
agaknva kurang dapat memanEiatkan perkernbangan 
teknologi informasi secara optimal untuk mendukung dan 
meningkatkan kinenja dalam ranah mi. Padahal, apabila 
rnam pu mengoptirnalkan fungsi rcknologi informasi, maka 
respon rerhadap pengaduan masyarakat akan lebih cepat 
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dilaksanakan dan permasalahan dapat segera terselesaikan, 
jangkauan pengawasan dewan pun selanjutnya akan lebih 
luas. 

Solusi 

Menanggapi berbagai permasalahan yang menyebabkan 
rendahnya kinerja DPR, berikut mi akan disampaikan 
beberapa hal yang dapat dijadikan solusi atau langkah 
kedepan. 

Pertama, diperlukan adanya perhaikan sistern dalam 
DPR RI agar setiap pihak yang rnenjalankan tugas eksekutif 
maupun legislatif dapat terbagi dengan jelas. Pembagian tugas 
yang jelas dapat membantu mengoptimalkan kinerja DPR 
RI. Pcrnangku kepentingan yang berada di ranah eksekutif 
hams saling bekerja sarna, karena pada dasarnya tidak semua 
usulan RUU diajukan oleh DPR. Hal mi dilakukan untuk 
menghindari terjadinya saling lempar tanggiing jawab antara 
pemerintah dengan DPR walaupun dalam hal mi pembahasan 
undang-undang dalarn hak konstitusi berada ditangan DPR. 
Kerjasarna yang lebih intcns dengan pemerintah hams 
ditingkatkan agar pencapaian legislasi sesuai dengan target. 

Kedua, kebijakan anggaran yang dibuat oleh DPR 
hendaknya lebih diprioritaskan pada kepentingan rakyat. 
Penggunaan anggaran hams dirnaksimalkan secara efektif 
dan cfisien agar tidak terjadi pemborosan. I(etqa, perlu 
segera diirnplementasikan sistern E-Budgeting agar proses 
perancangan dan pcngelolaan yang tidak wajar dan tidak 
transparan dapat dihindari. 
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Keempat, DPR perlu unnik menjalin kerjasarna dan 
rnelibatkan perguruan-pergur'uan tinggi yang memiliki 
akademisi-akademisi yang berkualitas dan kompeten untuk 
menyiapkan draft RUU dan naskah akademis. Sehingga 
proses pelaksanaan fungsi legislasi dapat menjadi lebih 
efektifdan efisien serta output Undang-undang rneiijadi lebih 
herkualitas karena rnenipertirnhangkan serangkaian kajian 
yang dapat menjadi masukan dalarn upaya pembahasan 
kebij akan. 

Kelima, dalam rangka peningkatan kinerja anggota dewan 
dan guna rnengcmbalikan kepercayaan publik terhadap 
lembaga mi, maka perlu dibentuk sebuah badan khusus yang 
membidangi urusan peningkaran kinerja dewan dan urusan 
rancangan rencana strategis. 

Keenam, dalarn bidang pengawasan setiap angggota 
dewan harus cermat dalarn menangkap permasalahan yang 
disuarakan oleh masyarakat. DPR juga hams mampu 
mernahami dinamika politik saat mi yang sering mengalarni 
gejolak serta mampu menjawab dan memposisikan 
permasalahan dengan tepat berkaitan dengan fungsi 
pengawasan terhadap eksekutif dan fungsi legislasi dalarn 
hal mi berkaitan dengan pcmbahasan RUU Prioritas. Jangan 
sampai pembahasan RUU Prioritas justru bertentangan 
dengan kehutuhan masyarakat secara luas. 

Terakht'r, untuk rnenggenjot atau meningkatkan performa 
DPR tentu diperlukan adanya kornitmen internal pribadi 
dan institusi dalarn rangka penguatan mekanisnic kontrol. 
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Komitmen internal dan mekanisme kontrol diperlukan agar 
setiap pihak yang menjadi bagian DPR dapat bekerja sama 
dengan baik dan fungsi pokok DPR berjalan sehagairnana 
mestinya. 

Kedcpannya, diharapkan kincrja dewan akan menjadi 
lebih baik dan mcnjadi lehih profesional dalarn mengemban 
tanggungjawah untuk rnewujudkan masyarakat yang adil 
dan rnakmur sesuai dengan visi misi DPR (Suwarno, et.al. 
2015). Visi tersebut kemudian dapat dijabarkan dalam misi 
yang secara prinsip mengacu kepada tiga fungsi utama yaitu 
fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Bila 
masalah dalam ketiga fungsi mi diperbaiki dan kctiga fungsi 
tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan sebagaimana 
rnestinya (cfcktif sesuai dengan tugas dalarn setiap fungsi), 
tentu DPR akan semakin dekat dengan visi yang mereka 
canangkan dan lembaga terhormat mi berul-betul dapat 
menggamharkan sernangat dari narna lembaga tersehut yakni 
Dewan Pcrwaki!an Rakyat. 
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MEMBENAHI CITRA DPR DI MATA PUBLIK 
Agus Yuhyan:o, SE., MM 
Tenaga AhIi Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI 

Persepsi atau citra masyarakat atau publik terhadap Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) tidaklah membahagiakan. Hal mi 
dapat dilihat dari sejum!ah survei. Contohnya seperti hasil 
survei 7hinspt_rency Interncttioual Indonesit (Til) pada rnedio 
2016. Survei tersebut menunjukan sebagian besar masyarakat 
rnenernpatkan DPR di peringkat pertama lembaga liegara 
\rang dianggap korup—diikuti hirokrasi pernerintah dan 
DPRD. 

Jika ditarik ke belakang, yakni pada 2015, sebuah survei 
yang d in us oleh Poltracking Institute, j uga rnenunj ukan 
potrct yang kurang memuaskan ihwal bagaimana publik 
mempersepsi lcmbaga DPR. Dari survei yang dilakukan 
pada medio Marcr 2015 tersebut, yang hendak mengetahui 
penilaian (evaluasi) publik mengenai kincrja instirusi 
demokrasi, diketahui hahwa DPR (di samping Partai Politik 
dan Poiri) adalah institusi yang mendapat tingkat kcpuasan 
publik paling rendah. Dan data survei itu diketahui, hanya 
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sebanyak 23,8 persen responden menyatakan puas terhadap 
kinerja DPR—sedangkan, 66,5 persen menyatakan tidak 
puas dan sebanyak 9,7 persen menyatakan tidak tahu. 

Demikian pula bila melihat hasil ternuan survei yang 
dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia—Denny JA (LSI-
Denny JA). Hasil survei yang dilakukan menjelang akhir 
2015 terscbut menunjukkan, di handi ngkan lembaga-lembaga 
negara lainnya seperti Mahkarnah Konstitusi (MK), Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK), dan lembaga Kepresidenan, DPR memperoich 
kepercayaan publik paling rcndah. 

Hal serupa pun dapat ditengok clarl hasil survei Indo 
Barometer. Hasil survei rnengenai kepercayaan terhadap 
lembaga negara yang dilakukan oleh Indo Barometer pada 
2015 itu menunjukkan hahwa DPR merupakan lembaga 
paling tidak dipercava olch responden dibandingkan dengan 
sepuluh lembaga negara lainnya (Kepresidenan, KPK, TNT, 
Kehakiman, MPR, Kcjaksaan, Pengadilan, DPD dan Poiri). 
Sebanyak 58,7 persen publik tidak percaya terhadap DPR. 
Darl pilihan sepuluh lembaga itu, hanya DPR (dan Poiri) 
yang mendapat ketidakpercayaan lebib darl 50 persen. 

Penyebab DPR Dipersepsi Negatil 

Berarij ak dan potret perspesi yang kurang membahagiakan 
terhadap DPR di mata publik itu, tentu publik tidak dapat 
dipersalahkan. Dengan kata lain, persepsi publik yang 
demikian tidak muncul begiru saja di ruang hampa. Ada sebab 
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yang rnelatarbelakanginya. Jika ditiik, maka adabeberapa 
latarbelakang yang mendorong mengapa publik cenderung 
merniliki persepsi negatif atau buruk terhadap DPR. 

Pertama, adahth terkait dengan skandal hukum yang 
menimpa anggota DPR. Skandal hukum tersebut terutama 
sehuhungan dengari soal kasus tindak korupsi. Darl 2004 
hingga kini, DPR selalu mendapat persepsi buruk soal 
korupsi. Darl skala 1 sampai 5—dimana angka 1 berarti tidak 
sama sekali korupsi dan angka 5 berarti sangat korup—DPR 
hampir tiap tahunnya mendapat nilai 4,4. mi artinya persepsi 
rnasyarakat terhadap DPR sangatlah buruk soal korupsi. 

Adapun persepsi huruk soal kor -upsi terhadap DPR 
tidak lepas dani pelbagai runtutan peristiwa yang menyeret 
anggota dewan ke dalam pusaran kasus korupsi. Sejak 
reformasi digulirkan hingga kini, hampir di tiap periode 
selalu menycruak kasus korupsi yang melibatkan anggota 
DPR. Untuk rncnyebutkan beberapa saja misalnya ada kasus 
suap alih fungsi hutan lindung dan pengadaan SKRT Dephut, 
kasus suap cek pelawat pernilihan Dewan Gubernur Senior 
BI, kasus Suap Wisma Atlet SEA Games, kasus korupsi dana 
Percepatan Pembangunan Infrastrukrur Daerah (DPPID), 
kasus suap proses lelang pengadaan kapal patroli Dephub, 
kasus suap pembangunan Gedung Pusdikiat Badan Pengawas 
Tenaga Nuklir (BAPETEN) dan sehagainya. Baru-baru 
mi misalnya, kasus tindak korupsi yang rnenycrct anggota 
dewan dan mendapat perhatian yang luas darl publik adalah 
kasus E-.I(TP Belurn lagi bila disebutkari daftar narna anggota 
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dewan yang tertangkap tangan menerima suap. Tentu mi 
akan sernakin rnernpertebal stigma dan persepsi buruk pubi i k 
terhadap DPR yang kerap terlukis dalam ungkapan seperti 
DPR sebagai "karrel korupsi", di tubuh DPR yang beroperasi 
adalah "sel politik tipu muslihat" dan "ridak transparan", lobi 
di DPR merupakan "pasar gelap kekuasaan" dan ungkapan-
ungkapan sarkasris lainnva yang disemarkan o]eh publik 

kepada DPR. 

J ika dililut darl sudut pandang tcrtcntu, tcntu dapat saja 
dikatakan atau dijelaskan hahwa persentase anggota DPR 
yang terlihat dalam skandal hukum seperti tindak korupsi itu 
rnungkin tidak segadang yang dibayangkan. Namun, penlu 
disadari, sebagai lcmhaga yang paling merepresentasikan 
kepentingan rakyat, maka sudah sepatutnya DPR memang 
betul-hetul steril darl skandal hukum seperti rindak korupsi. 
Jadi, seberapa kecilpun jumlah atau kuantiras anggota 
dewan yang terseret ke dalam skandal hukurn seperri tindak 
korupsi, ia bagaikan satu titik nila yang dapat incrusak susu 
sebelengga. Apalagi dalam jurnlah hesar, yang dikcnal dengan 

istilah korupsi herjamaah", tenru mi akan rncrusak marwah 

lembaga tersehut. Oleh karena itu, ketika anggota DPR 
tcrsandung kasus arau skandal hukum seperti tindak korupsi, 

waihasil, mau tidak inau, mi akaii mencoreng inartahat DPR 
dan irnpaknya ialah publik rnulai sangsi terhadap inrcgritas 

orang-orang yang berada di lembaga mi. 

Kedua, sclain skandal hukum seperri tindak korupsi, hal 

lain yang juga rurut mendorong rendahnya persepsi positif 
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publik terhadap DPR adalab lantaran terdapatnya anggota 
DPR terpeleset dalarn skandal moral dan praktek komunikasi 
publik yang kurang tepat bahkan juga ada yang cenderung 
tidak etis. 

Sehubungan dengan skandal moral, skandal moral itu 
dapat saja bermacam-macarn bentuknya. Dulu, yang pernah 
ramai dibicarakan adalah soal anggota dewan yang terserat 
dalam prostitusi atau perselingkuhan. Di samping itu, skandal 
moral juga ada dalam hentuk "menipedagangkan pengaruh" 
(trading in influence). Soal praktek memperdagangkan 
pengaruh misalnya sempat ramai saat kasus Papa Minta 
Saham. Tentu dapat saja diperdebatka:i isi kebenaran apakah 
Ketua DPR kala itu yang terseret dalam kasus Papa Minta 
Saham betul-hetul tengah berupaya mendapatkan atau 
mencari keuntungan dengan memanfaatkan posisi yang 
tengah ia duduki. Narnun, yang jelas dan terang benderang, 
ketika kasus Papa Minta Saham yang melibatkan Kcrua DPR 
itu dan diliput hampir secara maratoii oleh berbagai media, 
hal itu te!ah memunculkan persepsi negatif publik terhadap 
DPR—apalagi kasus "Papa Minta Saharn" tersebut langsung 
melibatkan pimpinan DPR. Scjak kasus terschut mencuat kc 
publik dan pernheritaannya bcgitu massif, publikpun makin 
mcmandang negatif bahkan sinis kepada lembaga DPR. 

Adapun terkait dengan praktek kornunikasi yang kurang 
tepat, mi juga kerap menamhah citra huruk lembaga DPR. 
Hal mi misalnya teijadi saat dimana rakyat sudah jengah 
dcngan tindak dan kasus korupsi, anggota DPR justru 
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menunjukkan sikap resistensi terhadap penguatan institusi 
pemberantasan korupsi. Misalnya, dengan mewacanakan 
pembubaran atau mengurangi wewenang KPK. Atau saat 
kasus Papa Minta Saham mencuat dan menjadi sorotan 
publik,justru ada beberapa wakil kctua DPR menujukan sikap 
pembelaan terhadap ketua DPR yang kala itu tcrsandung 
kasus Papa Minta Saham. Sikap beherapa Wakil Ketua 
DPR itu, yang tercermin darl kornunikasinya, bukannya 
mengurangi sentirnen negatif publik kepada DPR, narnun 
ma!ah menambahnya. Tentu saja komunikasi yang tidak 
tepat tersebut merupakan blunder dan politically incorrect dan 
semakin memeruncing sinisme publik terhadap DPR. 

Ketga, hal lain yang turut pula mendorong timbulna 
persepsi negatifdari publik terhadap DPR adalab rnenyangkut 
soal kinerja DPR. Scperti diketahui DPR memiliki tiga fungsi 
pokok. Di antaranva yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran 
dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi mi tidak dipandang 
oleh publik tclah dijalankan secara optimal oleh para anggota 
DPR. 

Dalam fungsi legislasi rnisalnya publik mcnilai satu tahun 
k.inerja DPR hasil pernilu 2014 tidak produktif Produktifitas 
DPR mi dinilai darl pelaksanaan tugas-rugas utarnanya 
terutama pembentukan undang-undang. Sciarna satu tahun 
masa kcrja DPR misalnya sejak dilantik hanya  3 undang 
undang yang berhasil diundangkan dan target Prolegnas 
2015 yakni sebanyak 39 undang-undang. Jika dibanding 
dengan negara maju seperti Amenika, maka produktifitas 
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DPR terlihat sangat jomplang dimaria dalarn setahun Kongres 
Amerika bisa mengesahkan 125-160 undang-undang. 

Bila iru dilihat darl segi kuanritas, maka darl segi kualitas 
produk undang-undang benrukan DPR pun terkadang jauh 
dari kualitas yang diinginkan. Jauhnya dan kualitas yang 
diinginkan itu muncul karena heherapa sebab. Di antaranya 
seperti ahainya anggota dewan mempertimbangkan 
latar belakang filosofis, yuridis niaupun sosiologis dalarn 
pembuaran undang-undang. Akibarnya, DPR tampak gagal 
menangkap aspirasi rakyat darl produk undang-undang yang 
di hasilkannya. Selain itu, rendahnya kualitas undang-undang 
yang dihasilkan DPR juga lantaran ketiadan visi ko!ckrif 
DPR. Visi dalam niemhuat undang-undang lcbih cenderung 
rnencerminkan kepentingan politik kelompok (visi jangka 
pendek) ketirnbang kepentingan rakyat banyak (visi jangka 
panjang). Berkaca darl fungsi legislasi itu, tak heran hila 
publik lantas melihat bahwa DPR dalam menjalankan fungsi 
legislasinva kurang maksimal bahkan cenderung jauh dan 
harapan. 

Adapun dalam fungsi anggaran, fungsi mi pun tidak 
berjalan dengan optimal dan baik. Tak jarang fungsi mi 
digunakan oleh DPR scbagai posisi atau alat rawarnya 
dengan pemerintah dalam upaya meloloskan berhagai 
anggaran proyek-proyek mercusuar DPR, usulan dana 
aspirasi, kcnaikan tunjangan dan peningkatan herhagai 
fàsilitas DPR lainnya dan seterusnya. Oleb sebab iru, dalam 
menjalankan fungsi anggarannya, alih-alih menggunakan 
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fungsi tcrscbut guna memperjuangkan kepentingan 
masyarakat yang diwakilinya secara luas, justru yang terjadi 
fungsi tersebut acap digunakan unruk mernenuhi hasrat 
DPR atau kepentingan kelompok. Belum lagi hila melihat 
kasus-kasus korupsi, penyimpangan, pembelajaan fiktif atau 
penggelembungan yang terjadi yang dilakukan anggota 1)PR 
lantaran menggunakan fungsi anggaran unruk rncndapatkan 
keunningan rnateri, hal tcrscbut tentu semakin menunjukan 
fungsi anggaran tidak dijalankan sernestinya oleh DPR. 

Kemudian terkait fungsi pengawasan, fungsi pengawasan 
pun kurang berjalan dengan baik. Fungsi pengawasan DPR 
masih cenderung dilakukan secara parsial dan rebang pilih. 
1)alam konteks penegakan hukum umpamanva, DPR 
seringkali menyoroti fungsi penyadapan olch KPK. Narnun, 
tidak pernah mempertanyakan pcnyadapan terhadap aparat 
penegak hukum lain. Tidak optirnalnya fungsi pengawasan 
yang dilakukan DPR juga dapat dilihat misalnya darl masib 
minirnnya upaya DPR memperbaiki kinerja kernenterian 
atau lembaga (K/L) yang mendapat penilaian darl Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK), terutama predikat wajar dengan 
pengecualian (WDP) dan tidak memberikan pendapat 
(TMP). Belum lagi bila melihat darl kunjungan kerja (kuker) 
yang dilakukan anggota DPR. Kunjungan kerja yang 
dilakukan DPR pada dasarnya adalah untuk menjalankann 
fungsi pengawasannya. Namun, dalam prakteknya, yang 
acap terjadi justru kunjungan kerja dimanfaatkan anggota 
DPR unruk kepentingan para anggota DPR bukan untuk 
kepentingan rakyat (yakni memastikan atau mengecek 
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bahwa Iembaga-Icrnbaga atau institusi- institusi tertentu 
telah menjalankan fungsi pelayanan publik dengan baik 
dan semestinya). Olch sebab iru, tak heran kalau kernudian, 
kendati DPR kerap disehut sebagai milik masyarakat, namun 
dalam menj alankan fungsinya ternyata tidak dilakukan 
untuk rnelayani kepentingan "sang perniliknya" mclainkan 
kepentingan pribadi atau kelompok yang sarat muatan 
atau kepentingan politis. Dengan kata lain, tindakan DPR 
mclalui fungsi yang dimilikinya justru dilakukan unruk 
mengamankan kepentingan pribadi atau kelompoknya bukan 
untuk kcpentingan masyarakat. 

Langkah Memperbaiki Din 

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, ada beberapa hal 
utama yang menyehabkan publik memiliki kecendeningan 
persepsi negatif terhadap publik. Di antaranya yairu terkait 
masalah skandal hukum yang rnelibatkan anggota DPR, 
skandal moral dan gaya komunikasi yang tidak efektif yang 
dilakukan oleh anggota DPR, serta tidak optimalnya kinerja 
DPR mclalui riga fiingsi pokoknya (lcgislasi, anggaran dan 
pengawasan). 

Tentu saja buruknva persepsi publik terhadap DPR 
merupakan sehuah ironi. Di saw sisi, secai -a strukrural 
organisasi kenegaraan, DPR diyakini dan ditemparkan 
sebagai Icrnbaga yang dapat menjadi kanal bagi rakyat unruk 
memperjuangkan aspirasinya. Narnun, di sisi lain ternyata 
lembaga tcrsebut tidak mendapatkan citra yang baik di 
mata publik. Kondisi seperti mi tenni tak boleh dibiarkan 
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berlangsung terus menerus. Bukan hanya karena dapat 
membahayakan perjalanan dernokrasi di negeri mi di masa 
akan datang, tetapi jugaakan berdampak legitimasi atas 
kcbcradaan lembaga mi akan terkikis karena masyarakat 
sebagai sang pemberi legitimasinya mulai tidak menyimpan 
kepercayaan pada lembaga DPR. Sebab itulah, harus 
ada langkah-langkah yang mesti dilakukan DPR guna 
mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 
mi. Maka kini, yang mcnjadi pertanyaan adalah langkah 
seperti apakah yang rncsti dilakukan atau ditempuh oleh DPR 
untuk memperhaiki persepsi publik yang boleh dikatakan 
sudah kadung buruk tersebut terhadap DPR? 

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Secara garis 
hesar dapat disederhanakan dalam dua level. Pertama yakni 
pada level aktor (anggota DPR) dan kedua yakni pada level 
strukrual (kelernbagaan). 

Pada lcvcl aktoi langkah yang dapat dilakukan utarna 
sekali adalah peruhahan paradigma "berpolitik" dari para 
politisi atau vaki1 rakvat yang duduk di parlemen atau DPR. 
Selama mi, paradigma berpolitik yang acap ditonjolkan oleh 
anggota l)PR (politisi) adalah herpolitik demi kekuasaan. 
Paradigma mi sudab menjadi rahasia urnum meski tidak 
diucapkan dan dituturkan secapa eksplisit. 

Implikasi dari paradigma berpolitik semacam mi adalah 
munculnya para aktor politik yang justru mernanfaatkan 
kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinva untuk 
mengeksploitasi surnber-sumher daya yang dimiliki negara 
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atau "mencuri uang dLri brangkas negara" untuk kepentingan 
individu atau kelornpok; atau juga rnunculnya aktor politik 
(daJam hal mi adalah anggota DPR) yang tidak dedicated 
dan on the track terhadap tugas dan fungsinya. Beberapa 
kasus tindak korupsi yang menimpa sejurnlah anggota DPR 
dalam kurun sam dasawarsa terakhir jelas menunjukan 
hal tersebut. Contoh lainnya adalah heberapa kasus tukar 
guling kepentingan mclalui pembuatan undang-undang atau 
penetapan anggaran yang dilakukan olch pihak DPR. 

O!eh sebab itu, maka dibutuhkanlah perubahan 
paradigrna herpolitik dari politisi atau wakil rakyat yang 
duduk di parlemen atau DPR. Adapun perubahan tersebut 
yakni dari paradigima "herpolitik demi kckuasaan" (power) 
rncnjadi "berpolitik demi keutarnaan" (iirtue). 

Dalam paradima berpolitik dcrni keutarnaan, maka 
basis atau fondasi penalarannya hukan lagi pada interests 
(kepentingan) melainkan values (nilai). Karena itu, yang 
menjadi rub dalarn pradigma politik mi bukan semata political 
will (kehendak politik) melainkangood political will (kehendak 
politik yang baik). Good political will inilah kcrnudian yang 
akan menjadi gunting pernisah bahwa berpolitik adalah 
rnernbangun kepedulian dan bukan kioni dan dinasti, 
berperan sebagai wakil rakyar dan bukan scmata sebagai 
perugas partai, membangun kesejahreraan dan kemaslahatan 
urrium dan bukan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan 
sekelompok atau segilinrir orang. 

Dengan paradigma herpolitik sebagai keutarnaan mi, 
berpolitik dengan demikian mcmhutuhkan penghayatan dan 
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internalisasi akan nilai. Bcrpolitik sernacam hal inilah yang 
defisit dalarn aktivitas berpolitik para politisi (anggora DPR) 
dewasa mi ;  karena itu ia arnat dibutuhkan saat mi. 

Selanjutnya, terkait dengan level strukrural, maka langkah 
yang dapatdilakukan setidaknya ada dua hal utama. Pertarna, 
DPR hat-us mampu membangun sistem arau tahapan kerja 
yang niembuat fungsi pokoknya dapat herjalan dengan baik. 
Suatu contoh seperti fungsi lcgislasi. Dalam menjalankan 
fungsi legislasinya, DPR harus membuat suatu sistem 
yang mampu rnenghasilkan bukan sernata undang-undang 
yang darl segi kuantitas memenuhi target melainkan juga 
memenuhi kualitas yang diharapkan. 

Untuk nlencapai segi kuantitas, DPR dapat rnclakukan 
rnisalnya dengan menetapkan prioritas pembahasan RUU. 
Ada tiga sumber yang dapat dijadikan prioritas dalam 
membuat undang-undang. Di antaranya adalah perintah yang 
ada dalam konstitusi, kebutuhan penyelenggaraan negara di 
luar arnanat konstitusi, set-ta kcbutuhan rnasvarakat. Selama 
mi pcmbahasan RUU acap tertunda lanraran ketidakseriusan 
DPR dalarn rncnctapkan skala prioritas yang jclas. Dalarn 
waktu yang agak longgar saja, rerkadang DPR tidak mampu 
rncmbuat undang-undang yang jelas,lugas dan sederhana dan 
mudah di1aksanakan apalagi dalam waktu yang rncndesak. 
Oleh karena iru, DPR harus mampu membuat skala prioritas 
agar produk legislasinya dapat tercapai secara kuantitas 
namun tanpa mengorbankan kualitas. 

RE 



DINAMIKA DAN TANTANGAN KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN 

Seinentara ira, untuk mencapai kualitas yang diharapkan 
maka DPR harus bisa membuka diri terhadap rancangan 
draft partisipatif yang berasal darl berbagai kelompok 
masyarakat (perguruan tinggi, lembaga kajian, lembaga 
swadaya masyarakat). Selama mi ada kesan DPR menutup 
dirl terhdap terhadap draf darl kelompok masyarakat. 
Padahal, ada beberapa draft yang darl kelompok masyarakat 
Iebih baik dibandingkan dengan draft yang dibuat okh DPR. 

Selain membuka dirl terhadap draft partisipatif, hal lain 
yang mesti dilakukan oleh DPR untuk rneningka±an kualitas 
produk legislasi adalah membuat pcnelirian yang mendalam 
terkait penyusunan RUU. Kendati selama mi ada yang 
disebut sebagai naskah akademik dalarn RUU, narnun naskah 
itu terkadang muncul tanpa hasil penclitian yang mendalam. 
Padahal naskab akademik yang betul-betul dimulai dengan 
penelitian mendalam dibutuhkan guna menjelaskan usulan 
RUU yang detail dan logis. 

Hal lain lagi yang diperlukan untuk dilakukan guna 
menigkatkan kualitas produk legislasi adalah DPR tidak 
hanya harus rnarnpu bersikap terhuka untuk membeni akses 
ke publik untuk terlibat dalarn pernhahasan RUU, namun 
juga harus mampu rnenangkap aspinasi publik dalam RUU. 
Dalam beberapa tahun terakhir mi mernang akses publik 
dalarn proses legislasi sudab jaub lebih terhuka dibandingkan 
dcngan era sebelurnnya. Namun, yang menjadi rnasalah adalah 
seherapa jauh atau sejauh mana DPR mampu mengapresiasi 
sekaligus menangkap asprasi publik. Nnyatanya, ternyata 
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suaru publik tcrpinggirkan dan DPR ahai rnenangkap 
aspirasi publik lantaran kalkulasi politik DPR lebih menjadi 
nomor wahid ketimbang kepentingan publik. Oleh sebab itu, 
yang diburuhkan bukan semata akses terbuka namun juga 
kemampuan DPR untuk menangkap aspirasi publik dalarn 
RUU agar kualitas produk lcgilasi yang dihasilkan hetul-
hcrul mencerminkan kebutuhan masyarakat. 

Kedua, membangun komite etik yang berwibawa. Untuk 
membenahi lembaga DPR, maka kehadiran lembaga komite 
etik yang berwibawa sangar diperlukan. Selama mi lcmhaga 
mi telah ada. Namun, fungsinya helurn terasa optimal. Oleh 
karena itu, dibutuhkan pembanugnan kornite erik yang 
berwibawa di dalam lembaga DPR. Komite etik tidak hanya 
bertugas untuk mcnetapkan nilai-nilai Yang harus dipegang 
dan dijalankan, namun juga mesti mampu mengintegrasikan 
nilai etika ke dalam manajeman organisasi (DPR). Dengan 
mengintegrasikan nilai etika dalani rnanajemen organisasi di 
lembaga DPR, diharapkan prinsip-prinsip seperti tranparansi 
dan akunrahaliras dapat berjalan di lembaga DPR. Komite 
etik yang herwibawa dan mampu menjalankan rugasnya 
dengan baik dan optimal dibutuhkan karena sangat disadari 
hahwa anggota DPR kapan saja dapat terjehak dalam 
konflik kepentingan, godaan korupsi dan pcnvalanggunaan 
wewenang dan kekuasaan yang lain. 

Dengan adanya langkah melalui dua level tersebut 
aitu clari segi aktor (anggota DPR) maupun struktural 

(kclembagaan) diharapkan mi akan dapat mengubah tak 
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hanya perilaku anggota dewan, narnun juga sistem yang 
selama mi justru bisa jadi kontra produktif bagi dewan 
untuk menjalankan fungsinya yang semestinya (on the track). 
Dengan adanva aktor yang memiliki good political will dan 
struktur yang kondusif serta mampu menjaga dewan tetap 
berjalan sesuai relnya diharapkan mi akan dapat mendorong 
DPR menjalankan fungsinya sesuai dengan arnanat konstitusi. 
Ketika DPR telah mampu menjalankan fungsinya dengan 
baik sesuai amanat konstitusi, persepsi atau citra ncgatifDPR 
yang selarna mi ada di mata publik akan luntur perlahan-lahan. 
DPR pun tak hanya akan kembali dipersepsi sebagai lcrnbaga 
yang memperjuangkan dan merepresentasikan kepenringan 
rakyat, namun juga akan dipersepsi bahwa lembaga tersebut 
adalah herul-hetul "milik masyarakat". 

63 



DINAMIKA DAN TANTANGAN KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN 

64 



MEN DAMAIKAN HUBUNGAN DPR 
DENGAN RAKYAT? 
Windhi Notilika, M.Si 
Tenaga Ahil Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI 

Prolog 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan satu-satunya lembaga negarayang 
menyandang nama "perwakilan rakyat", namun apakah mereka sudah mewakili 
aspirasi dan kepentingan rakyat dalam fungsi membuat undang-undang, 
anggaran, maupun pengawasan? Anekdot di alam reformasi tentangDewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) yang seringkali muncul dalam perbincangan khalayak 
ramai rakyat Indonesia adalah bagaimana perUaku Anggota DPR yang dinilai 
jauh dari katamewakili rakyat. Sebagian khalayak masyarakat menganggap 
anggota dewan yang terhormat tidak memperjuangkan kepentingan rakyat 
banyak. AIih-alih mewakili kepentingan rakyat yang telah memmilihnya, 
Anggota DPR dinilai Iebih mewakili kepentingan partai politik pengusungnya. 
Benarkah demikian? 

Mengural Benang Kusut Hubungan Legislator dengan 
Konstituen 

Hasil penelitiaii Centre for Strategic and International 
Studies (CSIS) menunjukkan bahwa 81,1% rakyat Indonesia 
tidak mengenal wakilnya di DPR darl daerah pemilihannya 
masing-rnasing. 9  Permasalahan scbcnarnya tidak serta mci-ta 
harus dialarnatkan kepada anggota dewan karena sebagian 

Lihat Konipas.com  (1/12/14). 
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besar masyarakat pun belurn benar-benar memahami apa 
fungsi dan peran DPR. Sebagian masyarakat misalnya masih 
banak mernandang anggota DPR sebagai orang yang 
paling pantas dimintai hantuan untuk berbagai kepentingan. 
Tak ayal, tumpukan proposal pun selalu menghiasi meja 
kerja anggota dewan di Senayan. Hubungan Anggota DPR 
dengan rakyat pun semakin renggang karena masyarakat 
kerap disuguhi pemberitaan negatif anggota dewan yang 
terhormat di media televisi, media massa, dan media online. 

Darnpaknya, mungkin khalayak ramai masyarakat 
Indonesia akan condong Iebih mengasosiasikan hal-hal 
negatifketimbang positifterhadap para wakilnya yang duduk 
di DPR. Seolah tidak akan pernah habis sebagian masyarakat 
dan analis kita jika membicarakan sisi-sisi huruk (negatif) 
dan perilaku dan kincrja Anggota DPR. Tidak hermutunya 
kadar intelektualitas dan moralitas Anggota DPR seringkali 
dialamatkan kepada mereka. Banyak kasus seperti tindakan 
asusila atau tertangkap basahnya Anggota DPR dalam 
Operasi Tangkap Tangan (OYI') Kornisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) seolah tidak henti disuguhkan wakil rakyat 
dalam pembcritaan media massa kepada masyarakat. DPR 
seolah telah mengantarkan banyak anggotanya menjadi pasien 
KPK. Banyak masyarakat yang memandang DPR schagai 
lembaga terkorup karena kelakuan oknurn-oknurn anggota 
DPR. Kejahatan korupsi itu biasanya dilakukan ketika para 
wakil rakyat itu membthas anggaran unruk kementerian/ 
instansi dan unit kerja hingga pengesahan dalam APBN. 
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Tidak hanya itu, dalam mclaksanakan tugasnya, Anggota 
DPR dinilai banyak mencederai perasaan rakyat seperti 
gemarnya rncrcka melakukan studi banding ke luar negeri. 
Anggota dewan seringkali bolak-balik melakukan studi 
banding dcngan membawa anggota keluarga ke bcrbagai 
negara. Mclalui plesiran-plesiran yang dilakukan olch 
anggota DPR tersebut, banyak masyarakat yang menganggap 
mereka hanya menghamburkan uang negara karena tiadanya 
laporan atau hasil yang didapatkan/diinforrnasikan kepada 
masyarakat. 

Dalam hal kornunikasi, calon anggota dewan misalnya 
hanya mendekati dan blusukan menemui masyarakat ketika 
sedang ingin mencalonkan dirl sehagai anggota legislatiE 
Sctclah dilantik, sebagian anggota DPR dinilai ahai dan lupa 
dengan konstitucnnya. Ketika sudab rnenduduki kursi DPR, 
Iegislatoi- kita tersandera dengan partai politik. Anggota 
dewan lalu tampil menjadi wakiJ partai alih-alih wakil rakyat. 

Dalam sistem negara dernokrasi disebutkan bahwa 
kckuasaan tertinggi berada di tangan rakyat atau dengan kata 
lain negara berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Konsekuensi 
logis dari negara yang memilih sistem demokrasi sesungguhnya 
harus mampu men-deliver ( menjalankan) agenda-agenda 
kepentingan dan kesejahrcraan rakyat banyak. Untuk 
merepresentasikan kedaulatan rakyat dalam pemenintahan, 
diselenggarakanlah pemilu setiap jima tahun sekali untuk 
memilih wakil-wakil rakvat yang akan duduk di parlemen 
baik di pusat maupun di daerah (Provinsi dan Kabupaten/ 
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Kota). Sebagai wakil rakyat, anggota dewan, baik iru di DPR 
RI maupun DPRD harusnya rnarnpu menjalankan peran 
sebagai utusan atau representasi rakyat dalam kerja-kerjanya. 
Lewat lembaga perwakiian DPR, rakyat berkuasa rnelalui 
wakil-wakilnya yang duduk sebagai anggota dewan dengan 
rnenyandang gclar cYang  TerhornTlat" karena rnendapatkan 
rnandat kckuasaan darl rakyat. 10  

Konsep tentang kedaulatan rakyar menjadikan lembaga 
perwakilan sebagai the people's agents di mana para wakil rakyat 
berperan sebagai "perantara" atau jembatan darl kepentingan 
rakyat. Disebut perantara karcna mereka (anggota dewan) 
harus rnenjadi rnandataris rakyat dan terikat untuk mengikuti 
instruksi pernilihnya." Unmk memegang mandat sebagai 
anggota DPR pada setiap lima tahun sekali, berhagai cara 
dilakukan oleh para calon anggota legislatif untuk dipilih 
rakyat. 

Sehagai 	representasi 	kedaulatan 	rakyat 	dalam 
penyelenggaraan dan pengawasan negara, kekuasaan DPR 
pun semakin diperkuat di alarn reformasi dengan benibahnya 
oraktik ketatancgaraan darl executive heaiy menjadi legislatif 

heavy. Penguatan lembaga legislatif yang mewakili rakyat 
mi bertujuan untuk menjarnin check and balance fungsi 
pemerintahan dalam sistem demokrasi. Namun yang penting 

0  Di dalam pasal I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 
menurut Undang-Undang Dasar". 

Lihat Tambunan, A.S.S., dalam Hukum Tata Negara Perhandingwi, Puporis 
Puhliscr, 2001, hal. 43. 
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dan al-us perubahan politik terscbut yang telah menjadikan 
DPR menjadi lebih kritis dan terbuka dalam menyampaikan 
pendapat dan mcngontrol pemcnintah, apakah mereka 
mewak.ili aspirasi dan kepentingan rakyat kebanyakan?. 
Pertanvaan-pertanvaan mi yang kerap kali rnenjadi pertanyaan 
rnasvarakat seiring dengan kinerja para vaki!nya dalarn 
melakukan fungsi-fungsina. 

Refbrmasi 1998 sebcnarnva memberikan harapan bagi 
peruhahan politik yang Iehih terbuka dan demokratis seiring 
dengan perubahan yang membuat anggota DPR menjadi 
lebib terbuka dan kritis menyampaikan pendapat. Dan hal 
terpenting dan arus perubahan poliuk pasca reformasi adalah 
dengan sernakin rnenguatnya lembaga DPR 

Arnandernen UUD 1945 pun turut niernperkuat posisi 
DPR sebagai lembaga legislatif. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 
rnisalnya, DP R memiliki kekuasaan membenruk undang-
undang walau dalam kenyataannva kewenangan DPR dalam 
pernbcntukan undang-undang terhagi dengan kekuasaan 
perneri nrah (Presiden) dcngan masing- niasing mern iii ki jima 
puluh persen hak suara, karena setiap undang-undang harus 
memperoich persetejuan hersarna antara pemerintah dan 
DPR. 

Mengenai keterwakilan rakyat, hanyak rnasyarakat 
berpandangan DPR Jehih mewakili suara partai daripada 
suara pernilihnva. Suara di DPR adalab suara partai politik 
pengusung alih-alih suara rakyat. Keterikatan anggota DPR 
dengan partai politik sebenarnya beralasan karena partai 
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politik Iah yang mengusung mercka menjadi anggota dewan. 
Terlebih, dalah kasus Indonesia, yang berhakmemberhentikan 
atau me-recall adalah partai politik, bukan masyarakat. Pada 
aruran recall dalarn Pasal 85 Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, 
DPD dan DPRD dan Pasal 8 huruf g Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik mengatur 
tentang recall. Dan semakin dikukuhkan lewat Pasal 22B 
UUD 1945 Arnandernen Kedua. Dalam pelaksanaanya, recall 

dilakukan kepada para anggota DPR yang tidak rnenujukkan 
loyalitas kepada partai politik.' 2  

Recall dilakukan dengan usul dari 1)ewan Pimpinan 
Pusat (DPP) yang disampaikan kepada pimpinan DPR. 
Dari usulan tersebut kernudian pimpinan DPR meneruskan 
kepada Presiden untuk dikeluarkan Keputusan Prcsiden 
(Keppres). Dan ketika usulan recall dari DPP itu dikinimkan 
kepada pimpinan DPR dan Presiden, maka mereka tidak bisa 
menolak. Hal mi yang menurut banyak pihak dinilai sangat 
monopolistis menjadikan anggota dewan takut pada partai 
danipada ke konstituen. Padahal ketika Pemilu para anggota 
dewan tersebut "mengcmis" suara rakyat unruk duduk di 
kursi dewan.Wakil rakyat di DPR seharusnya tampil sebagai 
urusan representasi rakyat untuk diternpatkan di dewan 
perwakilari di pusat dan di tingkat daerah. Pemilihan umum 
(Pemilu) merupakan mekanisme rnemilih para utusan rakyat. 
Berhagai cara kita dibuatnya untuk mendapat dukungan dan 

12  Kata recall dalam The Contemporary English-Indonesia mempunyai heherapa 
makna, yaitu rnemanggil kembali, inenarik kembali, atau membatalkan. 
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masyarakat supaya nantinya bisa mewakili !dta di lembaga 
legislatif untuk rnenyuarakan aspirasi rakyat. 

Wakil Rakyat atau Wakil Partai? 

Terkait dengan hubungan wakil rakyat dengan konstitucn, 
seorang Ilmuan Politik dari Arnerika Gilbert Abcarian 
membedakan empat tipe keterwakilan parlemen, yaitu: 

Anggota dewan sebagai trustee (wali) yang tindakan dan 
kerjanya sebagai legislator bebas mengambil keputusan 
sendiri. Dia tidak harus serta merta mengikuri suara rakyat 
atau tidak harus berkonsultasi dengan konstiruen. Artinva, 
wakil rakyat tidak hanis berganrung pada keinginan atau 
instruksi rakyat yang telah memilihnya. Sebagai wali, 
dia mernpunya peran dan hak untuk menimbang dan 
mengupavakan kebij aksanaan dan keyakinannya sendiri 
yang dianggap paling haik untuk negara dan rakyat. 

Adapun mekanisme mi dipilih dengan maksud agar 
trustee dalam mengambil !cputusan tidak hanya 
terjebak unruk mewakili konstiruennya semata, tapi juga 
kepentingan rakyat yang lebih banyak. Negara-negara 
yang menganut model perwakilan seperti mi dianraranya 
Inggnis, Jerman, dan Perancis. 

Anggota dewan sebagai dekgatc (urusan) atau sebatas 
perantara (people's agents) yang harus selalu mengikuri 
instruksi dan petunjuk dari yang diwakilinya dalam 
melaksanakan tugas-tugasnya. Negara yang menganut 
model seperti mi adalah Amerika Serikat. 
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Anggota dewansebagai politico, yaitu kadang bertindak 
sebagai wali dan kadang bertindak sebagai utusan 
rakyat. Tergantung dari tugas atau pembahasan yang 
sedang diurusi oleh anggota dewan yang dibahas untuk 
kepenringan negara. 
Anggota dewan sebagai partisan, yaitu ketika mereka 
sudah duduk dalam kursi dewan, maka hubungan yang 
terjalin dengan konstituen telah usai. 

Jika merujuk pada pembagian sistcrn keterwakilan di 
atas, hubungan antara wak.il rakyat dengan konstituen lebih 
condong pada model partisan ketika anggota dewan berjarak 
dengan rakyat setelah menjahat.Meskipun anggota DPR 
dipilih oleh rakyat untuk mewakili aspirasi dan suara rakyat 
kepada pernerintah, tetapi pada praktiknya, mereka lcbih 
banyak mewakili perintah partai. 

Sebetulnya, jika melihat lebih jernih, kenyataan seperti 
di atas tidak bisa serta merta sepenuhnya diarahkan kepada 
anggota DPR karena sistern ketarancgaraan kita sudah 
mengatur demikian. Sistern perundang-undangan yang 
mengatur tentang tata cara pemilihan anggota DPR hams 
berasal darl partai seperti yang tercantum dalam Pasal 22E 
ayat (3) UUD 1945. Selain itu, aturan perundangan tentang 
recall pun harus darl partai seperti yang telah dijelaskan di 
atas. Mekanisme recall saling tcrkait dengan sistern pemilu 
yang dianut. Di Indonesia sistem recall merupakan kekuasaan 
partai politik karena peserta Pemilu adalah partai politik 
bukan individual. 
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Dalam putusan No. 22-24/PUU-VI/2008 Mahkarnah 
Konstitusi (MK) memberikan satu penilaian dan pendapat 
hukum tentang recall. Mahkarnah beranggapan bahwa salah 
satu usaha untuk rnemberdayakan partai politik adalah 
dengan memberikan kewenangan dan hak partai memberikan 
sanksi kepada anggotanya. Recall dianggap sebagai hak partai 
politik untuk menata dirinya untuk memberikan pengawasan 
terhadap anggotanya yang duduk di kursi DPR. 

Jika recall dilakukan konstituen, perlu dipikirkan juga 
hagaimana mekanisme itu dilakukan? Apakah dengan 
melakukan polling, pesan singkat, atau seperti apa? Karena 
mekanisme recall yang dirnungkinkan dilakukan oleh 
konstituen seperti di Amerika Serikat pun rnempunyai 
banyak varian. 

Sebenarnya, sistem perawikan yang dianut di 
Indonesia bukan sistern bikarneral akan tctapi masih 
sitem unikarneral karena terdiri dari tiga kamar yaitu, DPR, 
DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan MPR (Majelis 
Permusyawaratan Rakyat) walaupun dan sisi legislasi lebih 
tepat sistern perwakilan kita adalah sistern unikarneral. Sistem 
perwakilan rakyat yang dianut UUD 1945 pasca arnandemen 
sendiri sebenarnya sudah niengandung semangat demokrasi 
yang cukup kuat dengan adanya penegasan mekanisme 
rekrutrncn anggota lembaga perwakilan yang seluruhnya 
dipilih melalui mekanisme yang sangat dernokratis yaitu 
seluruhnya dipilih oleh rakyat rnelalui pemilihan umum. 
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Disampiung itu pemberian hak-hak DPR yang dijamin 
UUD sudab sangat baik dilakukan untuk mcngawasi Presiden/ 
Pemerintah serta keterlibatan DPR dalarn menentukan 
kehijakan adm inistrasi pcmerintahan. Hal itu menunjukkan 
bahwa fungsi lembaga perwakilan telah menembus rnasalah-
masalah administratif semata tidak seperti DPR di periode 
sebelurnnya. Posisi lembaga DPR secara keseluruhan 
ditempatkan pada posisinva sebagai lembaga yang cukup 
kuat dan independen, merniliki posisi strategis bagi jalannya 
sistem ketatanegaraan yang lehih haik dcngan prinsip check 

and balances serta mcmperkuat dernokrasi sebagai salah sam 
asas hukum tatanegara. 

Mengukur Kinerja Dewan? 

Alasan ketidakpercayaan rakyat terhadap DPR mclalui 
beberapa polling biasanya dilatarbelakangi oleh alasan tidak 
puasnya mereka tcrhadap kinerja wakilnva. Hasil survei 
Poltracking Indonesia tahun 2015 misalnya menyatakan 
sebanyak 66,5 persen masvarakat menyatakan tak puas dengan 
kinerja para anggota dewan. 13  Khalayak mcnilai kinerja DPR 
tidak optimal misalnya dalarn menghasilkan undang-undang. 
Setelah reformasi, masyarakat menilai DPR masih belum 
bisa melakukan sesuatu yang mampu memenuhi ekspcktasi. 
Target pembuatan undang-undang yang dibuat sendiri pun 

Survci Poltracking InJonesia bertemak-an "Refleksi Perjalanan 17 Tahun 
Reformasi: Evaluasi Publik Terhadap Kinerja Institusi Demokrasi" diselenggarakan 
pada 23-31 Maret 2015 dngan wawancara tatap nuika. Mctodologi yang 
digunakan dalam survci mi adalah dengan multistage random sampling dengan jurnlah 
sampel 1.200 responden dan margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkar 

kepercayaan 95 persen. 
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rnisalnya masih jauh dari yang ditargetkan. Segenap aspirasi 
rnasyarakat selarna mi dinilai masih belurn rnarnpu dipenuhi 
oleh anggota legislatif. Sanipai saat mi, apatisme masyarakat 
terhadap anggota DPR dipengaruhi oleh ketidakpercayaan 
mereka terhadap kapabilitas sang wakil rakyat dalarn 
menjalankan fungsinya. Ketidakrnarnpuan menjalankan 
fungsinya tersebut yang pada akhirnya dianggap sebagai 
sebuah kegagalan DPR baik dalarn membuat undang-undang 
maupun dalam merespons kepentingan masyarakat. 

Lambati laun, kegagalan DPR menjalankan rugas dan 
fringsinya mi menjadi pemicu rnunculnya ketidakpercayaan 
publik dari sebagian masyarakat Indonesia. Kekecewaan 
tersebut mengakihatkan mernbesarnya sikap apolitis (go1 put) 
di masyarakat. Terlepas darl kuantitas pembuatan undang-
undang yang mampu dihasilkan DPR, hal lain yang disoroti 
masarakat adalah terkait substansi Undang-Undang yang 
dianggap tidak memiliki skala prioritas karena rancangan 
undang-undang (RUU) seringkali jauh darl kebutuhan 
masyarakat. 

Namun di luar darl penilaian masyarakat tersehut, hal 
pokok yang seharusnya diperhatikan dalam mengukur kinerja 
DPR adalah standard apa yang dilakukan? Bagaimaracaranya 
dan apa alat ukurnya? Apakah para analis dan ilmuan polirik 
sciama mi sudah rncnggunakan pcndckatan kuantitatif dan 
kualitatif untuk mengukui- kinerja DPR? 

Dalarn rnengukur rendahnya DPR dalam menghasilkan 
undang-undang rnisalnya, tidak pernah diperhitungkan 
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faktor "kctcrbukaari" daii 'kritisnya" anggota dewan dalarn 
mengernukaan gagasan dan pendapat di era reformasi. 
Dalam praktiknya, ketika DPR bukan lagi sehagai alat 
stempel pernerintab seperti masa Orde Baru, formulasi 
pernbahasan sejum lab undang-undang herlangsung larna 
karena diwarnai perdehatan sengit hahkan ada yang deadlock, 
menjadi sangat menyita waktu, energi dan biaya. Sehingga 
jadwal pcnycicsaian undang-undang tersebut meleser dan 
tengat waktu yang direncanakan. Terjadi peruhahan suasana 
persidangan dan rapat-rapat di DPR pasca reformasi. Sidang 
paripurna, rapat komisi, atau pun rapat panitia khusus 
sekarang mi sangat scring diwarnai debat terhuka, silang 
pendapat, hujan interupsi, walk out dan insiden. 

Oleh karena itu, rnasvarakat atau civil socieiy pun harusnya 
mcmhcnikan penimbangan d alam menimbang kerja DPR 
dengan tidak hanya melihat darl satu dimensi semata. Untuk 
iru, pcnggunaan metodologi yang ketat harus dilakukan 
karena menentukan validitas kesimpulan. Dalarn rncngukur 
efektifitas kinerja misalnya, apakah itu bisa dengan tepat 
dilakukan dengan penilaian konvensional kinerja perusahaan? 
Karena kinerja anggota DPR ditenrukan oleh kerja politik, 
dan kerja politik tidak diukur dengan indikator efisiensi. 
Kerja politik hampir scialu tidak cfisien karena adanva silang-
pendapat, tarik-menanik kepentingan, lohi, negosiasi, dan 
intervensi, dengan kata lain prosesnya tidak lincar. Mengukur 
efektivitas pun tidak bisa hanya mengukur jumlah undang-
undang (kuanti tad f) untiik menilai kinerj a fungsi legislas i 
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anggota DPR. Data jurnlah undang-undang hams ditambah 
dengan data mengenai kualitas undang-undang (kua1itatif. 

Sehanisnya yang harus dikawal dan dipantau oleh 
cii'il society adalah program legislasi (UU) DPR iru apakah 
sejalan dengan program pembangunan Nasional yang akan 
dijalankan oleh pernerintah sehingga ada sinergi antara DPR 
dan pemerintah dalarn usaha mewujudkan pembangunan 
nasional. Kesalahpahaman masvarakat adalah menunrut DPR 
RI unruk direduksi menjadi manufikrur perusahaan dalarn 
memproduksi undang-undang. Kurang mampu herpikir 
apakah UU itu herkualitas atau tidak dan apakah berpihak 
unruk kepentingan rakyat atau tidak? 

OIeh karenanya civil socicty ke depan hanis meluruskan 
kembali jalannya politik legislasi. Soal semata tcknis 
administratif itu bukan wilayah anggota DPR melainkan 
menjadi kewenangan Kesekjenan dan Badan Keahlian (BK) 
DPR. 

Epilog 

Untuk perbaikan hubungan wakil rakyat dengan yang 
diwakilina ke depan, Anggota DPR dituntut bukan hanya 
menjadi kcpanjangan tangan partai politiknya tetapi harus 
mampu menjadi perpanjangan tangan langsung rakyat. 
Dan hal itu bisa dilakukan melalui medium partai politik 
iru sendiri. Saat mi terjadi persoalan komunikasi politik 
DPR yang sangat buruk kepada rakyat schingga sangat 
bcrpengai-uh dalam proses pembentukan kepercayaan politik 
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oleh masyarakat umum yang berdarnpak pada citra DPR itu 
sendiri. 

Untuk membangun hubungan DPR dengan rakyat 
yang lehih dekat tentu akan menjadi tugas berat bagi DPR 
sebagai lembaga. Mempublikasikan dan rnensosialisasikan 
kerja DPR sebenarnya rnernbutuhkan penanganan yang 
khusus mengingat anggota DPR merniliki kepentingan 
yang berbeda-beda. Oleh sehab irulah, kebei-adaan public 
reltitions dalarn DPR menjadi sesuatu yang sangat strategis 
dan terarnat penting untuk dikedepankan. 

Tingginyatuntutan kinerja anggota DPR di era 
kctcrbukaan saat mi menuntut mereka hams hcrupaya sebaik 
rnungkin untuk memberikan kctcrsediaan informasi dan 
dokumentasi terkait dengan pclaksanaan rugas dan fungsi 
DPR. Karena banvak rnasvarakat pun belum memaharni 
dengan baik tugas dan fungsi DPR. Dengan kornunikasi yang 
baik, peran scrta darl masyarakat akan menjadi penyokong 
datu pembcrantasan korupsi sehingga bisa diminirnalisir. 
Tentunya semua dengan prasyarat keterlibatan masyarakat 
untuk mengambi 1 inisiatif untuk melaporkan, membeberkan 
dan memberikan informasi kepada aparat penegak hukuin 
terhadap kcrnungkinan terjadinya praktik korupsi. 
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PERAN ETIKA DALAM PENINGKATAN 
KINERJA ANGGOTA DPR RI 
Yusuf, S.Ag., M.Si/TA MKD 
Tenaga AhIi Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI 

Pendahuluan 

Kode Etik DPR RI disusun dalam rangka meniberikan 
pedoman bagi anggota DPR unnik bersikap, berperilaku, 
bertindak, dan berucap, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 
235 UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan 
DPRD yang telah diubah dengan UU No. 42 Tahun 2104 
tentang Peruhahan UU No. 17/ 2014 tenrang MPR, DPR, 
DPD, dan DPRD. 

Kode etik DPR disusun dan diatur dalam hennik 
peraturan DPR yang hingga saat mi telab berjumlab 3 (tiga) 
peraturan, yairu Pertarna, Keputusan DPR RI No.16/2004-
2005 tentang Kode Etik DPR. Kepurusan mi merupakan 
pengaturan yang pertarna kali tentang kode ctik DP R sepanj ang 
sejarah DPR. Kedua, Peraturan DPR RI No. 1/20 11 tentang 
Kode Etik. Peraturan mi merupakan peraruran rentang kode 
etik DPR yang menggantikan peraturan sebclurnnya, yaitu 
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Keputusan DPR RI No.16/2004-2005 tentang Kode Etik 
DPR. Ketiga, Peraturan DPR No.1/2015 rentang Kode Etik 
DPR. Peraturan mi merupakan peraturan DPR tentang kode 
etik DPR yang ketiga sebagai peraruran yang menggantikan 
Peraturan DPR No.1/2011 tentang Kode Etik, yang berlaku 
hingga saat mi. 

Kode etik DPR berisi norma yang wajib dipatuhi oleh 
seriap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga 
martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR. Kode etik 
DPR diatur dalam Peraturan DPR RI No. 1/2015 tentang 
Kode Etik DPR RI. mi berarti dapat dikatakan bahwa 
kode etik DPR berkedudukaii sehagai jaminan juridis agar 
kehormatan dan keluhuran martabat DPR dapat dijaga oleh 
anggota DPR RI. 

Kodc etik tersebut merupakan sebuah pedoman kriteria-
kritcria dalarn etika politik. Etika politik juga menunjukkan 
perlu adanya instrurnen dan indikator akuntabilitas 
demokratik, dan warga negara di Indonesia, berhak untuk 
menunrut tanggung jawab anggota DPR-RI yang mewakili 
rncreka. Dengan adanya Kode Etik, setiap anggota DPR 
RI memiliki tuntutan etik untuk inernenuhi dan melayani 
aspirasi rakyat yang diwakilinya. 

Kode etik DPR RI kedepan diharapkan memiliki fungsi 
dan peran pengontrol dan pendorong peningkatan kinerja 
anggota Dewan dan kelembagaan Dewan dalam pelaksanaan 
fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran.Dalam hal mi, 
dibangun logika kode etik bahwa tingkat kepatuhan anggota 
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Dewan terhadap kode etik sebagai penenru peningkatan 
kinerja anggota Dewan dalarn pelaksanaan fungsi kelernbagaan 
Dewan yaitu pengawasan, legislasi, dan anggaran. 

Tulisan mi akan nienguraikan bagaimana Kodc Etik DPR 
RI berperan dalarn meningkatkan kinerja angota DPR RI 
dalam menjalankan fungsi, rugas, dan wewenangnya. Kode 
etik DPR sangat berperan menentukan tcrciptanya kepuasan 
persepsi publik terhadap kinerja anggota dan kelembagaan 
DPR R1 dalarn pelaksanaan fungsinya, yaini pengawasan, 
legislasi, dan anggaran. Ketika Kode Etik dipatithi oleh 
anggota DPR RI hagi anggota DPR RI, maka akan lahir 
kinerja anggota dan kclernhagaan DPR RI yang baik dalam 
persepsi publik. Namun, ketika Kode Etik tidak dipatuhi 
bahkan dilanggar maka akan rncnghasilkan ldnerja anggota 
dan kelernbagaan DPR RI yang buruk dalam persepsi publik. 

Kinerja Anggota DPR RI 

Kinerja adalah sehuah kata dalarn bahasa Indonesia dan 
kata dasar "kerja" yang rnenterjemahkan kata darl bahasa 
asing 'peformance'. Bisa pula berarti "hasil kerja". Kinerja 
dalarn organisasi merupakan jawaban darl berhasil atau 
tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

Menurut Mangkunegara (2000:67) "Kinerja (prestasi 
kenja) adalah hasil kcrja secara kualitas dan kuantitas yang 
dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 
sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya". 
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Menurut Sulistiyani (2003:223) "Kinerja seseorang 
merupakan kombinasi darl kemampuan, usaha dan 
kesempatan yang dapat dinilai darl hasi! kerjanya". Menurut 
Hasibuan (200 1 :34) mengernukakan"kinerj a (prestasi 
kerja) adalah suaru hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 
rnelaksanakan rugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang 
didasarkan atas kecakapan, pengalarnan dan kesungguhan 
serta waktu". Sedangkan menurut Nawawi (2001) yang 
dimaksud dengan kinerja adalah "Hasil darl pclaksanaan 
suatu pekerjaan, baik yang hersifat fisik/rncntal maupun non 
fisik/non mental. 

Darl pengertian kinerja diatas, maka dapat disimpulkan 
yang dirnaksud dengan kinerjaadalah suatu hasil kerja yang 
dicapai sescorang dalam melaksanakan rugas-tugas yang 
dibebankan kcpadanva yang didasarkan atas kecakapan, 
pengalaman, kcsungguhan scrta waktu. Dcngan demikian 
kinerja anggota DPR RI adalah suatu basil kcrja yang dicapai 
seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas diemhannya yang 
didasarkan atas kecapakan, pengalarnan, kesungguhan serta 
wakni.Anggota DPR RI dalarn menjalankan rugas-tugasnya 
menunrut adanya kecakapan, pengalarnan, kesungguhan 
serta waktu. 

Miner dalam Sudarmanto (2009:11) mengernukakan 
4 (empat) dimensi yang dapat dijadikan tolak ukur menilai 
kinerja, vaitu: 

Kualitas, yaitu tingkat kesalahan, kerusakan, kecermatan; 
Kuantitas, yaitu jumlab pckerjaan yang dihasilkan; 
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Penggunaan waktu dalam kerja, yaitu waktu kerja efektif: 
jam kcrja hilang; 
Kcrja sarna dengan orang lain dalarn bckerja. 

Menurut Mahsun (2006) bahwa indikator kinerja terdiri 
dan: 

Pelayanan yang tepat waktu dan berkualitas 
Tingkat kercrampilan pendidikan yang sesuai dcngan 
hidang kerja 
Kehadiran/kercrlambatan. 

Dwiyanto (2006:50-5 1), menjelaskan 5 (Lima) indikator 
yang digunakan untuk rnengukur kinerja, yaitu sebagai 
berikut: 

Produktivitas, yaitu: tidak hanya mengukur tingkat 
chsiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. 
Produktivitas pada urnumnya dipahami sebagai ratio 
antra input dengan output. 

Kualitas Layanan, yairu: cenderung nicnjadi penting 
dalarn mcnjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. 
Banyak pandangan negatif yang terbentuk rnengenai 
organisasi publik muncul karena ketidakpuasan Pu blik 
terhadap icualitas. 

Akuntahilitas, yaitu: menunjuk pada seberapa besar 
kebijakan dan kegiatan birokrasi publik runduk pada para 
pejahat politik yang dipilih oleh rakyat. Asurnsinya ialah 
bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilib olch 
rakyat, dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan 
kepentingan publik, konsisten dengan kehendak publik. 
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Responsivitas, yairu: kemampuan birokrasi untuk 
mengenali kebutuhan masyarakat, menvusun agenda 
dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-
program pelayanan publik sesuai dengan kehuruhan 
masyarakat dan aspirasi masvarakat. Secara singkat 
responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara 
program dan kegiatan pelayanan dengan keburuhan dan 
aspirasi masyarakat. 

S. Responsibilitas, yaitu: menjelaskan apakah pelaksanaan 
kegiatan hirokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan 
prinsip-prinsip adnTlinistras i yang benar. 

Selanjutnya ad beberapa faktor yang mempengaruhi 
Kinerja. Menurut Simanjutak (2005) kinerja dipengaruhi 
oleh: 

Kualitas dan kcmampuan pegawai. Yaitu hal-hal yang 
berhubungan dcngan pendidikan/pelatihan, etos kcrja, 
motivasi kcrja, s1kap mental, dan kondisi fisik pegawai; 

Sarana pendularng, yaitu hal yang herhubungan 
dengan lingkungan kerja (keselamaran kcrja, kesehatan 
kerja, sarana produksi, tekxiologi) dan hal-hal 	yang 
berhuhungan dengan kesejahteraan pegawai (upah/gaji, 
jaminan sosial, keamanan kerja). 

Supra sarana, yaitu hal-hal yang herhubungan dengan 
kebijaksanaan pemerintah dan hubungan industrial 
manajemen. 
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Menurut Sedarmavanti (2007), faktor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja antara lain: 1) Sikap dan mental 
(motivasi kerja, disiplin kerja, dan etika kerja), 2) Pendidikan, 
3) Keterampilan, 4) Manajemen kepemimpinan, 5) Tingkat 
penghasilan, 6) Gaji dan kesehatan, 7) Jaminan sosial, 8) 
Iklim keija, 9) Sarana dan prasarana, 10) Teknologi, dan 11) 
Kesempatan bcrprestas i. 

Berpijak kepada pcndapat Sedarrnayanti diatas, maka 
Kode Etik DPR RI dapat menjadi faktor yang mcmpcngaruhi 
kinerja anggota 1)PR RI. Kinerja sebagai suaru hasil kerja 
dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diembang, maka kinerja 
anggota DPR merupakan hasil kerja darl pelaksanaan tugas 
dan 3 (tiga) fungsi DPR RI, yaitu legislasi, anggaran, dan 
pengawasan. 

Pengaruh Etika Terhadap Kinerja Anggota DPR RI 

Secara teori, dalam konsepsinya sebagaimana uraian diatas 
bahwa etika merupakan salah saw fiiktor yang rnempcngaruiii 
kinerja. mi berarti bahwa etika mempengaruhi peningkatan 
kincrja. Etika yang baik akan mclahirkan kinerja yang baik 
dan sehaliknya etika yang tidak haik rnenghasilkan kinerja 
yang tidak haik. 

Dalam hal menjelaskan bagaimana peran kode ctik DPR 
RI unruk meningkatkan kinerja anggota DPR RI, maka 
tidaklah salah jika penulis hanis berpedornan pada hasil 
beberapa penelitian terkait huhungan etika dan kinerja yang 
telah pernah dilakukan, sekalipun tidak terkait langsung 
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meneliti hubungan antara etika dan kinerja anggota DPR 
RI. Darl hasil penelitian yang pernab dilakukan, dapat 
ditemukan hahwa ctika herpengaruh signifikan terhadap 
kinerja. Dan bcrbagai penclitian yang dapa dipelajari, maka 
akhirnya disimpulkan bahwa etika menjadi salah sam faktor 
yang mempenganuhi kinerja. 

Diantara penclitian tersebut adalah penelitian yang telah 
dilakukan oleh Aras Aira (2016) yang meneliti Pengaruh 
Etika Kerja Terhadap Kinerja Manajerial Pada Satuan Kerja 
Pcrangkat Daerah (SKPD) Kahupaten Kampar. Penelitian 
mi mcnggunakan sampel para manager Dinas Kabupaten 
Kampar yang terdiri darl 18 Saruan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) . Hasil pcnclitian menunjukan bahwa etika kerj a 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja rnanajenial. 

Konsep ctika kerja yang dikonstruksi peneliti terschut 
adalah sikap kepribadian, watak, karakter scrta kevakinan 
atas sesuatu. Sikap mi tidak hanya dirniliki oleh individu, 
tetapi juga kelompok, hahkan masyarakat. Etika dihenruk 
olch kebiasaan, pengaruh budaya scrta sistern nilai yang 
diyakini. Etika kerja mernpunyai unsu-unsur: bersumber dan 
berkaitan dengan nilai-nilai kejiwaan seseorang, menunjukan 
pandangan yang mendarah daging, mcnunjukan sikap dan 
harapan seseorang. Selanjutnya etika berkenaan dengan 
moralitas bescrta persoalan-persoalan dan pcmbenarannya. 
Moralitas juga merupakan salah satu instrument 
kernasyarakatan apabila suatu kelompok sosial rnenghendaki 
adanya penunrun tindakan terhadap pernenintah kea rah yang 

Iebih baik. 
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Penutup 

Kinerja DPR merupakan hasil kerja anggota DPR 
RI dalarn rnclaksanakan fungsi Legislasi, Anggaran, dan 
Pengawasan. Kcrja DPR RI nierupakan kerja politik yang 
didalarnnya bcrisi silang pendapat, tarik-menarik kepentingan, 
lobby-negosiasi-inrervensi yang berjalan secara tidak linear. 
Scbagai kerja politik, hasil kerja tersebut dapat dilihat pada 
efektivitas kerja. Maka kinerja DPR RI sangat terkait dengan 
cfcktifatau tidak efektif anggota DPR RI dalam mclaksanakan 
fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.Kincrja DPR RI 
yang baik adalah bekcrja sccara efektif dalam melakanakan 
fungsi DPR RI tersebut. 

Sejauhrnana DPR bekerja secara cfektif dalarn 
rnelaksanakan fungsi ]cgislasi, anggaran, dan pengawasan 
akan ditentukan oleh sejauhmana anggota DPR RI memiliki 
kesadaran ctik dan kepatuhan tcrhadap Kode Etik DPR RI. 
Peran Kodc Etik DPR RI apahila disadari dan dipatuhi oleh 
anggota DPR RI akan dapat mengontrol dan mengendalikan 
watak darl kerja politik yang penah diantaranya dengan 
silang pendapat, tank menarik kepentingan, lobbv-negosiasi-
intervensi. 

Dalarn hal mi, adanva kesadaran etik dan kcpatuhan 
kepada Kode Etik DPR RI akan dapat rnembclokan teori 
politik yang menyatakan bahwa dalarn politk tidak ada kawan 
dan lawan abadi, melainkan kepentingan yang abadi. Tcori mi 
menernpatkan kcpentingan menjadi segala-galanya. Apahila 
anggota DPR RI sadar dan patuh kepada kode etiknya, maka 

wo 
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kepentingan yang ingin dipenuhi dalam kerja politik adalah 
kepentingan etik, yang didalarnnya mengandung tuntutan 
mengutarnakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara 
daripada kepcntingan prihadi, kelompok atau golongan. 

Peran Kode Etik DPR RI akan menjadikan kerja politik 
DPR RI sekaligus kerja etik. Silang pendapat anggota 
DPR RI berjalan sccara etis serta dalarn control dan kendali 
etika. Tank menarik kepentingan dilakukan bukan karena 
kepentingan prihadi, kelompok atau golongan melainkan 
karcna kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. 

Rol 



MENGUKUR KINERJA DPR RI 
NikosatYamin Bahtiar, MH. 
Tenaga AhIi Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI 

Kinerja DPR selalu dipersoalkan. Dalam persepsi publik, 
DPR tidak pernah luput dari persepsi negatif publik yang 
sudah pasti itu terkait dengan kinerjanya. Seolab-olah 
hal yang rnengakibatkan persepsi publik tersebut, vairu 
dalarn proses formulasi sejurnlah undang-undang menjadi 
herlangsung lama karena diwarna: perdehatan sengit hahkan 
ada yang deadlock, rnenjadi sangat menyita waktu, energi dan 
biaa. Sehingga jadwal penyelesaian undang-undang tersebut 
meleset dari tengat waktu yang direncanakan. 

Sesungguhnya sejak Reformasi 1998 DPR telah berubah, 
namun apakah peruhahan tersehut melahirkan peru bahan 
kinerja? Berhagai perubahan politik pasca Reformasi 1998 
telah mendorong !cmbaga 1)PR RI menjadi lchih dcmokratis 
dan akuntabel; dan membuat anggota Dewan menjadi 
lebih bebas dan terbuka dalam menyampaikan pendapat. 
Walaupun, dalarn heberapa kasus, perubahan tersebut juga 
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telah menimbulkan kesulitan tersendiri. Sebagai contohnya 
tengan proses pembahasan undang-undarig diatas. 

Diantara berbagai perubahan polink pasca Reformasi 
1998, ada dua yang dianggap paling signifikan mempengaruhi 
kinerja Dewan. Pertama, terkait dengan posisi dan relasi 
Dewan dengan lembaga negara lain. Salah satunya adalah 
beruhahnva praktik kctara-negaraan darl executive heavy 
menjadi legislative heavy. Peruhahan tersehut herrujuan untuk 
menciptakan kondisi check and balance di tiga lembaga negara 
(eksekutif, legislatif, dan vudikatif) yang menghasilkan division 
ofpower (pembagian kekuasaan) dan bulcaii separation ofpower 
(pemisahan kekuasaan). Penekanan division ofpower memiliki 
arti tersendiri karena pelaksanaan fungsi pembuat kcbijakan 
(legislatif), pelaksana kebijakan (eksekutif), dan pcngawas 
kebijakan (yudikatif) dapat dilakukan secara bersama-sarna. 
Schagai contoh: fungsi legislasi, yang rnenjadi domain utarna 
DPR, dilakukan bersama-sama antara DPR [dan DPD] 
dengan Perncrintah dengan kedudukan yang setara. Kedua, 
terkait dcngan hcruhahnva atmosphere (suasana/ Iingkungan) 
persidangan dan rapat-rapat di DPR. Sidang paripurna, 
rapat komisi, atau pun rapat panitia khusus sekarang mi 
sangat sering diwarnai dehat terbuka, silang pcndapat, hujan 
interupsi, walk out dan insiden. Hal yang jarang ditcmui di 
DPR sehelurnnya. Sekarang mi para Bapaic/Ihu Anggota 
Dewan yang terhormat tidak mau lagi berperan sebagai yes 
man/woman. Walaupun, ada juga diantara mereka yang agak 
terlalu bersemangat ketika menyampaikan pendapat terutarna 
bila sedang di sorot karnera. 
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Namun, apa yang telah dipersepsikan publik, sangat 
penting untuk direspon rerutama oleh internal DPR sendiri 
yang didahului dengan upaya mengukur I(inerja DPR. 
Tulisan mi akan rncnjelaskan apakah kinerja DPR bisa 
diukur? bagaimana cara mengukurnya? Apa alat ukurnya? 
Apakah seperti metcran yang digunakan tukang jahir?Kcnapa 
tukang jahit? Karena rukang jahit adalab tukang ukur yang 
paling rasional. Mercka tidak pernah menggunakan ukuran 
lama untuk menjahit haju barn. Mengapa tukang jahit selalu 
rnenggunakan ukuran terharu? Supaya bajunya pas dan 
nyarnan dipakai.Sehingga pelanggan merasa senang dan 
puas. mi adalah pelajaran yang diperoleb George Bernard 
Shaw, pernenang Nobel Sastra Tahun 1925, darl tukang 
jahit. Tukang jahit bukan peneliti. Tetapi, pendekatan yang 
diguiiakan keduanva sania: kuanritatif (ukuran haju) dan 
kualiratif (tingkat kcpuasan pelanggan). Belajar darl Shaw; 
studi juga akan menggunakan pendckatan kuanritatif dan 
kualitatif untuk mengukur ki ncrja Dewan. 

Metodologi: Variable dan Indikator 

Metodologi sangat penting karena menentukan validitas 
kesirnpulan. Unruk mernbuat kes irnpulan pengukuran mi 
valid maka ada dua prasyanat yang hanus dipenubi. 

Pertamri, variable dan indikator yang digunakan hams 
hisa mengukur ringkat efektifkas kinenja Dewan. mi karena 
kincrja Dewan ditentukan oleh kenja politik, dan kerja 
politik diukur dengan indikator efektivitas. Kenja politik 
tidak diukur dengan indikator efisiensi. Kerja polirik hampir 

93 



DINAMIKA DAN TANTANGAN KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN 

selalu tidak cfisien karena adanya silang-pendapat, tank-
menarik kepentingan, lobby-negosiasi-intervensi, proscsnya 
tidak linear. Schingga, untuk mcngukur kinerja Dewan, 
pertanyaannva adalah: sejauh mana DPR (Lembaga dan 
anggota) telah bekerja secara efektif untuk rnewujudkan visi 
yang diernbannya, vaini mislana Visi DPR 2009-2014: 
"Tcrwujudnya DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang 
krcdibel dalarn mengemban tanggung jawab mewujudkan 
masyarakat yang adil dan makrnur." Visi tersebut kemudian 
dijabarkan dalam misi yang secara prinsip mengacu kepada 
tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, 
dan fungsi pengawasan. Asurnsinya, bila ketiga ftmgsi 
mi dilakukan dengan baik (menetapkan produk hukurn 
dan peraturan perundangan yang tepar, mengalokasikan 
penggunaan anggaran sesuai kebutuhan dan memastikan 
bahwa lembaga eksekutif hekerja dengan cfcktif) maka visi 
Dewan dapat tercapai. Scjauh mana visi mi tcrcapai, dapar 
diukur rnclalui herhagai indikatoi; misalnya, Gross Domestic 

Product (GDP), Human Development Index (HDI), dan Happy 

Planet Index (HPI). Walaupun ketiga indikator tersebut 
rnemiliki banyak kelemahan, saar mi belurn ada indikator lain 

yang !ebih baik. 

Kedna, ringkat efektivitas kinerja Dewan harus diukur 
dengan pendekaran kuantitatif (angka) dan pendekatan 
kualitatif (huruf. Apabila menggunakan hanya salah satu 
pendekaran, hasil pengukuran menjadi tidak kornprehensif 
dan kcsimpulannya rncnjadi tidak valid. Sebagai contoh, 
rnenghitung jumlah undang-undang yang sedang, akan 

94 



DINAMKA DAN TANTANGAN KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN 

dan telah diretapkan sangat mudah. Namun, apakah 
jurnlah undang-undang dapat digunakan sebagai indikaror 
tingkat efektivitas kinerja Dewan? Apakah semakin hanvak 
undang-undang yang dihasilkan maka kinerja DPR scmakin 
baik? Bagaimana bila ternyata undang-undang tersebut 
tidak mcncerminkan aspirasi rakyat hanyak? Bagairnana 
hila tcrnvata undang-undang tcrsebut di-judicial review, 
di-amandernen ataupun dibatalkan MK segera setelah 
ditctapkan? mi memperl i harkan bahwa data j um!ah undang-
undang (kuanritatif) tidak cukup untuk menilai kinerja 
fungsi legislasi Dewan. Data jumlah undang-undang hams 
ditambah dengan data mengenai kualitas undang-undang 
(kualitatif). 

Narnun, hams diakui sangat sulit untuk menentukan 
kriteria ohjektifkualitas sebuah undang-undang; apalagi setiap 
undang-undang unik schingga tidak dapat diperhandingkan. 
Kualitas undang-undang, rnisalnva, tentang Kitah Undarig-
undang Hukum Acara Pidana tentu tidak dapat dibandingkan 
dengan kualitas undang-undang tenrang Badan Usaha Milik 
Negara. Menentukan tingkat efektivitas kinerja Dewan 
mcmang ridak mudah, tetapi bukan tidak mungkin. The 
Commonwealth Parliamentary Association bcrhasil mengatasi 
perrnasalahan mi dan kernudian mengusulkan penggunaan 
standar yang sama untuk rncngukur kinerja Parlemen di 
Negara-negara Commonwealth; [1] The World Bank Institute 
juga mengusulkan bcrhagai variable dan indicator untuk 
rnengukur tingkat efektivitas Parlemen; 121 sedangkan The 
Inter-Parliamentary Union telah bcrhasil mengernbangkan 
tool-kit untuk mengevaluasi fungsi Parlernen. [3] 
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Evaluasi Kinerja: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi 
pengawasan 

Sccara konstitusional, DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi 
utarna yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi 
pengawasan dalam rangka menjalankan fungsi representasi 
Dewan. Dalam prakriknya, dinarnika pelaksanaan tiga fungsi 
tersebut relatif tinggi. 

Fungsi Legislasi 

Dewan dituntut untuk dapat rnenyelesaikan semua RUU 
yang ditetapkan dalam Prolegnas. Tuntutan rerschut tentu 
saja sulit dipenuhi. PcrttTma, DPR pasca reformasi bcrbeda 
180° dcngan DPR masa Orde Barn. Dulu, proses legislasi 
sebatas prosedural, sehagai tukang stempel undang-undang 
yang di-inisasi pernerinrah. Sehingga tidak heran, DPR 
periode itu selalu dapat rnenyelesaikan seluruh RUU yang 
direncanakannya. Sckarang, proses legislasi lebih substansial, 
undang-undang dicermati dan diperdebatkan terlebih dahulu 
sebelurn ditetapkan. Schingga masuk akal bila tidak sernua 
undang-undang bisa diselesaikan scsuai tenggat waktu yang 
tclah disepakati. Kèdu, Dewan rcrkcndala oleh ketidak-
sinkronan waktu antara penetapan Prolcgnas, penetapan 
anggaran, dan Laporan Kincrja DPR RI.Laporan kinerja 
DPR RI disampaikan pada setiap Tahun Sidang (16 
Agustus-15 Agustus tahun berikutnya) sementara Prolegnas 
sctiap tahun ditetapkan berdasarkan tahun takwim (Januari-
Desember). Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2014 akan 
selesai pada bulan Dcsernbei; sementara laporan kinerja 
disampaikan bulan Agustus. Pengaturan waktu yang tidak 
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'pas' mi menyebahkan DPR, di dalam Laporan kinerjanva 
scolah-o!ah gagal nienuntas kan semua "pekerj aan"-nya. 

Dcwan diberikan "rapor merah" heberapa waktu lalu oleh 
sam LSM yang mengiclaim berfungsi sehagai parlirimentcirv 
watch. LSM tersebut menggunakan kriteria kuantitatif, salah 
satunya, dengan mem bandingkan jurn Iah RU U Prolegnas 
dan UU yang dihasilkan. Memang benai capaian fungsi 
legislasi Dewan tidak rncnggemhirakan. Darl Tahun 2010 
sarnpai 2014, hanya 29,5% jumlah RUU Prolcgnas berhasil 
diselesaikan menjadi UU. Lihat label 1. Tetapi, sebenarnva, 
sangat amat jarang ada Parlcrnen di dunia yang mampu 
menvelesaikan semua RUU yang mereka rencanakai di 
awal periode jahatan. Bahkan House (f Representative (HoR) 
Australia, pada periode masa jabatan 2004-2006, hanya 
mampu menyelesaikan 69,3% target RUU mereka (321 UU 
dari 463 RUU). Coba bandingkan dengan HoR Arnerika 
Senikat (AS), pada periode masa jahatan 2005-2006, yang 
menvelesaikan 1,35% target RUU mereka (143 UU dan 
10.558 RUU). 

Bila melihat angka capaian fungsi legislasi diatas, apakah 
dapat disimpulkan hahwa fungsi legislasi HoR AS buruk, 
lebih buruk dari pada DPR RI? Bila DPR 1UI dapat "rapor 
rnerah" maka HoR AS "tidak naik kelas?" Pertanvaan tersebut, 
tentu tidak bisa dijawab hanva dengan menghirung jumlah 
UU yang dihasilkan. Kesimpulan yang diambil herdasarkan 
data kuatitatif seperti itu tidak Iah valid. Supaya kesimpulan 
yang diambil valid, data kuantitatif harus dilcngkapi 
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dengan data kualitatiL Diantaranya: bagaimana posisi dan 
relasi parlernen, bagaimana proses perundang-undangan, 
bagaimana kualitas UU yang dihasilkan. Mernbandingkan 
ketiga Negara, ternata, pertamci, sistem Pemerintahan, 
sistern Parlemcn, i -nasa jabatan, jumlah kursi, inisiator RUU 
dan jumlab komite/Kornisi di parlcmen berbeda. Kedua, 

proses pembentukan perundangan juga berbeda.Indonesia 
yang paling sederhana, sedangkan Amerika Serikat yang 
paling rumit. Apakah proses pembentukan perundangan 
yang relative sederhana di Indonesia rnenyebabkan DPR RI 
lebih rnudah mencapai target legislasi dihandingkan Amerika 
Scrikat? Dan, apakah proses yang rumit di Arnerika Serikat 
menjamin hahwa UU yang dihasilkan tidak rnudah dibawa ke 
MK (untuk dibatalkan atau diamandcmen)? Yang jelas, UU 
yang dihasilkan oleh HoR di Arnerika Serikat dan Australia 
hampir tidak ada yang di-judicial review dalam kurun waktu 
kurang dari lima tahun sejak ditctapkan. 

Fungsi Anggaran 

Secara teoni, melakukan evaluasi terhadap fungsi anggaran 
lebih mudah bila dibandingkan dengan melakukan evaluasi 
terhadap fungsi legislasi karena variable dan indikatornya 
jelas. Seperti yang telah ditetapkan oleh paket UU tentang 
Keuangan Negara (UU No.17 /2003, UU No.1/2004, UU 
No.15/2004 dan UU No.25/2004) mengharuskan sistem 
perencanaan dan penganggaran dilakukan secara transparan, 
efisien dan akuntabel; selain menuntut adanya disiplin 
anggaran dan jarninan kesinambungan anggaran. Tetapi, 
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kai-ena isu anggaran sangat sensitif dan politis, secara praktik 
evaluasi fungsi anggaran menjadi tidak rnudah. Bahkan, 
seringkali Iebih sulit dibandingkan evaluasi fungsi legislasi. 

Secara keseluruhan, hasil evaluasi transparansi informasi 
anggaran di Indonesia rncrnbanggakan. Survey Open Budget 
Index tahun 2012 yang dilakukan oleh Interneitional Budget 
Pcwtnershzp rncnempatkan Indonesia pada peringkat terbaik 
pertama di Asia Tenggara clan peringkat rerbaik kedua di 
Asia sctclah Korea Selatan. Survey dilakukan di berbagai 
negara dengan menanyakan, beberapa diantaranya, apakah 
ada mekanisme tanya-jawab bagi publik yang berkaitan 
dengan anggaran, apakah ada mckanisme bagi publik untuk 
berpartisipasi, dan apakah ada lcmbaga independen yang 
ikut mengawasi perencanaan dan pcnggunaan anggaran. 
Lihat Indonesia terbaik di Asia Tenggara terkait evaluasi 
transparansi informasi anggaran. (Surnber: http ://survey. 
internanonalbudget.org/#rankings)  

Walaupun hasil survey tersehut rnembanggakan, 
cfektivitas kinerja fungsi anggaran DPR [baca: Badan 
Anggaran] sangat perlu ditingkatkan. Menurut CEFF-
FISIP UI (2014), Lobby-negosiasi-intervensi politik hams 
ditiadakan. Salah satunya rnelalui pernhentukan Kantor 
Anggaran (Budget Office). Kantor Anggaran diperlukan 
untuk (1) melakukan kajian tcntang rencana kerja pemerintah, 
kebijakan dan prioritas anggaran, pokok-pokok kebijakan 
fiskal, analisis ckonorni rnakro; (2) membantu B adan Anggaran 
rnelak.ukan pemantauan dan evaluasi implernentasi APBN; 
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(3) rnelakukan pcnelitian; (4) mcnyediakan infl)rmasi data 
yang rnemadai; (5) mcnjalin kerjasama dengan lcrnbaga lain 
untuk mendapatkan informasi dan data yang valid dan reliable, 
seperri, lembaga penelitian, Univcrsitas, Biro Statistik dan 
lainnya. Dengan adanya Kantor Anggaran, anggota Dewan 
dapat lcbih fokus berperan sehagai "authoritative allocation 
of values" sehingga kepentingan rakvat diharapkan bisa lehih 
tcrlindungi .Untuk semakin rnenj amin bahwa setiap rupiah, 
baik sebagai pendapatan negara maupun belanja ncgara yang 
dikelola Penierinrah, harus mendapat perserujuan terlebih 
dahulu dari DPR. Di samping itu, setiap rupiah yang dikelola 
oleh Pemerintah hams dapat dipertanggungj awahkan kepada 
rakvat, melalui wakilnya di DPR RI. Kantor Anggaran 
sebenarnya sudah sejak lama didirikan di berhagai Parlernen 
dunia.Di Arncrika Serikat, "The Congressional Budget 
Office (The cBO" sudah herdiri sejak tahun 1974, sebagai 

pervujudan Congressional Budget and Impoundment Control 
Act of 1974. The CBO kini diperkuat oleh 200 staff spcsialis 
keuangan yang berpendidikan Pascasarj ana. 

Fungsi Anggaran Dewan bersifTat otoritatif karena 
apabila Dewan tidak menvetujui RAPBN yang diusulkan 
pernerintah, pemerintah harus menjalankan APBN rahun 
lalu. Senat di Australia juga merniliki kewenangan yang 
sama. Dalarn model strong bi-ca;neralism dengan sistem 

non-fix term di Australia, Senat memiliki hak budget ya ng 
sangat mencntukan. Apabila Senat dua kali menolak usulan 

pernerintah, maka terjadi double desolution, pemerintahan 

harus dibubarkan dan dalam waktu 36 hari sudah harus 
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terbentuk pemerintahan baru., seperti yang terjadi pada masa 
PM Gough Whitlam pada tahuri 1975 (Chusnul, 2014). 

Fungsi Pengawasan 

Secara kuantitatif, dapat dikatakan bahva pelaksanaan 
fungsi pengawasan DPR RI sangat baik karena banyaknya 
kegi atan yang dilakukan dalam rangka pengawasan 
pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan keuangan negara 
dan pelaksanaan kebijakan Pemcrintah. Tetapi, sccara 
kualitatif, terutama hila dilihat dari tindak-lanjut kegiatan 
pengawasan, efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasani 
Dewan rnasih dipertanyakan. Selama mi rekomendasi dan 
simpulan Dewan termasuk Tim di bawah koordinasi Langsung 
Pirnpinan Dewan rnasih banyak yang belurn dirindakianjuti 
oleh pihak terkait. Diantaranya adalah rekorncndasi dan 
simpulan Tim Pemantau Pelaksanaan UU No.11 tahun 2006 
Tentang Pemerintahan Aceh dan Tim Pemantau Pelaksanaan 
UU No.2 1 tahun 2011 tentang Otonomi Khusus hagi 
Provinsi Papua. Salah satu rekomendasi Tim Aceh adalah 
mendorong Pemerintah untuk segera menyelesaikan Perpres 
mengenai Penyerahan Kantor BPN rnenjadi perangkat 
daerah Aceh, narnun sampai saat mi Perpres yang dimaksud 
belurn dikeluarkan oleh pernerintah. Sedangkan Tim 
Papua mendorong di laksanakan Inpres No.5/2007 tentang 
Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, 
namun perlu diakui dampak darl Pelaksanaan on top mechanism 
mengcnai alokasi dana otonomi khusus dan dana otonomi 
khusus infrastruktur hclum optimal dalarn menyelesaikan 
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berbagai persoalan di Provinsi Papua dan Papua Barat. 
Sebenarnya secara kelembagaan, Dcwan dapat menggunakan 
berbagai haknya (Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak 
Menyatakan Pendapat) untuk mengawasi tindak lanjut dan 
rekornendasi dan simpulan yang sudah dihasilkan tetapi 
Dewan sangat berhati-hati untuk menggunakan hak tersebut. 

Fungsi pengawasan dilakukan olch Dewan, antara lain, 
melalui kegiatan rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat 
dengar pendapat umum, selain membentuk Tim pengawas/ 
tim khusus, dan melakukan kunjungan kerja (kunkcr).Dalam 
rangka fungsi pengawasan, DPR RI juga telah menindak-
lanjuti bcrbagai pengaduan yang datang darl masyarakat. 
Tugas mi dinyatakan dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 
tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 71 huruf s dan 
Pasal 79 huruf j serta Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR 
RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib Pasal 6 hurufs dan Pasal 
12 hurufj, serta Pasal 160 ayat (3) huruff, di mana salah sam 
fungsi pengawasan DPR RI adalah merespons pengaduan 
masyarakat. Narnun agaknya, Dewan kurang optimal dalam 
memanfaatkan teknologi Informasi. Padahal, Dewan dapat 
memperluas jangkauan Pengawasan dan meningkatkan 
kecepatan dalam membenikan tanggapan atas pengaduan 
Masyarakat melalui teknologi informasi. 

Pen utu p 

Mengukur kinerja DPR adalab pekcrjaan yang mudah 
bila hanya menggunakan variabel dan indikator kuantitatif. 
Menjadi sulit, hila harus mengkombinasikannya dengan 
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variabel dan indicator kualitatif. Program/kegiatan yang 
sudah dilakukan dan produk yang sudah dihasilkan dalarn 
rangka melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan 
fungsi pengawasan DPR RI banyak sekali. Bila semua itu 
diukur secara kuantitatif dapat disimpulkan bahwa kinerja 
DPR baik. 

Narnun hams diingat bahwa pelaksanaan fungsi legislasi, 
fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dilaksanakan dalam 
rangka menjalankan fungsi rcpresenrasi DPR. Bila ditanya 
apakah prograrn/kegiatan yang dilakukan dan produk 
yang dihasilkan sudah henar-benar mencerminkan aspirasi 
konstitucn yang diwakilinya dan rnendukiing visi yang 
diembannya, yairu: "Terwujudnya DPR RI sebagai lembaga 
perwakilan yang krcdibel dalarn mengemban tanggung jawab 
rncwujudkan masyarakat yang adil dan rnakrnur" maka dapat 
disimpulkan kinerja DPR belurn baik. Tetapi, yang paling 
merniliki hak otoritatif untuk menjawab adalah rakyat. Rakyat 
lab yang hams ditanya: apakah sernua prograrn/kegiatan 
dan produk tersebut sudah tcpat dan memberi rnanfaat? 
Karena rakyat yang senang dan puas akan rnernilih partai/ 
kandidat yang sama lima Tahun lagi, sarna seperti pelanggan 
yang senang dan puas akan kembali lagi menjahitkan baju di 
rukang jahit yang sama. 
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PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP 
KINERJA DPR-RI PERIODE 201 4-2019 
Rina Dwi Andini, MH 
Tenaga AhIi Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI 

Pendahuluan 

Scjarah praktek penyelenggaraan pemerintahan kita 
menggambarkan, sebelum reformasi dan perubahan UUD 
1945 ditandai dengan kuatnya peran lembaga eksekutif 
(executive hear)'). Sebaliknya, dalam era reformasi dan UUD 
1945 pasca amandemen terjadi reposisi peran darl masing-
masing lembaga yang memegang kekuasaan negara, baik 
di bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Di bidang 
legislasi misalnya, terjadi pergeseran kekuasaan darl Prcsiden 
kepada DPR. Dernikian puk. dalam bidang pengavasan, 
terjadi peningkatkan peran DPR RI, karena beberapa 
kebijakan publik yang sehelumnyi menjadi hak prerogatif 
Presiden, sekarang hai -us dikDnsultasikan, mendapar 
pertimbangan, bahkan persetu uan dari DPR RI. 

Undang-undang Dasar Negara Repubik Indonesia 1945 
yang telah diamandemen, telah mencmpatkan DPR RI 
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pada posisi strategis dan penting dalarn tatanan kehidupan 
kenegaraan, yaitu rnelalui kedudukan yang memiliki 
kewenangan penuh dalam pembentukan undang-undnag, 
fiingsi pengawasan terhadap pclaksanaan undang-undang 
dan kebijakan pemerintah lainnya oleh eksekutif, serta dalarn 
fungsi penctapan anggaran negara. 

Dalam pembentukan undang-undang, DPR menjadi 
lembaga yang paling dominan. Pasal 20 ayat (1) IJUD 1945 
men cbutkan bahwa "Dewan Perivakilan R.akyat memijang 
kekuasaan membentuk undang- undang". Kemudian 
dalarn pelaksanaan fungsi pengawasan, Presiden perlu 
mcmperhatikan pertimbangan DPR dalarn hal rncngangkat 
duta dan menerirna pencmpatan data negara lain (Pasal 13 
ayat (2) dan (3)). Dengan demikian kekuasaan DPR jauh 
lebih kuat dibandingkan dengan era sebelumnya. 

Perubahan terscbut membawa konsekuensi, bahwa 
tuntutan masyarakat terhadap kinerja Dewan juga sernakin 
meningkat.Namun, setelah 18 tahun pasca reformasi 
masvarakat menilai DPR RI belum dapat melaksanakan 
fungsinya secara optimal seperti yang diharapkan. Hal mi 
tergambar dari berbagai basil sunvei atau jajak pendapat yang 
dilakukan, baik oleh media massa maupun lembaga swadaya 
masyarakat (LSM). 

Institut Riset Indonesia (INSIS) menus basil survei 
rncngenai kinerja anggota DPD RI periode 2009-20 14, 
hasilnya scbagian besar responden menilai kincrja para 
wakil rakyat itu tidak memuaskan. Survey bcrjudul citra 
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dan evaluasi kinerja DPR di Mata Publik itu rnenyebutkan, 
sebanyak 60,9 persen responden menilai kinerja anggota 
DPR tidak baik. Sementara 16,1 persen menilai semakin 
tidak baik. Ada juga yang mengaku puas dengan kinerja 
DPR, namun jumlahnya hanya sekitar 21 persen dari total 
respnden. Sedangkan 1,9 persen responden tidak rnernhcrikan 
jawaban. Dalam pembuatan IJU (legislasi) seban\rak 42,9 
persen responden mengaku tidak puas dan 5,6 persen sangat 
tidak pusa. Sedangkan 13,7 persen tidak menjawab. Ta juga 
menambahkan. bahwa sebagian besar masyarakat tak banyak 
tahu tentang DPR. Sebanyak 93,2 persen responden survey 
tak tahu jurnlah anggota dewan saat mi. dan hanya 6,8 persen 
responden yang tahu jumlah anggota DPR yang sebanyak 26 
orang itu. 

Hasil survey mi menunjukkan trend yang menghawatirkan 
terkait integritas DPR dimata masyarakat.pasalnya, tingkat 
kepuasan publik berada jaub di bawah angka 50 persen. liii 
sangat nicmhahayakan wajah parlemen Indonesia masa kini 
dan rnendatang.Menurut Muchtai ketidak puasan publik mi 
dikarenakan para anggota dewan tidak merepresentasikan 
aspirasi masyarakat. kasus-kasus hukum, perilaku asusiala 
dan sikap tidak disiplin anggota dewan juga semakin 
memperburuk citra mereka di mata publik 14 . 

Hail Survei Nasional P01-Tracking Institute juga telah 
rnenvebutkan sebagian besar masyarakat tidak puas dengan 
kinerja DPR.hanya 12,64 persen masyarakat yang menjawab 

14 Survei Insis: Kinerja DPR Puaskan Publik. http://rn.jpnn.com/news/survei_insis-
kinerj  a-dpr-gagai-puaskan-pu bilk 
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puas terhadap kinerja DPR periode 2009-20 14. Sisanya ada 
61,68 persen menyatakan tidak pusa terhadap kinerja DPR/ 
sebanyak 25,68 persen menyatakan tidak tahu. Menurutnya, 
rendahnya penilaian publik terhadap kinerja DPR RI 
disehabkan oleh rendahnya kualitas dan kuantitas kinerja serta 
produk DPR di tiga fungsi utarna: legislasi, penganggaran, 
dan pengawasan. Hal mi diperburuk oleh tersangkurnya 
anggota dewan dalam kasus hukum, seperti korupsi, skandal 
moral, dan komunikasi publik yang kurang etis di rnedia'. 

Dalarn penilaian pengamat polirik LIPI, Ikrar Nusa 
Bhakti, Selama 1 (tahun) kinerja DPR periode 2014-
2019 dalarn rangka implernentasi fungsi legislatif tidak 
banyak prestasi mcmbanggakan. Rakvat yang memberikan 
kepercayaan penuh kepada DPR justru dibalas dengan 
tindakan dan kinerja yang tidak jclas, rakyat tidak 
mernperjuangkan herbagai kepentingan rakyat. DPR justru 
sibuk kcpentingannya sendiri, sibuk dengan jabatan ketua-
ketua dan wakil-wakil ketua kornisi-komisi dan badan badan 
DPR antar koalisi dan anggota DPR serta tontonan yang 
tak mendidik pada awal kinnerja DPR 2014.DPR hanya 
sihuk merehut posisi dan pada menjalankan peran dan fungsi 
mcrcka schagai wakil rakvat yang terhormat. DPR lehih 
disibukkan dcngan kcpentingan individu dan kclompok. 
Dimana diawal priode DPR !ebih sibuk membuat undang-
undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPR 
dan DPRD (UU MD3) yang proses pembetukannya terkesan 

FIasi1KinerjnDPRBuruk.hrp://ni.rernpu.co/read/news/201  3,10/20/0785231.31/ 
1agi-hasi1survei-kinerja-dpr-buruk 
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dipaksakan untuk mengakornodir kepentingan kelompok 
sernata dan mengabaikan kepentingan ekonomi, kesehatan 
dan pendidikan yang mendesak unruk segera di undang-
undangkan. Bahkan proses UU MD3 menuai pesan halas 
dendarn dan pilpres 201416. (Ikrar Nusa Bakti :20) lebih 
lanjut hahkan menurut Forum Masyarakat Peduli Parlemen 
(Formappi), kinerja DPR-RI menjadi yang terburuk selama 
DPR era reformasP 7. Penilaian mi berdasarkan dengan 
hasil produk legislasi DPR yang hanya rnenyelesaikan tiga 
RUU darl sebanyak 39 RUU yang masuk dalam prioritas 
Program Legislasi Nasional tahun 2015. Jika di persentasikan 
Prolegnas yang diselcsaikan tahun 2015 mencapai 7,7 persen. 
Sementara Prolegnas DPR 2014-2019 totalnya berj umlah 
160 berarti 10 bulan berkerja, DPR bani rnenvelesaikan 
1,8 persen Prolegnas. Pencapaina mi sangat minim sekali 
jika dibandingkan dengan kJnerja DPR pada tahun-tahun 
scbelurnnya. Secara umum dikatakan bahwa kinerja DPR RI 
buruk dan rnenyebabkan citra DPR hc!um haik sebagaimana 
rnestinya' 8 . 

Dcngan dernikian dalam melakukan fiingsi legislasi, 
fungsi pengawasan dan fungsi anggaran, DPR-RJ yang jauh 
Iebih kuat dibandingkan dengan era sebelumnya.Peruhahan 
tersebut membawa konsekuensi, bahwa tuntutan mas yarakat 

' Ikrar Nusa Bakti, DPR RI: Kinerja Awal yang Buruk. LIPI, Pusat Penelitian 
Politik. "Quo Vadis Politik Indonesia". LIPI Press, Jakarta. 

0  Kinerja DPR sekarang dinilai terhuruk selama reformasi.http://rn.republika. 
co.id/berira/nasional/polii.ik/1  5/1 I/O2/nx5pz8336-kinerja-dpr-sekarang-dinil :i j 
terburuk-selarna-era-reforniasi 

News Detik. Mclihat Prestasi DPR 2014-2019 selama 1 tahun hekerja. 
http://rn.detik.com/news/bcrita/303283  l/rnelihat-prcstasi-dpr-201 4-2Ol9-selama- 1-
tahun-bekerja 
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terhadap kinerja Dewan semakin rneningkat. Namun, 
dalarn pelaksanaan tugas dan fungsinva, DPR-RI belum 
didukung olch sumber daya manusia, sarana, dan prasarana 
yang rncmadai sehingga pelaksanaan ketiga ftmgsi DPR-RI 
(legislasi, anggaran, dan pengawasan) belum sesuai yang 
diharapkan. 

Di bidang legislasi, pembentukan undang-undang belum 
dapat memenuhi jurnlah yang ditentukan dalam prioritas 
rahunan dan beberapa undang-undang yang dihasilkan 
belum memberi manfaat langsung terh'adap kehidupan 
masyarakat. Selain itu, masyarakat menilai bahwa proscs 
pembahasan rancangan undang-undang kurang transparan. 
Ketiga permasalahan tersebut menimbulkan ketidakpuasan 
masyarakat terhadap kinerja DPR di bidang legislasi. 

Di hidang anggaran, masyarakat rnenilai Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara hclum menjawab kebutuhan 
masyarakat. Dalam hal alokasi anggaran belanja negara, 
masyarakat menginginkan agar perencanaan anggaran 
dilakukan dengan cost efectiveness serta tepat sasaran bagi 
kepentingan masyarakat. Namun, dalarn pelaksanaannya 
tidak semua harapan masyarakat terscbut dapat terwujud. 

Pada bidang pengawasan terdapat heberapa permasalahan, 
antara lain rendahn a efektivitas pengawasan melalui rapat 
kornisi dan slat kelengkapan Dewan lainnya, kunjungan 
kerja Anggota DPR-RII dalarn rnenyerap aspirasi masyarakat 
(konstituen) yang sering tidak ditindaldanjuti sebagaimana 
mestinya oleh Pernerintah. Oleh sebab iru, masyarakat menilai 
hahwa DPR-RJ belum efektif dalam menjalankan tugas dan 
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fungsinya serta dalam menciptakan check and balances19  

Oleh karena mi, unruk memperbaiki dan meningkatkan 
citra Dewan penn dilakukan upaya-upaya strategis bagi 
peningkatan kinerja Dewan. Kinerja dalam anti pencapaian 
basil dapat dinilai menurut pelaku, yaitu hasil yang diraih 
oleh individu, kelompok, institusi dan kincrja program atau 
kebijakan. Kinerja Dewan dapat dirnaknai juga sebagai unjuk 
kerja Anggota yang dapat diamati dari sisi kedisiplinan dalam 
bekerja, ketepatan dalam bekcrja, kerjasama dalam mencapai 
produktifitas kerja yang optimal. Dengan kincrja yang 
optimal, Dewan akan mendapatkan legitimasi yang semakin 
kuat darl rnasyarakat dan konstituen. Dengan parlemen yang 
kuat secara fungsional maka diharapkan dapat dibangun 
sistem check and balance yang berkualitas anrara Dewan dan 
Pemerinrah. 

Sejauh mi memeang telah dilakukan peruhahan 
dan penyempurnaan peraturan tata rcrtih DPR guna 
meningkatkan kinerja dewan. Akan tetapi ternyata 
penyempunraan peraturan tata tertib DPR tersebur belum 
dapat sepenuhnya memperbaiki kinerja dewan.Kekecewaan, 
kritik serta tanggapan negtifmasyarakat terhadap DPR perlu 
dijadikan bahan bagi perbaikan kinerja Dewan. 

Parameter herdasarkan teknis prosedural yam] sesuai 
dengan Peraruran DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 renrang 
Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan peraruran 
DPR RI Nomor 3 Tahun 2015 babwa setiap RUU harus 

' Konsep Kinerja Dewan: Laporan Tim Kajian DPR RI Tahun 2007 www .  
parlemen.net  
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discrtai kclengkapan teknis dan memperhatikan pelaksanaan 
Prolegnas tahun sebelumnya. Selain itu, RUU yang berasal 
darl DPD harus sesuai dengan Pasal 22 D UUD NRI Tahun 
1945. Sedangkan dalam menentukan jurnlah RUU yang 
akan masuk dalam Prolegnas tahun 2015-2019 diperkirakan 
berjurnlah 135 RUU dengan perhirungan masing-masing 
AKD diberikan porsi 2 KUU setahun atau 10 KUU dalarn 
jangka wakru lima tahun ditambah S RUU yang dihahas oleh 
Panitia K.husus 20 . 

Konsepsi Kinerja Dewan 

Meningkatnya peran Dewan dalam penvelenggaraan 
pemerintahan, menarik perhatian publik unruk rnernhcrikan 
sorotan atau penilaian terhadap kincrja lembaga tersebut. 
Sorotan mi sekaligus mcrnhawa harapan agar Dewan dapat 
rnelaksanakan tugas dan fungsinya yang digariskan dalarn I 
UUD 1945 dan peraturan perundangundangan lainnya, serta 
mampu memenuhi harapan masyarakat. Hal mi tentunya 
menunrut kornitmen yang kuat (full committed) Anggota 
Dewan terhadap konsistusi dan peraturan perundang-
undangan yang ada. 

Oleh karena itu untuk melakukan evaluasi terhadap 
kinerja Dewan dalarn pelaksanaan fungsinya, diperlukan 
adanya tolok ukur sebagai pedornan untuk menghubungkan 
antara tatanan ideal \rang diharapkan dengan apa yang terjadi 
di dalam praktek pelaksanaairnya. 

2 ' Ringkasan Laporan Kinerja DPR 2014-2015 
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Tolok ukur tersebut dapat diruangkan dalam suatu 
kei-angka konsepsional yang digunakan dalarn kajian mi. 
Konsep-konsep yang terkait dengan kincrja Dewan, antara 
lain: 

Konsep perwakilan, 

konsep penvakilan mi berasal dari teori kontrak social, 
dimana teori kontrak social mi menggambarkan proses 
pencapaian kesepakatan masyarakat untuk memperoich 
konsentrasi kekuasaan yang dieperlukan guna menjarnin 
keberadaan dan kernampuan negara mcncapai tujua bersarna. 
Kelompok atau indovidu yang mendapatkan kepercayaan 
sebagai penguasa itu diberikan kewenangan mengatur 
kehidupan bersama sehingga terbentuk pemerintahan.Unruk 
mempertahankan agar kekuasaan yang dipegang pcmerintah 
tetap memberikan manfaat maka ditetapkan upaya 
penggunaan kekuasaan yang diperoleb pemerintah hendaklah 
dimaksudkan untuk memberikan manfaat sebanyak mungkin 
kepada warga negara 21 . 

Konsep kinerja, 

Kinerja adalab hasil kerja yang dapat dicapai oleh 
seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, 
sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-
masing, dalain rangka upaya rnencapai rujuan organisasi 
bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai 
dengan moral dan etika. Kinerja dapat diartikan juga sebagai 
prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam suatu periode 

2!  Arbi Sanir Perwakilan Politik di indonesia. Jakarta, CV Rajawali 1985. H. 26 
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tertentu.Prestasi yang dirnaksud adalah efektivitas operasional 
organisasi baik darl segi manajerial maupun ekonomis 
operasioanl. Dengan kincija kita dapat mengetahui sampai 
seberapa besar peringkat prestasi keberhasilan atau bahkan 
mungkin kegagalan seseorang karyawan dalarn menjalankan 
arnanah yang diterima.kinerja adalah penampilan perilaku 
kerja yang ditandai oleb keluwesan gerak, ritme atau urutan 
kerja yang ssesuai dengan prosedur sehingga diperoleh hasil 
yang memenuhi syarat berkualitas, kecepatan dan jurnlah. 
Rumusan mi menjelaskan tingkat keberhasilan seseorang 
atau lembaga dalam melaksanakan pekerjaannya 22 . 

c. Fungsi-fungsi lembaga perwakilan, 

Fungsi DPR sebagairnana dischutkan dalam UUD 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20 A ayat 
1 adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi 
pengawasan. ketentuan di dalam UUD 1945 tcrsebut 
kemudian dijabarkan ke dalam UU NO. 22 Tahun 2003 
tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan 
DPRD.berdasarkan penjelasan pasal 25 UU tersebut, yang 
dimaksud dengan fungsi legislasi adalah fungsi membentuk 
UU yang dibahas dengan memperhatikan pertimbangan 
DPD. Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi pengawasan 
adalah melakukan pengawasan terhdap pelaksanaan UUD 
Negara Republik Indonesia 1945, UU, dan Peraturan serta 
pe!aksanaannya. 

22 Lijan Poltak Sinambela, Kint-rja Pcgau'ai; Teori Pengukuran dLm hnplikasi. Graha 

Ilmu, Yogakarta 2012. H.5 
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d. Konsep sistern pendukung sebagai penunjang pelaksanaan 
tugas dan fungsi Dewan (suppo7ting system). 

Pelaksanaan fungsi DPR tidak akan berjalan dengan 
optimal tanpa adanya dukungan darl berbagai pihak, khususnya 
Sekretariat Jenderal DPR RI. Undang-Undang No. 22 
Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, 
DPD, dan DPRD menyatakan bahwa untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas DPR, dibentuk Sekretariat 
Jenderal DPR. Undang-undang juga mengarnanatkan agar 
organisasi Sekretariat Jenderal DPR hai -us disusun sesuai 
dengan perkembangan ketatanegaraan untuk meningkatkan 
kualitas, produktivitas, dan kinerja pelaksanaan fungsi DPR. 
Berdasarkan arnanat Undang-Undang tersebut, dilakukan 
penvernpurnaan organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI 
melalui Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2005 tentang 
Sekretariat Jenderal DPR RI yang kemudian ditindaldanjuti 
dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI No. 400/ 
Sekjen/2005. Sebab pada hakekatnya terdapat tiga unsur 
utama yang menentukan sistem pendukung yang ideal, yaitu 
birokrasi yang ideal (efektivitas birokrasi), kualitas sumber 
daya manusia, dan optirnalisasi sistem informasi. 

Selain mu, dasar negara Pancasila yang terkandung di 
dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menyatakan bahwa 
"kerak'yatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan perwakilan " Sehingga dasar ideologis 
tersebut cukup rnenjelaskan adanya prinsip perwakilan di 
dalarn negara Republik Indonesia. 
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Setelah Perubahan UUD 1945, lalu dikenal dua macam 
sistem perwakilan (representation) di Indonesia yaitu, Pertaina 
perwakilan rakyat di DPR yang dipilih rnela!ui pernilu dengan 
peserta pernilu adalah partal politik, sehingga, perwakilannya 
disebut sebagai perwakilan politik (political representation). 
Kedua, perwakilan yang mewakili daerah (provinsi) yaitu 
DPD yang dipilih melalui pemilu dengan peserta pemilu 
perseorangan, sehingga perwakilannya disebut perwakilan 
wilayah atau ruang (regional representation). 

Selanjurnya, ada beberapa teori dan pendapat pakar 
politik yang mengungkapkan kererkaitan antara eksistensi 
Anggota 1)PR sebagai wakil rakyat dengan masyarakat luas 
sebagai tervaki1. GilbertAbcarian membagi keheradaan wakil 
rakyat di parlemen ke dalam empat perspektifyairu: 

Wakil rakyat bertindak sebagai wali (trustee), disini si 
wakil bebas hertindalz untuk mengambil keputusan 
menurut pertimbangannnya sendi ri tanpa konsultasi 
dengan yang diwakilinva; 

Wakil rakyat hertindak sehagai utusan (delegate), disini 
si wakil bertindak sebagai utusan atau duta dari yang 
diwakilinya, si wakil selalu mengikuti instruksi dan 
petunjuk dan yang diwakilinya; 

Wakil rakyat bertindak sebagai politico, disini si wakil 
kadang bertindak sebagai wali dan ada ka!anya bertindak 
sehagai utusan yang tergantung isu; dan 
Wakil rakyat bertindak sebagai partisan, disini si wakil 
bertindak scsuai dengan kcinginan atau program dan 

116 



DINAMIKA DAN TANTANGAN K!NERJA LEM8AGA PEERWAKILAN 

partai si wakil. Setelah si wakil terpilih maka Iepaslah 
hubungannya dengan pemilih/masyarakat dan mulailab 
hubungannva dengan partai yang rnencalonkannya dalarn 
pernilu tersebut. 

Menurut Brian Saragih (1987:82-86) terdapat beherap 
teori yang bcrhuhungan si wakil dengan yang diwakilinya 
antara lain vaitu, Pertarna adalah teori mandat di mana si 
waldi yang duduk di lembaga perwakilan karena mandat 
darl rakyat sehingga disehut mandataris. Kedna adalah tcori 
organ yang menyatakan bahwa negara merupakan suatu 
organisme yang rnempunvai alat-alat perlcngkapannva seperti 
eksekutif, parlemen dan mernpunyai rakyat yang kescrnuanya 
menipunyai fungsi masing-inasing dan saling tergantung 

p  sani sama lain. Setelah rakvat memilib wakilnya, tidak perlu 
lagi mencampuri lembaga perwakilan rersebut dan lembaga 
mi bebas melakukan fungsinya menurut UUD. fcetza adalah 
teori sosiologi Riekcr yang rnenganggap bahwa lembaga 
perwakilan bukan merupakan bangunan politis tctapi 
merupakan hangunan masyarakat (sosial). Si pernilih akan 
memilib vaki1-wal6lnya yang benar-benar abli dalam bidang 
kenegaraan dan yang akan benar-benar membela kepentingan 
si pemilih sehingga terbentuk lembaga perwakilan. Keempat 
adalah teori hukum obyektif dart Duguit yang menyatakan 
hahwa dasarnva pada hubungan antara rakyat dan parlemen 
adalah solidaritas. VVakil rakyat dapat rnelaksanakan tugas 
kenegaraannya hanya atas nama rakyat. Sedangkan rakyat 
tidak akan dapat nielaksanakan rugas-tugas kenegaraannya 
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tanpa n-iendukung wakilnva dalam menenrukan wewenang 
pernerintah. Jadi ada pembgian kerja 23 . 

Sclanjutnya, kincrja DPR dapat dilihat dan dipelajari 
pada nngkasan laporan kinerja DPR. (1 oktober 2014 - 13 
agustus 2015) dan ringka.an laporan kinerja DPR (Tahun 
2015-2016). Sciarna tahun Sidang 2014-2015, DPR bersama 
Pemerintah tclah menyelesaikan pembahasan tcrhadap 3 
(tiga) RUU, 1 (satu) RUU masuk dalarn prioritas tahun 
2014 dan 2 (dua) RUU m:suk dalarn prioritas tahun 2015. 

Kinerja DPR 2014-2015 

Penyusunan Prolegnas Tahun 2015-2019 didasarkan 
pada suatu parameter baik secara teknis substantif maupun 
prosedural.Bcrdasarkan teknis substantif yang paling utama 
harus sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Perrbciitukan Peraturan Perandang-
undangan yaitu perintah Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, perintah Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), perintah undang-
undang lainnya, sistern perencanaan pernhangunan nasional, 
rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana 
pembangunan jangka merengah, rencana kerja pernerintah 
dan rencana srratcgis DFR, dan aspirasi dan kebutuhan 
hukum masyarakat. Selain itu dari segi substantif juga 
mcmperhatikan prograin NAWACITA pemerintah serta 
matcri RUU yang akan diatur helum terakomodir dalarn 

Konsep Kinerja Devan: Laltvark Tim Kajian ['PR RI Tahun 2007 www. 

parlernen-net 

118 



DINAMIKA DAN TANTANGAN KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN 

undang-undang yang sudah ada dan tidak menimbulkan 
potensi resistensi oleh stakeholder. 

Parameter berdasarkan teknis prosedural yaitu sesuai 
dengan Peraturan DPR-RI Nornor 1 Tahun 2014 tentang 
Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
DPR-RJ Nornor 3 Tahun 2015 bahwa setiap RUU harus 
disertai kelengkapan teknis dan memperhatikan pelaksanaan 
Prolegnas tahun scbdumnya. Selain itu, RUU yang herasal 
darl DPD harus sesuai dengan Pasal 22 D UUD NRI Tahun 
1945. Sedangkan dalam menentukan jumlah RUU yang 
akan masuk dalam Prolegnas tahun 2015-2019 diperkirakan 
herjumlah 135 RUT] dengan perhitungan masing-masing 
AKD diberil(an porsi 2 RUU setahun atau 10 RUT] dalarn 
jangka waktu lima tahun ditambah 5 RUU yang dibahas 
oleh Panitia Khusus. Sete!ah melalui pembahasan, DPR 
dan Pemerintah menyepakati Prolegnas Tahun 2015-2019 
sejumlah 160 (seratus enam puluh) RUU dan 37 (tiga 
puluh tujuh) RUU menjadi prioritas pada tahun 2015 .yang 
ditcrapkan dalam Rapat Paripurna 6 Februari 2015. 

Selama Tahun Sidang DPR 2014-2015, DPR hcrsama 
Pemerintah relah menyelesaikan pembahasan terhadap 3 
RUU, 1 RUU masuk dalam Prioritas tahun 2014 dan 2 
RUT] masuk dalam Prioritas tahun 2015. 
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.ø!1111:1u1I 

RtJU tentang Peru bahan atas UIJ rio. 
17Tahun 2014 tentang MPR, DPF, 
DPD dan DPRD 

RUU tentang perubahanatas 
Undanag-Undang No. 1 Tahun 2015 
tentang penetapan PERPPU No 
1 Tahun 2014 tentang Pe.miihan 
GUbernur, Bupati dan Wa ikota 
menjadi (Jndang-Undang 

t.iiI.il  

Substansi perubahan UU MD# 
mi yaitu ketentuan mengenai 
penggunaan hak interpelasi, hak 
anket, hak menyatakan pendapatatau 
hak anggota DPR serta ketentuan 
mengenai susuana pimpinan alat 
kelengkapan DPR yaitu komisi, 
Badan Legislasi, Badan Anggaran, 
Badan Kerjasama ANtar Parlemen, 
Mahkamah Kehormatan Dewan, 
dan Badan Urusan Rumah Tangga 
dilakukan dengan cara menambah 
jumlah wakil ketua sebanyak 1 orang 
pada setiap alat kelengkapan DPR 
tersebut 
Pembahasan Substansi RUU mi 
antara lain mengenai pemilihan 
secara berpasangan atau tidak, uji 
publik atau ssialisasi, penguatan 
pendelegasian tugas KPU dan 
Bawaslu sebagai penyelenggara 
pemilihan kepala daerah, persyaratan 
calon terkait dengan syarata 
pendidikan, persyaratan calon 
terkait dengan syarat pendidikan 
persyaratan calon terkait dengan 
usisa, syarat dukungan penduduk 
untuk calon perseorangan penentuan 
pemenang dalam pemilihan kepala 
daerah, penentuan jumlah wakil, 
time frame pelaksanaan pilkada 
serentak, penjabat kepala daerah, 
tambahan syarat calon kepala 
daerah, penyelesaian perselisihan 
basil pemilihan dan pembiayaan 
penyenggaraan pilkada. 
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RUU tenang Perubahan atas UU No 
2 Tahun 2015 tentang penetapan 
PERPPIJ No 2 Tahun 2014 tentang 
perubahan atas UU No. 23 

Substansi RUU merupakan implikasi 
dari hasil pembahasan RUU tentang 
perubahan atas Undang-udang No 
1 Tahun 2014 tentang pemilihan 
Gubernur, Bupati/ Walikota menjadi 
UU, yakni adanya perubhan judul 
yang diubah menjadi RUU tentang 
perubahan kedu atas UU no 23 
Tahun 2014 tentang pemerintahan 
daerah, dikarenakan materi yang 
diubah dalam Perpu No 2 2014 
yang ditetapkan menjadi UU No 2 
Tahun 2015 hanya terkait satu pasal 
tentang kewenangan DPRD dalam 
memilih kepala daerah yang dihapus. 
Sehingga perubahan yang terjadi 
dalam RUU adalah terhadap materi 
dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang 
pemerintahan daerah akibatnya 
diubahnya beberapa materi dalam 
UU no 1 Tahun 2015 

Selain RUU diaras, terdapat 9 RUU kurnulatif terbuka 
Yang sudah diselesaikan pernbahasanriya. Di bidang perjanjian 
internasioanL, DPR telah rnenyelesaikan pembahasan. RUU 
tersebut pada intinva herisi tentang pengesahan tcrhadap 
instrument perj anj ian intcrnasioanl tcrsebut, menunj ukan 
bahwa Indonesia sebgian bagian darl masyarakat internasinal 
nicmpunvai kornitmen unrnk rurut serta herpartisipasi dan 
mengadopsi hukum internasional ke dalarn hukurn nasional 
dengan tetap rncrnperhatikan kepentingan nasional. 

Di bidang anggaran DPR telah menyelesaikan 
pembahasan terhadap RUU perubahan atas Undang-undang 
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NO. 27 Tahun 2014 tentang anggaran pendapatan dan 
belanja negara tahun anggaran 201524. 

Kinerja DPR 201 5-2016 

Laporan kinerja tahun kedua DPR RI mi mencakup 
kegiatan-kegiatan yang tclah dilaksanakan selama Tahun 
siding 2015-2016.Dan pada dasarnya kinerja DPR-RI 
tcrkait dengan pelaksanaan fungsi yang dirniliki oleh DPR 
RI sebagaimana disebutkan di dalam konstitusi, yaitu fungsi 
legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. 

Dihidang anggaran, pada tahun siding mi, DPR 
telah menyelesaikan pembahasan terhdap RUU tentang: 
Pertangjawaban atas pelaksanaan APBN Tihnn Anggaran 
2014; anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
ANggaran 2016; peruhahan anggaran pendapatan dan 
Belanja Negara 'Lhun Anggaran 2016. Adapun uraian 
rricngenai substansi ketiga Undang-undang tersebut akan 
dijabarkan lebih lanjut dalam pelaksanaan fungsi anggaran. 

Dalam Tahun Kedua (2015-2016) periodc keanggotaan 
DPR 2014-2019, seluruh pembahasan APBN dalam 1 (saw) 
sikius anggaran Negara bdapat diselesaikan DPR RI bersama 
Pernerintah, yakni: 

Pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2016; 
Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas 
Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014; 

Ringkasan Laporan Kinerj'a D?R 2014-2015 
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Pembahasan RUU Pcruhahan APBN Tahuii Anggaran 
20 16; 

Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2017 dan 
RKP Tahun 2017; 

S. Pembahasan Laporan Realisasi Semester Pertama dan 
Perkiraan Realisasi untuk 6 (enam) bulan berikutnya 
APBN Tab un Anggaran 2016; 

6. Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas 
Pelaksanaan APBN Tahun Anggaraan 2015. 

Di samping itu, dalam proses pembahasan APBN, DPR 
melalui Badan Anggaran juga melakukan kegiatan Rapat 
1)engar Pendapat Umum (RDPU), audiensi, dan kunjungan 

!ccrja.  
Kesepakatan Asumsi Dasar dalam RAPBN sebagai 

berikut: 

IFNo 
1 

iwiiiii 

Pertumbuhan eknomi 5,5 5,3 
2 Inflasi 4,7 4,7 

3 Nilai tukar rupiah 13,400,0 13.900,0 
4 Tingkat suku bunga SPN 3 bIn (%) 5,5 5,5 

5 Harga MinyakIICP (US$ barel) 60,0 50,0 
6 Lifting Minyak (ribu baret/hari) 830,0 830,0 
7 Lifting Gas Bumi (ribu barel setara 

minyaklhari) 
1.155,0 1.155,0 

8 Lifting minyak gas dan bumi (ribu 
barel setara minyak/hari) . 

1 985 0 1985 0 
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Di bidang legislasi Secara keseluruhan., jumlab RUU yang 
telah selesai dibahas mnlai dari awal periode keanggotaan 
DPR RI 2014-2019 berjumlah 28 (dua puluh delapan) 
RUU. Jumlah RUU yang telah selesai dibahas tersebut, 
dapat dirinci melalui dua pendekatan, vaitu berdasarkan 
Tähun Sidang dan Tahun Takwim atau Tahun Anggaran. 

Berdasarkan Tahun maka perinciannya adalah sehagai 
berikut: 

Tahun Sidang 2014-2015, RUU yang selesai dihahas 
berjumlah 12 RUU 

Tahun Sidang 2015-2016, RUU yang selesai dibahas 
berjum!ah 16 RUU 

Sementara a abila herdasarkan Tahun Takwim atau 
Tahun Anggaran, perinciannya adalab sebagai berikut: 

Tahun 2014, RUU yang selesai dihahas berjumah 1 
(satu) RUU; 

Tahun 2015, RUU yang selesai dibahas herjumlah 17 
(tujuh belas) RUU; 

Sampai dcngan bulan Juli 2016, RUU yang selesai 
dibahas bcrjumlah 10 (scpuluh) RLTU. 

Selanjutnya, dibidang pmgawasan, DPR RI pada tahun 
siding 2015-2016 memiliki delapan tim yang dibentuk di 
pimpinan DPR RI. Adapun Tim yang dibentuk dipimpinan 
tersebut adalab: 1. Tim pengawas DPR RI tentang Otonomi 
Khusus Aceh, Papua, dan DIY; 2. Tim Penguatan Diplomasi 
Parlemen; 3. Tim implcmcntasi reformasi DPR RI; 4. Tim 
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pengawas DPR RI terhadap perlindungan TKI; S. Tim 
pengawas penyelenggara ibdah haji; 6. Tim pernantau dan 
evalusasi usuhn program pembangunan daerah pemlihan 
(UP2DP); 7. Tim Pengawas DPR RI tentang pembangunan 
daerah perbatasan; dan 8.Tim pengawas DPR RI tentang 
vaksin palsu. Dimana pembentukan tim tersebut merupakan 
lanjutan dari pelaksanaan pengawasan sebelumnya, sebagian 
sudah selesai rnelaksanakan rugasnya, sebagian masih 
benlangsung hingga saat mi dan sebagian barn terbenruk 25 . 

Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja DPR 

Sebagian besar atau rnayonitas masyarakat Indonesia 
rncnyatakan tidak puas dengan kineija anggota DPR RI 
Periode 2014-20 9. Bahkan masyarakar menganggap DPR 
tidak hisa menyelesaikan ketimpangan di daerah, serta 
masyarakat tidak yakin dana aspirasi yang diusukan DPR 
bisa mcningkatkan pemhangunan 26 . 

Hal mi karena melihat kinerja DPR RI selarna 1 tahun 
awal pada priode sangar memprihatinkan. Sclarna sam tahun 
tidak hanvak yang dilakukari oleh anggota DPR RI selain 
hanva sensasi, sibuk pada rerorika dan diplomasi kckuasaan 
yang pada akhirnva DPR tidak menjalankan peran fungsinya 
secara rnaksimal dan tidak hanyak prcsrasi pcmbangunan 
selama 1 tahun. Rakvat yang memberikan kcpercayaan 
pcnuh kepada DPR justru dibalas dengan tindakan dan 

Ringkasan Laporan Kincrja DFR 201 5-2016 
http://www.mr1-reseach-1nd.corn/bcrira293wa1ah%E2%8O%A6_I)asyarakar . 

tak-puas-rerhadap-kinerja-Jpr.huml 
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kinerja yang tidak jelas, tidak rnernperjuangkan berbagai 
kepentingan rakvat. DPR justru sihuk kepentingannya 
sendiri, sibuk dengan jabatan ketua-ketua dan wakil-wakil 
ketua komisi-komisi dan badan badan DPR antar koalisi dan 
anggota DPR serta tontonan yang tak mendidik pada awal 
kinnerja DPR 2014. Dimana DPR lebih disihukkan dengan 
kepentingan individu dan kelompok lebih sihuk membuat 
undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, 
DPD dan DPRD (UU MD3) yang proscs pernbentukannya 
terkesan dipaksakan untuk mengakomodir kepentingan 
kelompok sernata dan rncngahaikan kepentingan ekonomi, 
kesehatan dan pendidikaiz yang mendesak untuk segera di 
undang-undangkan. 

Hal mi sebagaimana dikcmukakan Forum Masyarakat 
Peduli Parlemen (Formappi) bahwa kinerja DPR RI menjadi 
yang terburuk selarna DPR era reformasi hahkan persepsi 
publik kepada DPR sarnpai di titik nadir. (Nasional. republik: 
2016) Penilain mi berdasarkan dengan hasil produk legislasi 
DPR yang hana menvelesaikan tiga RUU darl sebanyak 39 
RUU yang masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional 
tahun 2015. Jika di persentasikan Prolegnas yang diselesaikan 
tahun 2015 mencapal 7,7 persen. Sementara Prolegnas DPR 
2014-20 19 toralnya berjurnlah 160 herarti 10 bulan berkerja, 
DPR barn nienyelesaikan 1,8 person Prolegnas Pencapaina mi 
sangat minim sekali jika dibandingkan dengan kinerja DPR 
pada tahun-tahun sehelumnya 27 . Bahkan tidak sebandi ng 

News Detik.Melihat Prestasi DPR 2014-2019 selama 1 tahun bekerja.http:/!m. 
detik.com/news/berita!303283  1/nuIihat-prestasi-dpr-20 I 4-2019-selama- I -tahun-
bekerja 
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dengan anggaran DPR untuk fungsi legislasi yan nlencapai 
RP 246 miliai; juga menuai beberapa cacatan kontroversial, 
seperti dalam UU Pilkada, misainva. UU Pilkada mempersulit 
syarat calon dengan mcnaikkan syarar dukungan KTP kepada 
calon indepcndcn dan syarar dukungan partai kepada calon 
dan jalur partai. Hal mi dapat berimplikasi pada rninirnnya 
kandidar pilkada karena semakin sulitnya syarat dukungan 
dalam pi1kada2 . 

Selanjumya, Lemahnya kinerja DPR sejatinya juga diakui 
oleh anggota Wakil Ketua Komisi III, Benny Kabur Herman, 
ia mengatakan bahwa kinerja DPR RI belum optimal dan 
tidak focus dalam mcnjalankan fungsinya scbagai legislator, 
kerja DPR tidak jelas, pimpinan dewan sibuk ngurus gedung 
dan ngurus kasung. (Kompasiana: 2016) Dan wakil ketua 
DPR, Fadli Zon, sejatinya juga rnengakui bahwa prioritas 
RUU tidak akan selesai dibahas selama 1 tahun. Lembaga 
yang diharapkan schagai rcpicsentatif kepentingan rakvat 
pada kehilangan orientasi dengan dagelan-dagelan yang hanya 
rnenunjukkan ambisi kekuasaan dan kepenringan individu. 

Kinerja DPR dalarn fungsi legislasi rnenunjukkan bahwa 
fungsi legislasi merupakan titik lernah kinerja DPR. Hal 
mi disebahkan incapacity anggota DPR konflik internal 
kelembagaan, terlalu banyak reses, dan lcmahnya leadership 
dalarn DPR, dan banyak DPR yang tidak memahami apa 
fungsi, tugas dan wewenang DPR. Selain kinerja DPR dalam 

2s  Indonesia Corruption Warch. Kinerja 1 tahun DPR Periode 2014-2019, 
setahun "Tanpa" Kerja, 11 April 2016. www.antikorupsi.org/id/conrent/evaluasi-1-
tahun-dpr-periode  -2014-201 9-setahun. 
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implementasi fungsi legislasi., fungsi anggaran yang dilakukan 
DPR juga sangat Iemah. Fungsi anggaran DPR terkesan hanva 
untuk kepentingannva sendiri, selain pembahasan RAPBN 
Tahun 2016 yang telah dihasilkan dengan pembahasan yang 
alot, fungsi anggaran lehih kepada pemenuhan keinginan dan 
kehutuhan DPR sernata. 

Hal mi sebagairnana laporan darl Formappi, bahwa kesan 
fungsi anggaran hanva untuk kepentingan sendiri tcrlihat 
darl alokasi anggaran rumah aspirasi, pembangunan 7 
mega proyck DPR, pembangunan dapil, dan pembangunan 
tunjangan DPR. (News. liputan 6: 2016) Kinerja DPR 
dalam implernenrasi fungsi anggaran lebih berorientasi 
kepada kepentingan dan kcscjahteraan anggota DPR.Fungsi 
anggaran yang diharapkan oleh publik untuk rnengangkat 
kesejahteran, pertumbuhan dan perkcrnbangan ekonomi 
masyarakat rnelalui kebijakan-kebijakan ekonorni rnikro seolah 
tidak menjadi agenda penting dan orientasi DPR.Fungsi 
anggaran esensinya yang dilakukan DPR hanya mernenuhi 
hasrat kepentingan DPR ketimbang mernperjuangkan 
kepentingan rakyat yang d1wakilinya 29 . 

Selanjutnya, hal mi dapar diuraikan dan dilihat fungsi 
anggaran yang hanya beronientasi pada kcpcntingan DPR. 
Anggaran unruk DPR :erus rneningkat. APBN 2015 
mcnycbutkan bahwa anggaran DPR sehesar Rp 3,556 
Triliun. Angka tcrscbut kemudian naik menjadi Rp 5,191 

indonesiEl Corruption Waich. KinerjE-1 I tahun DPR Periode 2014-2019, 
setahun "Tanpa" Kerja, II April 2016. www.antikorupsi.org/id/contenr/evaluasi.1 . 
tahun.dpr.periode.2014-2019-setahun. 
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Triliun. Kenaikan sebesar Rp 1.635 triliun tercatat dalarn 
APBNP 2015 dengan keterangan "tambahan belanja hasil 
pembahasan". Kenaikan anggaran internal DPR mi tidak 
berbanding dengan kinerja yang dihasilkan. Selain itu, 
peningkatan anggaran dapat dilihat pada anggaran reses. 
Masing-masing anggota DPR menerirna dana reses scbcsar 
Rp 150 juta untuk setiap anggota. Dalarn satu tahun terdapat 
lirna kali reses, maka setiap anggora dewan setidaknya akan 
rncndapatkan Rp. 750 juta perrahun darl anggaran reses. Dan 
total dana reses selama satu tahun DPR berjalan sebesar Rp. 
420 M sesuai jumlah anggota 560 orang. Begitu banyaknya 
anggaran negara yang hanya diperuntukkan untuk belanja, 
dan sensasi DPR. 

Sedangkan kinerja DPR dalarn menjalankan fungsi 
pengawasan tidak jauh berbeda kclemahannya. Formappi 
memberikan raport rnerah dalam fungsi mi, yang paling 
disoroti ada!ah rckomendasi lunak dalam raker. Raker 
rnernberikan rckomendasi lunak terhadap pernerintah, dan 
40 panja hanya 3 panja yang selcsai, sementara sisanya tidak 
ada kejelasan. Disamping itu puluhan ribu temuan BPK 
tidak ditindak lanjuti olch DPR. Fungsi pengawasan DPR 
masih cendrung dilakukan secara parsial dan tcbang pilih 
unruk kepentingan mereka sendiri. Sernisal dalarn konteks 
penegakan hukum.DPR sering kali menvoroti fiingsi 
penvadapan oleh KPK. Namun tidak pernah mernpertanyaak 
penyadapan tcrhadap aparat penegak hukurn lain. Selain 
itu, DPR hanya terus mempermasalhkan penetapan Budi 
Gunawan oleh KPK scbagai tersangka korupsi. Sebaliknya 
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DPR tidak pernab rnerneperrnasalahkan penctapan tcrsangka 
yang dilakukan oleh kep1isian terhadap pirnpinan KPK 
maupun Pimpinan Koinisi Yudisial karcna Pencemaran 
nania baik. Indikasi-indikasi mi rnenunjukkan titik terang 
keberpihakan DPR tcrhadap kepentingannya sendiri, bahkan 
sangat rasional apahila rnsyarakat menilai bahwa apa yang 
dilakukan oleh DPR rner.yikapi kasus Polisi dengan KPK 
adalah untuk melindungi Icepentingan dan proyek hesar yang 
sarat dengan korupsi 30 . 

Beranjak dan potret perspcsi yang kurang rnernbahagiakan 
terhadap DPR di mata publik itu, tentu publik tidak dapat 
dipersalahkan. Dcngan Izata lain, persepsi publik yang 
demikian tidak rnuncul begitu saja di ruang hampa. Ada sebab 
yang rnclatarbelakanginya. Jika ditilik, maka adabeberapa 
latarbelakang ya ng mendorong mengapa publik cenderung 
mcrnililci persepsi negatif tau buruk terhadap DPR. 

Pertarna, adalah terkait dengan skandal hukum yang 
menimpa anggota DPR. Skaiidal hukurntersebut terutama 
sehubungan dengan soal kasus tindak korupsi. Darl 2004 
hingga kini, DPR sciaL mendapat persepsi buruk soal 
korupsi. Darl skala 1 sampai 5—dimana angka 1 berarti tidak 
sarna sekali korupsi dan aigka 5 berarti sangat korup—DPR 
hampir tiap tahunnya mcndapat nilai 4,4. mi artinya persepsi 
masyarakat terhadap DPR sangatlah buruk soal korupsi. 

h  Reni Suwarno. 2014. Surve UI: Kepercayaan ke DPR terus menurun. 
http://googlewcblight.com/?Iite_L  ri = http://rn.repuhlika.co.id/berita/nasional-

urnurn/13/1  1/1 1 /rnw29dy-survei-ui-kpercayaan-ke-Llpr-terus-menurun 
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Adapun persepsi buruk soal korupsi terhadap DPR 
tidak lepas dari pelbagai i-untutan peristiwa yang mcnyeret 
anggota dewan ke dalam pusaran kasus korupsi. Sejak 
reformasi digulirkan hingga kini, hampir di tiap periode 
selalu menveruak kasus korupsi yang rnelibatkan anggota 
DPR. Untuk mcnyebutkan beberapa saja rnisalnya ada kasus 
suap alih fungsi hutan lindung dan pengadaan SKRT Dephut, 
kasus suap cek pelawat pemilihan Dewan Gubernur Senior 
BI, kasus Suap Wisma Atlet SEA Games, kasus korupsi dana 
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (D P P ID), 
kasus suap proses lelang pengadaan kapal patroli Dephub, 
kasus suap pembangunan Gedung Pusdildat Badan Pengawas 
Tenaga Nuldir (BAPETEN) dan sebagainya. Baru-baru 
mi misalnya, kasus tindak korupsi yang rnenyeret anggota 
dewan dan rncndapat perhatian yang luas dari publik adalah 
kasus E-KTP. Belurn lagi bila disebutkan daftar nama anggota 
dewan yang tertangkap tangan menenima suap. Tenru mi 
akan sernakin rnernpertebal stigma dan perscpsi buruk publik 
terhadap DPR yang kerap terlukis dalam ungkapan seperti 
DPR sebagai "kartel kot-upsi", di tubuh DPR yang beroperasi 
adalah "scl politik tipu muslihat" dan "tidak transparan", lobi 
di DPR merupakan "pasar gelap kckuasaan" dan ungkapan-
ungkapan sarkastis !ainnva yang disematkan oleh publik 
kcpada DPR. 

Jika dilihat darl sudut pandang tertentu, tentu dapat saja 
dikatakan arau dijelaskan bthwa persentase anggota DPR 
yang tcnlihat dalarn skandal hukum seperti tindak koi -upsi iru 
mungkin tidak segadang yang dihayangkan. Namun, perlu 
disadari, sebagai lembaga yang paling merepresentasikan 
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kepentingan rakyat, maka sudah sepatutnva DPR memang 
betul-betul sterddarl skandal hukum seperti tindak korupsi. 
Jadi, seberapa kecilpun jurnlah atau kuantitas anggota 
dewan yang terseret ke dalam skatidal hukurn seperti tindak 
korupsi, ia hagaikan satu titik nila yang dapat mcrusak susu 
sebelengga. Apalagi dalam jumlah hesar, yang dikenal dengan 
istilah korupsi berjarnaah", tenru ml akan rncrusak marwah 
lembaga tersebut. Olch karcna iru, kctikaanggota DPR 
tersandung kasus atau skandal hukum seperti tindak korupsi, 
waihasil, mau tidak rnau, mi akan rnencoreng martabat DPR 
dan impaknya ialah publik mulai sangsi tcrhadap integritas 
orang-orang yang herada di lembaga mi. 

Kedua, selain skandal hukum seperti tindak korupsi, hal 
lain yang juga turut mendorong rendahnya perscpsi positif 
publik terhadap DPR adalah lantaran tcrdapatnva anggota 
DPR terpeleset dalarn skaridal moral dan praktek komunikasi 
publik yang kurang tepat hahkan juga ada yang cenderung 
tidak etis. 

Schuhungan dengan skandal moral, skandal moral itu 
dapat saja hermacam-macam bentuknya. Dulu, yang pernah 
ramai dibicarakan ada!ah soal anggota dewan yang terserat 
dalarn prostitusi atau perselingkuhan. Di samping itu, skandal 
moral juga ada dalarn bentuk "memperdagangkan pengaruh" 
(trading in influence). Soal praktek mcmperdagangkan 
pengaruh niisa!nya sempat ramai saat kasus Papa Minta 
Saharn. Tentu dapat saja diperdchatkan isi kebenaran apakah 
Kctua DPR kala itu yang tcrscret dalam kasus Papa Minta 
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Saham bcrul-berul tengah berupaya rnendapatkan arau 
mencari keuntungan dcngan rnemanfaatkan posisi yang 
tengah ia duduki. Namun, yang jelas dan terang benderang, 
ketika kasus Papa Minta Saham yang melibatkan Ketua DPR 
itu dan diliput hampir secara maraton oleh berbagai media, 
hal itu tclah memunculkan persepsi negatif publik terhadap 
DPR—apalagi kasus "Papa Minta Saharn" tersebut langsung 
rnelibatkan pimpinan DPR. Sejak kasus tersebut mencuat ke 
puhi i k dan pemheritaannva begitu massif, pubi i kpun rnakin 
memandang negarif bahkan sinis kepada lembaga DPR. 

Adapun terkait dengan praktek komunikasi yang kurang 
tepat, mi juga kerap rnenambah citra buruk lembaga DPR. 
Hal mi misain a terjadi saat dirnana rakyat sudah jengah 
dengan tindak dan kasus korupsi, anggota DPR justru 
menunjukkan sikap resistensi terhadap penguatan institusi 
peniberantasan kor -upsi. Misalnya, dengan mewacanakan 
pembuharan atau mengurangi wewenang KPK.Atau saat 
kasus Papa Minta Saham mencuat dan menjadi sorotan 
publik, justru ada beberapa wakil ketua DPR menujukan sikap 
pembelaan terhadap ketua DPR yang kala itu tersandung 
kasus Papa Minta Saham. Sikap beherapa Wäkil Kerua 
DPR itu, yang tercermin darl komunikasinya, bukannya 
mengurangi sennrnen negatif publik kepada DPR, narnun 
malah menambahnya. Tentu saja kornunikasi yang tidak 
tepat rersebut merupakan blunder dan politically incorrect dan 
semakin memeruncing sinisme publik terhadap DPR. 
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Ketqa, hal lain yang turut pula mendorong timbulnya 
persepsi negatifdari publik terhadap DPR adalah menyangkut 
soal kinerja DPR. Seperti diketahui I)PR memiliki tiga fungsi 
pokok. Di antaranya yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran 
dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi mi tidak dipandang 
oleh publilc telah dijalarikan secara optimal oleh para anggota 
DPR. 

Dalarn fungsi legislasi misalnya publik menilai saw tahun 
kinerja DPR hasil pemilu 2014 tidak produktif Produktifitas 
DPR mi dinilai darl pelaksanaan tugas-tugas utarnanya 
terutama pembentukan undang-undang. Selarna sani tahun 
masa kerja DPR misalnya sejak dilantik hanya 3 undang-
undang yang berhasil diundangkan dari target Prolegnas 
2015 yakni sebanyak 39 undang-undang. Jika dibanding 
dengan negara maju seperti Amerika, maka produktifitas 
DPR terlihat sangat jomplang dimana dalarn setahun Kongres 
Amerika bisa mengesahkan 125-160 undang-undang. 

Bila iru dilihat darl segi kuantitas, maka darl segi kualitas 
produk undang-undang hcntukan DPR pun terkadang jauh 
darl kualitas yang diinginkan. Jauhnya dan kualitas yang 
diinginkan itu muncul karena beberapa sebab. Di antaranya 
seperti abainya anggota dewan mempertinibangkan 
latar belakang filosofis, yuridis maupun sosiologis dalam 
pembuatan undang-undang. Akibatnya, DPR tampak gagal 
menangkap aspirasi rakyat dari produk undang-undang yang 
dihasilkannya. Selain itu, rendahnya kualitas undang-undang 
yang dihasilkan DPR juga lantaranketiadan visi kolektif 

134 



DINAMIKA DAN TANTANGAN KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN 

DPR. Visi dalam membuat undang-undang lebib cenderung 
mencerminkan kepentingan politik kelompok (visi jangka 
pendek) ketimbang kepentingan rakyat banyak (visi )*angka 
panjang). Berkaca dan fungsi legislasi iru, tak heran bila 
publik lantas melihat bahwa DPR dalarn menjalankan fungsi 
legislasinya kurang maksimal bahkan cendenrng jauh dan 
harapan. 

Adapun dalam fungsi anggaran, fungsi mi pun tidak 
berjalan dengan optimal dan baik. Tak jarang fungsi mi 
digunakan oleh DPR sebagai posisi atau alat tawarnya 
dengan pemerintah dalam upaya meloloskan berbagai 
anggaran proyek-proyek mercusuar DPR, usulan dana 
aspirasi, kenaikan tunjangan dan peningkatan berbagai 
fasilitas DPR lainnya dan seterusnya. Oleh sebab itu, dalam 
menj alankan fungsi anggarannya, alih-alih rnenggunakan 
fungsi tersebut guna memperjuangkan kepentingan 
masyarakat yang diwakilinva secara luas, justru yang terjadi 
fungsi tersebut acap digunakan untuk memenuhi hasrat 
DPR atau kepentingan kelompok. Belum lagi bila melihat 
kasus-kasus korupsi, penyimpangan, pembelajaan fiktif atau 
penggcicmbungan yang terjadi yang dilakukan anggota DPR 
lantaran mcnggunakan fungsi anggaran untuk mendapatkan 
keantungan materi, hal tersebut tentu semakin menunjukan 
fungsi anggaran tidak dijalankan semestinya oleh DPR. 

Kemudian terkait fungsi pengawasan, fungsi pengawasan 
pun kurang berjalan dengan baik. Fungsi pengawasan DPR 
masih cenderung dilakukan secara parsial dan tebang pilih. 
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Dalarn konteks penegakan hukum urnpamanya, DPR 
seringkali rnenyoroti fungsi penyadapan oleh KPK. Namun, 
tidak pernah mcmperranyakan penyadapan terhadap aparat 
pcncgak hukurn lain. Tidak optimahya fungsi pengawasan 
yang dilakukan DPR juga dapat dilihat misalnya dart masih 
minimnya upaya DPR memperbaiki kinerja kementerian 
atau lembaga (K/L) yang mendapat penilaian dart Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK), tcrutama predikat wajar dengan 
pengecualian (WDP) dan tidak mernberikan pendapat 
(TMP). Belum lagi bila melihat dart kunjungan kerja (kuker) 
yang dilakulcan anggota DPR. Kunjungan kerja yang 
dilakukan DPR pada dasarnya adalah untuk rnenjalankann 
ftmgsi pengawasannya. Narnun, dalarn prakteknya, yang 
acap tcrjadi justru kunjungan kerja dimanfaatkan anggota 
DPR untuk kepentingan para anggota DPR bukan untuk 
kepentingan rakyat (yakni nicmastilcan atau mengecek 
bahwa Iernbaga-lernbaga atau institusi-institusi tertenru 
telah rnenjalankan fungsi pelavanan publik dengan baik 
dan sernestinya). Oleh scbah itu, tak heran kalau kernudian, 
kendati DPR kcrap disebut sebagai milik masyakarakat, 
naniun dalarn menjalankan fungsinya ternyata ridak 
dilakukan untuk melayani kepentingan "sang peniiliknya" 
melainkan kepentingan pribadi atau kelompok yang sarat 
muatan atau kepentingan politis. Dengan kata lain, tindakan 
DPR rnelalui fungsi yang dirnilikinya justru dilakukan untuk 
mengarnankan kepentingan pribadi atau kelornpoknya bukan 
untuk kepentingan rnasyarakat. 
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Kepercayaan Masyarakat terhadap kinerja DPR RI. 

Kinerja dan prestasi DPR dapat mempengaruhi tingkat 
kepercayaan masyarakat terhadap D PR. Kepercavaan 
rnasyarakat schagai modal utama DPR menjalankan peranan 
dan ftingsi sebagai wakil rakyat. DPR sejatinva sebagai 
negarawan, pejuang rakyat, yang ditunjukkan dengan kinerja 
dan prestasi dalam implernentasi peran fungsi legislatif. 
Sebaliknya, jika kenerja DPR jelek maka kepercayaan 
publik Iernah bahkan hulang, dan akhirnya DPR mcncederai 
kcpercayaan rakyat dan esensi politik dalarn membangun 
bangsa dan negal-a yang haik. 

Kepercayaan masyarakat terhadap DPR dapat diketahui 
melalui hasil survei yang dipaparkan oleh Lingkaran Survei 
Indonesia (LSI). Denny Januar Au, peneliti dari LSI 
mengatakan, sebagian besar masyarakat Indonesia kurang 
pecaya tehadap kinerja anggota DPR saat mi. Mereka yang 
percaya bahwa DPR bekerja untuk rakyat hanya sebesar 40 
persen, sementara 51,8 persen tidak percaya dan 8,2 persen 
tidak menjawab 31 . Bahkan kepercaayaan DPR saat mi berada 
di titik terendah selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2005 
kcpercayaan terhadap DPR masih berada di angka 56,0 
persen, April 2006 sehesar 52,80 persen. Pada September 
tahun 2007 sebesar 51,70 persen. Januari 2009 sebcsar 
60,00 persen, Januari 2010 sebesar 64,70 persen. Desember 
2010 tingkat kepercayaan sebesar 62,30 persen, kernudian 

LSI Denny JA: kcpercayaan publik terhadap DPR terendah selama 10 tahun 
http://m.detik.corn/news/berita/3098690sjdennyjakepercayaanpuhIikrcrhadap  
dpr-terendah-dalarn. I 0-tahun- terakhir 
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Oktober 2012 sebesar 5740 persen. Rendahnya kepercayaan 
masyarak.an terhadap DPR menjadi sebuah ironi dalarn 
perjalanan demokrasi indonesia. 

Ketidakpercayaan publik terhadap kinerja Anggota DPR 
terjacli sccara merata. Baik laki-laki maupun perempuan, 
kalangan menengah atas maupun menengah bawah, 
pendidikan tinggi maupun rendah, masyarakat kota maupun 
desa. DPR dengan tingkat kepercayaan publik terendah 
dari pada lembaga negara lainnya seperti, KPK, MK, DPD, 
dan Presiden. Hasil survei Nasional Indo Barometer juga 
menyebutkan hasil yang sama, bahva tingkat kepercayaan 
publik terhadap DPR tergolong rendah, dan terendah jika 
dibandingkan dengan lembaga negara lainnya. Kepercayaan 
publik terhadap DPR hanya 50 persen, hal mi terpaut jauh 
jika dibandingkan dengan kepercayaan publik terhadap KPK 
82 persen, dan TNI 81 persen. 

Rendahnya kepercayaan rakyat secara spesifik dapat pula 
dilihat pada kcbijkan DPR yang bcrencana merevisi undang-
undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. HasH survei 
Indikator Politik Indonesia menunjukkan pengaruh negatif 
dan rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR. Peneliti 
IPI, Hendro Prasetyo menjelaskan hasil survei pada Januari 
2015 tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR 59,2 
persen, sedangkan pada Januari 2016 setelah isu rencana 
revisi UU KPK tingkat kepercayaan kepada DPR sebesar 
48,5 persen32 . 

31  Wilda Rasaili KinLrja DPR Dan Kepercayaan Publik: analisis DPR dan kepecayaan 

pubik rerliadap kinLrja DPR RI 2014-2019. http://ejournal.wiraraja.ac.id  
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Kepercayaan publik terhadap kinerja DPR juga dikatakan 
oleh Direktur Central for Election and Political Path FISIP-
UI, Reni Suwarno, bahwa tingkat kepercayaan masyarakar 
terhadap DPR terus menurun. Turunnya kepercayaan 
publik selain aspek kinerja juga dipengaruhi dengan 
banyaknya kebijakan dan tindak tanduk anggota dewan 
\rmg hertentangan dengan logika publik.Banvak kebijakan 
DPR yang seringkali mengabaikan keinginan dan kchendak 
rakyat, bahkan DPR. scringkali mengabaikan suara rakyat 
yang berdentang keras lewat, media bahkan jalanan.Sclain 
itu, alasan rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR RI 
sebagaimana disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Maruarar Sirait yaitu terbenturnya kepenringan rakyat 
dengan ideologi partai dan strategi kepentingan legislatif 
Jika DPR terus mengabaikan rakyat demi kepentingan 
ideologi partai yang tidak memihak rakyat maka kepercayaan 
publik akan terus tergerus. Anggora DPR lebih tunduk pada 
kepentingan partai dan parlernen darl pada kepentingan 
rakyat33 . 

Sehagian besar atau mayoritas masyarakat Indonesia 
menyatakan tidak puas dengan kinerja anggota DPR RI 
Periode 2014-2019. Bahkan masyarakat mcnganggap DPR 
tidak hisa menyelesaikan ketimpangan di dacrah, serta 
masyarakat tidak yakin dana aspirasi yang diusulkan DPR 
bisa rneningkatkan pebangunan 34 . 

33  Reti Suwarno. 2014. Surve UI: Kepercayaan ke DPR terus menurun. 
http://googIeweb1ight ,com/Iiteur1 = http://rn.repuhLika.co.id/berita/nasionaI/  
unsurni'l 3/1 1/1 1 /mw29dy-survei-ui-kepercay:ian-ke -dpr-terus-rnenurun 

° Marcet reseach Indonesia: htrp://www.rnri-reseach-jnd.com/berjta-293-
walah%E2%80%A6-masyarakat-tak-puas-terhadap-kinerja-dpr.htrnl  
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Melihat rendahnya kepercayaan puplik terhadap Dewan 
Perwakilan Rakyat separutnya scgera diperhatikan dan tindak 
lanjuti oleh sernua anggota Dcwan dengan memperbaiki 
kinerja untuk rnembangun citra positif publik. Bila rakyat 
tidak percaya pada Lembaga Legislatif dan anggota DPR, 
maka rakyat tidak percaya pada output dan outcome legislatif. 
Rakyat juga tidak akan mernatuhi peraruran dan perundangan 
yang disusun oleh legislatif. Dan hilangnya kepercayaan 
publik juga akhirnya rnenghilangkan fungsi lembaga negara. 
Dan mi ancarnan hagi jalannya dcmokrasj indonesia 35 . 

Sehagai sebuah lembaga tinggi yang peranannya sangat 
signifikan di ncgcri mi, pada praktiknya DPR diharapkan 
agardapatrriengedcpankan aspek kinerja yang baik sehagai 
dasar pengelolaan lembaga. Narnun, faktanya sarnpai saat 
mi, hal tersebuttampaknya masih jauh panggang darl api. 
Kincrja lembaga mi belum menunjukkan hasil yang optimal 
dan selalu terjebak dalam prohiernatika repetitif. Hingga 
periode kepengurusan 2014-2019, kinerja DPR terus saja 
menuai banyak sorotan dan kritikan. Hal mi tidak terlepas 
dan minirnnya implementasi fungsi pokok sebagai lembaga 
perwakilan rakyat vakni menjalankan fungsi legislasi, 
fungsi anggaran dan fungsi kontrol darl waktu ke waktu 
(Wahvuningsih, 2013). 

Salah satu yang indikator yang mencolok dan 
permasalahan yang dihadapi olch DPR adalah capaian 
Program Legislasi Nasional (Prolcgnas) yang tak pernah 

Wilda Rasaili, Kincrja DPR Dan Kcpercayaan Fublik: arialisn DPR dun kepecayaan 

pub/k tar! indap kincrja DPR R/ 2014-2019. http://ejonrnal.wiraraja.ac.id  
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sesuai dengan target yang direncanakan baik unruk prioritas 
tahunan maupun lima tahunan. Persoalan rendahnya capaian 
Prolegnas menjadi problerna kiasik yang tclah rnuncul bahkan 
sejak periode DPR 2004-2009 yang hingga sekarang kini tak 
kunjung menemui titik terang pcnvclesaiannva (Roflandri, 
2016). DPR seolab tidak pernah menuntaskan sccara 
k(l'nprchcnsifpermasalahan tahunan terkait program legislasi 
nasional (Prolegnas). Masa pembahasan acap diperpanjang 
dan pembahasan RUU tidak pernah sesuai dengan jadwal 
dan target yang ditcntukan. 

Belum lagi perinasalahan terkait fungsi anggaran. Dalarn 
proses penganggaran, praktik-praktik korupsi masih saja 
kerap terjadi. Pcnangkapan dua anggota DPR dari Kornisi 
V oleh KPK karena penvalahgunaan wcwenang dalam kasus 
anggaraan proyck infrastruktur APBN merupakan potret 
nyata hagainiana rnasalah mi te!ah nicngakar di tubuh 1)PR. 

Fungsi kontrol juga tak kalah memprihatinkan. DPR 
scbagai lembaga \'ang memilik.i fungsi pcngawasan terhadap 
pcmerintah pada praktiknya masih sangat jauh darl. harapan. 
Indikasi tidak optinialnya pelaksanaan fungsi mi umparnanya 
dapat dilihat pada pelaksanaanpengawasan anggaran di 
kementerian dan lembaga. Sepanjang 2016, alat kelengkapan 
dewan tclah membentuk 46 Panitia Kerja (Panja) pengawasan 
kementcrian atau lembaga. Akan tetapi, darl 46 Panja 
yang dihentuk, baru 11 Panja yang telab menyampaikan 
laporannya. Lernahnya praktik pengawasan anggaran tentu 
saja berdanipak pada potensi kerugian negara yang jurnlahnya 
tak sedi kit. Pada 2016 saja terdapat sebanyak 26 temuan \rang 
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direkomendasikan oleh BPK kcpada DPR, namun tidak ada 
kejelasan terkait tindak lanjut kasus tersebut (Arsilan dan 
Saputra, 2016). 

Rentetan capaian kinerja DPR yang tidak optimal 
dari tahun Re tahun rnenyebabkan implikasi nyata. Yaitu, 
nintuhnya kepercayaan publik terhadap lembaga mi. 
Berdasarkan basil survei kepuasan publik yang dilakukan 
Poltracking Indonesia umpamanva, DP R rnenj adi salah 
satu lembaga dengan tingkat kepuasan publik paling rendah 
bersama dengan partai politik (Poltracking, 2015). Tingkat 
kepuasan publik terhadap kinerja DPR teramat rcndah yakni 
di angka 23,1 pcI-sen. Fakta mi memberikan catatan penting 
bahwasanya kinerja DPR helurnlah berjalan dcngan haik dan 
perlu segera dicari jalan kcluarnva agar wihawa lembaga mi 
kedepannya dapat terselamatkan. 

Permasalahan kinerja DPR rncrupakan schuah topik yang 
kompleks. Butuh pendekatan yang holistik untuk mengurai 
bcrbagai dirnensi rerkait permasalahan ini. Tulisan mi diawali 
dengan pernaparan dinamika kinerja DPR tidak hanya dan 
pcndekatan kuantitatif terkait aspek jurnlah output produk 
undang-undang semata, narnun juga berkaitan dengan 
pendekatan kualitatif yang akan menguraikan dinamika proses 
dan permasalahan terkait dengan pelaksanaan fungsi DPR. 
Fungsi tersehut meliputi ftingsi legislasi, fungsi anggaran dan 
fungsi pengawasan. Selanjutnya akan dijelaskan pula bentuk 
rekomendasi berupa solusi terkait dengan kinerja DPR RI 
untuk kedcpannya. 
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Kesimpulan 

Sebagian besar atau rnayoritas masyarakat Indonesia 
men atakan tidak puas dengan kinerja anggota DPR RI 
Periode 2014-2019. Bahkan masyarakat menganggap DPR 
tidak bisa menyeksaikan ketimpangan di daerah, serta 
masyarakat tidak yakin danaaspirasi yang diusukan DPR 
bisa rneningkatkan pembangunan. 

Kinerja DPR di 1 tahun awal periodc sangat 
memperihatinkan, terburuk dan bahkan berada di titik 
nadir. Dibidang legislasi, DPR hanya mcnghasilkan 3 
produk UU dari 39 prioritas RUTJ. Di bidang anggaran, 
selain pembahasan APBN yang cukup alot, pembahasan 
anggaran lebih banyak pada aspck kepentingan legislatif, 
seperti kenaikan tunjangan DPR, rurnah aspirasi, dana reses, 
pembangunan gedung, pembangunan perpustakan DPR dan 
lain-lain. 

Sedangkan kinerja kontrol DPR terhadap pemcrintah 
sangat lcmah, seperti tidak adanya tindak lanjut dari beberapa 
ternuan BPK. Selain itu adanya tank ulur kepentingan antara 
lembaga eksekutif dengan legislatif yang berakibat pada 
ketidak cfektifan pembangunan dari awal periode sampai 
seterusnya. 

Kinerja DPR yang huruk juga berpengaruh terhadap 
tingkat kepercayaan publik. Kcpercayaan publik terhadap 
DPR sangat rendah sekali, bahkan paling rendah kepercavaan 
publik terhadap DPR clari pada lembaga-lembaga negara 
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lainnva. Kepercayaan publik pada DPR priode 2014-2019 
menjadi terendah atau terburuk selama 10 tahun atau 
rcformasi. Buruknya kcpercayaan publik juga mengindikasikan 
lcrnahnya identitas DPR sebagai lembaga yang mewakili 
rakyat. Kepercayaan rakyat rendah karena DPR tidak lagi 
hekerja atas nama rakvat, kepentingan individu, kelompok, 
partai lebih diutarnan oleh anggota DPR. 

Banyakna persepsi negatif niasyarakat tentang calon 
Icgislatifakan menaruhkan pula kualitas anggota DPR. Sehab 
caleg adalah gambaran kedcpan parlernen. Jika kemampuan 
dan fit and propertesnya diterima masyarakat maka hisa 
dipasrikan kedepan lembaga DPR disegani eksekutif. Oleh 
karena itu jikalau dewannya baik maka DPR kedepan pun 
punya gamharan yang baik. [] 
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